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Abstrak 

Upaya positifikasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) 
yang telah diparipurnakan oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 
bersama Pemerintah Aceh menjadi polemik di kalangan para akademisi , 
pegiat hak asasi manusia dan sebagian kalangan aktifis perlindungan 
perempuan dan anak, terutama ketika wacana di media massa 
menyebutkan Aceh akan melegalkan ketentuan suami dapat beristeri 
lebih dari satu dalam salah satu pasal Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 
2019 Tentang Hukum Keluarga.  Qanun disusun sebagai perwujudan 
pelaksanaan syari’at Islam yang memiliki landasan yuridis, amanat dan 
perintah undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 
Aceh. Namun pro kontra penerbitan qanun tetap menjadi polemik. 
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana metode penalaran yang 
digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam penulisan aturan hukum 
Islam menjadi hukum positif. Unit Analisis penelitian ini adalah naskah 
akademik dan draf qanun hukum keluarga serta Qanun Aceh Nomor 14 
Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga. Proses Taqnin identik dengan 
proses legislasi  sebagai kegiatan ijtihad dalam menyusun qanun hukum 
keluarga menjadi hukum positif dalam sistem hukum Indonesia.  
Penalaran qanun hukum keluarga menggunakan ijtihad jama’i sebagai 
metode utama yang dikolaborasikan dengan metode Istislahy, Sadduz 
Zari’ah  dan ‘Urf. Penetapan sejumlah pasal berpedoman  prinsip-
prinsip syari’ah, fikih mazhab dan adat. Pasal  181 Ayat (1) dan Ayat (2) 
tentang ‘Uqubat merupakan pasal yang menempati posisi strategis, 
pembeda antara  Qanun Aceh Nomor 14 Tentang Hukum Keluarga 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. 

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Metode Penalaran; Taqnin 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Upaya positifikasi Qanun Hukum Keluarga (Ahwal Al-

Syakhshiyah) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

bersama Pemerintah Aceh menjadi polemik di kalangan para akademisi, 

praktisi hukum Islam dan aktivis terutama ketika pemberitaan dimedia 

massa cetak dan elektronik menyebutkan Aceh akan melegalkan 

poligami dengan mencantumkannya dalam salah satu pasal rancangan 

qanun Aceh tahun 2019.  

Rancangan qanun disusun sebagai perwujudan pelaksanaan 

syari‟at Islam memiliki landasan yuridis, amanat dan perintah undang-

undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun 

Aceh Nomor 8 Tahun Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Qanun Aceh 

Nomor 8, Pasal Ayat 2 (b), namun pro kontra penerbitan qanun tetap 

menjadi polemik. 

Aktivis perempuan Aceh beranggapan bahwa rancangan qanun 

poligami yang sedang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

(DPRA) tidak urgen sama sekali. Menurutnya, perkara poligami sudah 

diatur dalam hukum islam dan di Indonesia juga telah diatur dalam 

undang-undang perkawinan. Selain itu, masih banyak persoalan lain di 

Aceh yang lebih penting untuk diperhatikan, misalnya inflasi di Aceh 

tinggi, angka kemiskinan yang semakin naik, dan isu-isu lingkungan 

seperti suhu udara tinggi akibat kemarau panjang (Kompas, 07 Juli 2019). 

Sejumlah aktivis perempuan yang tergabung di Balai Syura 

Ureung Inong Aceh (LSM Perempuan) juga meminta agar pengesahan 

rancangan qanun hukum keluarga ditunda dikarenakan ada beberapa 

poin yang harus dikaji ulang. Berdasarkan kajian yang dilakukan, masih 

banyak terdapat persoalan secara subtansi yang dapat menempatkan 

perempuan pada kerentanan baru dan mengganggu kesejahteraan 
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perempuan. Rancangan qanun hukum keluarga difokuskan pada 

persoalan perebutan hak asuh anak, perkara jinayat yang timbul dalam 

perkawinan, perwalian dan penyalahgunaan kewenangan wali 

(kumparan, 04 September 2019). 

Namun menurut Agustin Hanafi, rancangan qanun hukum 

keluarga memiliki tujuan yang mulia bagi semua pihak. Rancangan 

qanun hukum keluarga akan memperkuat fatwa MPU nomor 1 tahun 

2020 tentang nikah siri dan nomor 2 tahun 2009 tentang hukum nikah 

liar. Alasan lain mengapa qanun ini dibutuhkan oleh masyarakat supaya 

tidak ada lagi praktik-praktik qadhi liar. Polemik tentang pasal yang 

memuat poligami bertujuan melindungi perempuan yang menerima 

praktik poligami dan muatan qanun ini masih berprinsip monogami, 

artinya jika ada suami yang ingin berpoligami maka harus melewati 

persyaratan yang sangat ketat (Serambi, 07 Oktober 2019). 

Kepala Biro Hukum Provinsi Aceh mengatakan bahwa qanun 

poligami itu baru tiga kali dibahas bersama DPRA. Selain itu, dia juga 

meluruskan penyebutan sebetulnya bukan qanun poligami, tetapi tetap 

qanun hukum keluarga, hal ini dikarenakan dalam qanun tersebut hanya 

memuat lima pasal tentang poligami dan semua itu mengacu pada 

undang-undang perkawinan. Beliau juga mengatakan bahwa 

pembahasan qanun hukum keluarga belum semuanya selesai, dan ketika 

nanitnya selesai akan diuji ke ruang publik (kompas, 10 juli 2019). 

Pro kontra di atas dalam konteks negara hukum (rechtsstaat) yang 

berdasarkan Pancasila ini (Abdullah: 1994: 98), memberikan ruang bagi 

masyarakat muslim untuk dapat mengamalkan sebagian materi hukum 

Islam harus tetap tunduk pada aturan hukum yang telah diakui 

keabsahannya oleh pemerintah melalui perjuangan proses legislasi. 

Proses legislasi sebagai perjuangan konstitusional menegakkan hukum 

Islam tentu berhadapan dengan dialektika dan tawar menawar 
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(bargaining of power) antar eksponen masyarakat maupun dengan 

kekuasaan negara. 

Prinsip negara hukum menyatakan bahwa peraturan yang dapat 

diterima sebagai hukum ditentukan dan ditetapkan secara positif oleh 

negara. Hukum hanya berlaku karena hukum mendapat bentuk 

positifnya dari instansi yang berwenang. Hukum sebagai a command of the 

lawgiver (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu 

suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau 

yang memegang kedaulatan (Astim Riayanto: 2010: 503). 

Dalam konteks Aceh, hukum keluarga dalam rancangan qanun 

terdiri dari 27 bab dan 189 pasal menjadi sub sistem hukum nasional 

hanya dapat berlaku setelah melalui proses legislasi dan berubah wujud 

dalam bentuk Qanun Aceh yang menjadi hukum positif berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab II Pasal 4 

menyebutkan ruang lingkup Hukum Keluarga meliputi: Pernikahan; 

Rukun Nikah; Mahar; Larangan Nikah; Perjanjian Pernikahan; Nikah 

Hamil; Beristeri Lebih Dari Satu Orang; Pencegahan Pernikahan; 

Batalnya Pernikahan; Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Harta Kekayaan 

Dalam Pernikahan; Pengasuhan Anak; Perwalian; Putusnya Pernikahan; 

Akibat Putusnya Pernikahan; Rujuk; Masa Berkabung; Hukum 

Kewarisan; Wasiat; Hibah; Pernikahan Antar Warga Negara; 

Pembiayaan; dan Sanksi terhadap ketentuan pelanggaran dalam qanun 

hukum keluarga. (Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019). 

Penyusunan dan penulisan Hukum Keluarga dengan cakupan di 

atas menjadi hukum positif memunculkan pula beberapa problema 

diantaranya penguasaan legislator relatif rendah terhadap materi hukum 

Islam secara umum, ulama yang cenderung terikat dengan mazhab 

tertentu, pakar hukum yang terlibat dalam Tim Asistensi pembentukan 

qanun memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda serta kondisi 

kultur hukum masyarakat Aceh yang beragam pula.  
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Problem utama menurut peneliti dalam penyusunan rancangan 

qanun adalah bagaimana metode penalaran yang digunakan oleh para 

pihak yang terlibat dalaam proses legislasi merumuskan substansi 

hukum keluarga yang yang tercantum dalam al-Qur‟an, hadith dan kitab 

fikih mazhab menjadi bahasa perundang-undangan dalam bentuk bab 

dan pasal-pasal. Metode penalaran ini menjadi core yang menarik untuk 

ditelaah terutama jika dihubungkan dengan bagaimana kedudukan 

syari‟at, fikih mazhab, undang-undang perkawinan dalam hukum positif 

dan hukum adat dalam proses legislasi dimaksud. 

Salah satu kesulitan pekerjaan legislasi adalah bagaimana 

penggunaan bahasa hukum yang mudah dinalar dan dipahami serta 

dipraktikkan oleh para penegak hukum. Bagaimana bahasa Arab 

bertransformasi menjadi peraturan hukum, dinyatakan dan dijabarkan 

dalam bahasa Indonesia disusun dengan tepat agar masyarakat dapat 

memahami maksud, tujuan, dan ketentuan dalam suatu peraturan 

hukum kemudian mematuhinya. Lembaga pelaksana dan lembaga 

peradilan, akan menafsirkan dan melaksanakan peraturan hukum 

tersebut ( Muhammad Siddiq dan M.Ya‟kub Ak: 2009: 63). Pro dan kontra 

terhadap rancangan qanun hukum keluarga semakin kentara ketika 

pasal-pasal didalamnya, dianggap berbenturan dengan materi muatan 

peraturan perundang-undangan lainnya ditingkat nasional sehingga 

diperlukan alasan hukum  yang dapat ditelaah melalui kajian terhadap 

metode penalaran hukum Islam. 

Metode ijtihad dan atau konsep penalaran hukum mana yang 

akan diterima oleh pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif ketika 

mengadakan pembahasan rancangan qanun agar setiap pasal yang 

dibahas dan menjadi catatan dalam diseminasi qanun diterima oleh 

semua pihak dan tidak bertentangan antara satu pasal dengan pasal 

lainnya dalam rancangan qanun atau pertentangan antara pasal dalam 

qanun dengan pasal yang ada dalam peraturan perundang undangan 
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yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan tidak singkronnya rancangan qanun yang diajukan oleh 

eksekutif dengan legislatif (Al Yasa Abubakar: 2009). 

Di samping itu, legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 

mengalami  kesulitan dalam membentuk hukum Keluarga sebagai akibat 

kurangnya perhatian dan keahlian mereka untuk memperdalam 

pengetahuan tentang aturan hukum yang bersumber dari Al-Quran, 

Hadits, kandungan kitab-kitab fikih dan tatanan adat yang berkembang 

dalam masyarakat. 

Secara ideal sumber daya manusia berkualitas melekat dalam diri 

legislator Qanun dengan menguasai berbagai disiplin ilmu hukum Islam, 

ilmu perundang-undangan di Indonesia dan ilmu terkait lainnya sebagai 

pendukung proses legislasi (Hamzah Halim dan Syahrul Putera: 2015:vi). 

Hal ini bertujuan agar terbentuk peraturan perundang-undangan  

melalui proses legislasi yang memenuhi persyaratan-persyaratan formal 

yang ditetapkan begitu pula mekanisme pembentukannya. Dalam 

konteks ini, penguasaan metode penalaran hukum Islam pembentuk 

Qanun sangat diperlukan dalam mempertahankan otentisitas materi 

muatan hukum keluarga ketika berubah bentuk menjadi hukum positif 

di Aceh. 

Pembentuk hukum Keluarga berhadapan pula dengan masalah 

kesiapan menyusun program legislasi yang sesuai konteks keacehan 

dengan mengidentifikasi substansi hukum Keluarga mana yang 

memenuhi syarat menjadi peraturan perundang-undangan dan substansi 

hukum yang dapat diabaikan dengan mempertimbangkan eksistensi 

hukum Keluarga sebagai sub sistem hukum nasional. 

Di samping itu, pembentuk Qanun (Muqannin) harus 

memperhatikan keberlakuan Qanun dalam penyelenggaraan sistem dan 

politik hukum yang pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur 

hukum, dan budaya hukum untuk menjamin keberlakuan hukum 
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Keluarga di Aceh pasca pengesahannya. Hal ini terkait pula dengan 

posisi pembentuk Qanun di Aceh dalam tugas dan fungsinya sebagai 

pembentuk hukum atau sebagai penemu hukum dan  penerapan hukum. 

Hukum Keluarga. Materi hukum ditetapkan berdasarkan dalil yang qat’iy 

dan terdapat pula materi hukum ditetapkan berdasarkan dalil zanny. 

Bagaimana pembentuk Qanun memposisikan syari‟at, fikih, hukum 

positif dan adat dalam proses legislasi hukum Keluarga menjadi masalah 

tersendiri yang perlu ditemukan jawabannya sehingga ditemukan peran 

dan fungsi masing-masing mereka dalam proses Taqnin. 

Berdasarkan uraian problematis di atas, maka permasalahan 

legislasi hukum keluarga di Aceh merupakan proyek besar yang harus 

dikaji secara proporsional dan diharapkan menjadi model bagi 

penerapan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional. Kajian ini 

akan meminimalisir masalah utama legislasi Qanun dalam rangka 

penerapan syari‟at Islam di Aceh yang berhubungan dengan instrumen 

hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum. 

Proses legislasi dalam literatur Islam dengan istilah Taqnin yaitu 

proses legislasi substansi syari`at Islam melalui berbagai langkah, 

tahapan, kajian menurut situasi dan kondisi serta aturan hukum masa 

kini dalam menata dan mengatur masyarakat tertentu, atau kehidupan 

komunitas tertentu (al-Najjar, 2002). Upaya Taqnin hukum Keluarga Aceh 

merupakan proses pembentukan hukum dengan menggunakan 

penalaran tertentu agar proses pembentukan hukum memenuhi 

komponen pembentukan hukum yang terdiri dari personil pembentuk 

hukum, institusi pembentuknya dan bentuk hukum hasil bentukannya 

(Rasyidi, 2001). 

Berbagai permasalahan di atas tentunya diidentifikasi secara 

sistematis dalam rangka menghasilkan Qanun hukum Keluarga dapat 

diterapkan efektif dalam  tatanan hukum dan memenuhi persyaratan 

tatanan hukum Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya kajian serius 
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tentang proses legislasi hukum Keluarga melalui telaah metode 

penalaran hukum, bentuk-bentuk dan langkah-langkah Taqnin hukum 

Keluarga dalam konteks Aceh dan keindonesian. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Kajian penelitian terfokus pada bagaimana metode penalaran 

dalam pembentukan pasal-pasal dalam proses Taqnin hukum Keluarga 

Aceh. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dinyatakan bahwa 

legislasi hukum Keluarga (Ahwal al-Syakshiyah) di Aceh mempunyai 

payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka studi utama 

penelitian ini adalah bagaimana metode penalaran dalam proses legislasi 

Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) di Aceh. 

Pertanyaan penelitian pendukung dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan syari‟ah, fikih mazhab, dan adat dalam 

proses Taqnin hukum Keluarga di Aceh? 

2. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan qanun hukum 

Keluarga di Aceh dalam tata aturan hukum di Indonesia? 

Peneliti berusaha menganalisis data untuk merumuskan dan atau 

menemukan konsep penalaran dan landasan pembentukan Hukum 

Keluarga Aceh yang diharapkan menjadi  role model bagi metode 

penalaran dalam proses dan mekanisme legislasi hukum Keluarga di 

Indonesia 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Menguraikan secara sistematis proses dan mekanisme legislasi 

hukum Keluarga di Aceh dalam sistem hukum nasional. 

b. Untuk mengetahui kedudukan syari‟ah, fikih mazhab dan 

undang-undang terkait dalam proses Taqnin hukum Keluarga di 

Aceh. 
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c. Menprediksi peluang dan tantangan penerapan hukum Keluarga 

Aceh dalam pembangunan tata hukum di Indonesia. 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, secara teoritis hasil studi ini 

diharapkan menjadi salah satu konsep dan sumber rujukan bagi para 

akademisi dan praktisi hukum Islam dalam mengkaji konsep Taqnin 

hukum Keluarga di Aceh. 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

para pakar hukum Islam atau dapat digunakan oleh praktisi hukum 

Islam dan pihak berwenang membentuk Qanun atau lembaga yang 

terlibat dalam penyusunan rancangan Qanun hukum keluarga seperti 

Biro Hukum Pemerintah Daerah Aceh, Dinas Syari`at Islam, Majelis 

Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

(DPRA), Kementerian Hukum dan HAM serta stake holder lainnya. 
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BAB II 
KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI 

 

Pada bagian ini, peneliti menelaah bagaimana hubungan syari‟ah, 

fikih,  hukum positif dan Adat dengan proses Taqnin  hukum Keluarga di 

Aceh sebagai sub sistem hukum di Indonesia. Uraian dimulai dengan 

menjelaskan definisi syari‟ah, dan fikih. Istilah ini dijelaskan sebagai 

upaya menempatkannya dalam dinamika proses pembentukan hukum 

Keluarga di Aceh, sedangkan uraian Taqnin, dijelaskan tersendiri dan 

dihubungkan pula dengan   hukum  positif dan Adat. Uraian bab ini 

menjadi pedoman peneliti menganalisis sejumlah pasal Qanun Aceh 

Nomor 14 tentang Hukum Keluarga, berdasarkan syari‟at, internalisasi 

substansi fikih,  dan/atau mengakomodir hukum positif dan adat serta 

norma hukum lainnya.    

Uraian diawali dengan uraian pengertian dalam tinjauan  

kebahasaan, uraian beberapa definisi para pakar berdasarkan referensi 

yang peneliti gunakan dalam studi ini.  Bab ini merupakan upaya peneliti 

untuk memberikan jawaban konseptual  pertanyaan penelitian tentang 

bagaimana kedudukan syari‟ah, fikih dan hukum positif dalam proses 

Taqnin hukum Keluarga di Aceh. Uraian tentang hukum Adat akan 

dikemukakan pula dengan mempertimbangkan adanya hubungan antara 

proses Taqnin hukum Keluarga.   

 

A. Syari’ah dan Proses Taqnin 

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Syari’ah 

Berdasarkan kaidah kebahasaan kata syari’ah didefinisikan 

beragam. Beberapa pengertian bahasa dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

a. عالدواض  berarti jalan menuju tempat mencari sumber air. Bangsa 

Arab mengatakan sumber air dengan ungkapan syari’ah, jika 

sumber air yang dituju tersebut tersedia dalam volume yang 

memadai (Isma‟il 1989:17, Musa 1989:17, Sa‟ad, 1998:29).   
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b. الإبتداء  berarti memulai, beranjak dari suatu tempat, mulai 

mengerjakan sesuatu seperti ungkapan orang Arab,  شرع فى كذا أى
 :Allah berfirman, surat al-Maidah ayat 48 .ابتدأفيو

  .(48لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا...)الدائدة:  

Artinya: “Kami berikan aturan dan jalan yang terang..” (QS.Al-Maidah: 

48).  
c.الظهور والبيان والوضوح : nampak, terang dan jelas. Makna seperti ini dapat 

diamati melalui firman-Nya: 

  .(21أم لذم شرعوا لذم من الدّين ما لم يأذن بو الله )الشورى :

Artinya: “Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah 

yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan 

Allah?”. (QS. Al-Syura: 21).  Jadi makna syari‟at adalah sesuatu 

yang lebih terang dan jelas (Manzur tt:177).  

 

Beberapa definisi kebahasaan di atas menunjukkan adanya 

keberagaman makna syari’ah  dalam berbagai kamus bahasa Arab. Dalam 

kamus klasik kata syari’ah awalnya hanya bermakna  jalan yang dilalui 

menuju sumber air lalu menjadi ungkapan dengan makna yang berfariasi 

dan dijadikan istilah yang sesuai dengan pengertian yang dikemukakan 

dalam berbagai kitab-kitab fikih dan ushul fikih.  

Para pakar mendefinisikan pula pengertian syari’ah berdasarkan 

istilah ilmu pengetahuan dengan beragam definisi.  

a. Dalam Majmu’ al-Fatawa Ibn Taimiyyah (tt: 306) terdapat pula 

pengertian syari‟at yaitu: 
 الأمر  والنهي، والفرائض  لأنها طريق  إلى  الحق"."تطلق الشريعة  على 

Artinya: “Syari‟at mencakup perintah dan larangan, berbagai kewajiban 

sebagai jalan menuju kebenaran”. 

Definisi di atas,  menyebutkan syari‟at sebagai  perintah, 

larangan, dan berbagai kewajiban. Syari‟at sebagai sumber kebenaran 

dari Allah terhadap hamba-Nya.  

b. Al-„Alai (al-Syarif, 1999:112) mendefinisikan syari‟at yaitu: 

"ما سن الله تعالى لعباده من الدين، أي الأحكام الشرعية الدختلفة، سميت ىذه الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها بمورد الداء، لأن 
 والعقول، كما أن مورد الداء بو حياة الأبدان".بها حياة النفوس 
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Artinya: “Apa saja yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya sebagai 

ajaran Agama seperti ketentuan hukum syari‟at yang beragam. 

Ketentuan hukum ini disebut syari‟at karena menuju jalan yang 

lurus dan serupa dengan sumber air. Syari‟at menghidupkan 

jiwa dan akal sebagaimana sumber air yang dapat 

menghidupkan tubuh”.  

 

Definisi ini mengidentikkan syari‟at dengan makna al-Din 

(agama) dengan menjelaskan urgensi syari‟at yang dapat 

menghidupakan jiwa manusia sesuai dengan fitrahnya dan memberikan 

kepuasan intelektual dengan adanya pengetahuan dan penguasaan yang 

baik terhadap syari‟at.  

   

c.Mustafa al-Zarqa menjelaskan definisi syari‟at yaitu: 

 ."لرموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق أىدافو الإصلاحية 

Artinya: ”Kumpulan perintah, hukum yang berhubungan dengan 

keyakinan, hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang 

diwajibkan oleh Islam untuk diterapkan dalam rangka 

terwujudnya kemaslahatan masyarakat”  . 

 

Al-Zarqa memberi fokus penjelasannya pada tujuan syari‟at Islam 

demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat 

terwujud apabila mempraktekkan syari‟at dalam kehidupannya. 

Penerapan syari‟at menjadi sangat urgen demi terwujudnya kebebasan 

berpikir rasional manusia dengan berdasarkan akidah dan keimanan 

kepada Allah. Syari‟at memberikan petunjuk kepada manusia baik dalam 

kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai komunitas masyarakat 

tertentu.  

 Muhammad Sa‟ad (1998: 31) mendefinisikan syari‟at Islam yaitu: 

 .الشريعة الإسلامية : ما سن الله تعالى لعباده من الأحكام  عن طريق نبينا لزمد صل الله عليو وسلم وجعلها خاتمة لرسالاتو

 Artinya: Al-Syari‟ah al-Islamiyyah: Setiap ketentuan hukum yang Allah 

tetapkan kepada hambaNya melalui Nabi (kita) Muhammad 

SAW, menjadi penutup ajaranNya.   
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Pengertian al-Syari’ah al-Islamiyyah di atas secara khusus ditujukan 

kepada ketentuan hukum Allah yang diturunkan melalui perantaraan 

Nabi Muhammad SAW, dan ketentuan hukum ini menjadi hukum Allah 

terakhir yang bersumber dari wahyu. Definisi ini mengindikasikan relasi 

kuat dan erat terkait ketentuan yang diemban oleh Nabi Muhammad 

beserta apa yang terungkap dari perkataan, perilaku dan sikap Nabi 

Muhammad sebagai pembawa Risalah Allah SWT.    

Berdasarkan definisi di atas, maka syari‟at identik dengan syara’ 

(al-Syar’) dan agama Islam (al-Din) (tahanawi, 1966:759). 

Syari‟at dalam arti sempit merujuk kepada aspek praktis 

(’amaliyah) dari syari‟ah  dalam arti luas, yaitu aspek yang berupa 

kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkrit 

manusia. Syari‟ah dalam arti sempit inilah yang lazimnya diidentikkan 

dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Oleh karena itu jika ditemukan 

ungkapan hukum Islam, maka maknanya sama dengan fikih. 

Berbagai definisi dan uraian di atas, menggambarkan bahwa 

ungkapan syari‟at, mencakup berbagai peraturan hukum, dan atau  

peraturan perundang-undangan, termaktub dalam al-Quran dan hadith 

yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk 

di dalamnya hukum Keluarga (Keluarga). Syari‟at menetapkan ketentuan 

Jarimah dan „Uqubat tertentu berdasarkan prinsip dan karakteristik 

tersendiri karena sumbernya adalah Wahyu dan Sabda Rasul (Tahanawi, 

1966:759).   

 Syari‟at, memiliki perbedaan signifikan dengan fikih (Aboe El 

Fadl,, Yasin, 2004:149, Nyazee, 2003:24), yaitu; pertama, syari‟at sebagai 

ketentuan Allah (termasuk ketentuan Keluarga), tidak dapat berubah 

karena ketentuan ini ditetapkan berdasarkan wahyu  melalui perantaraan 

Rasul, baik yang terkandung dalam al-Quran maupun al-Sunnah. 

Sedangkan fikih mengandung sejumlah ketentuan yang bersumber dari 

al-Quran dan al-Sunnah, namun terdapat ketentuan yang ditetapkan 

berdasarkan pemikiran dan ijtihad. Syari‟at tidak pernah keliru, 

sementara ketentuan fikih mungkin saja keliru sebagai konsekwensi 

ragam pemikiran ulama fikih, dan pemikiran ulama fikih bukanlah 

syari‟at akan tetapi pemahaman terhadap teks-teks syari‟at.  
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 Kedua, ketentuan syari‟at sempurna, umum dan kekal yang 

mengandung kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum yang menjadi 

pedoman penetapan hukum, berbeda halnya dengan fikih sebagai hasil 

produk pemikiran mujtahid dari teks-teks syari‟at, adakalanya dapat 

menyelesaikan problema masyarakat tertentu pada zaman tertentu pula, 

namum belum tentu sesuai untuk menyelesaikan problema masyarakat 

pada zaman dan tempat lainnya. 

 Ketiga, ketentuan syari‟at sebagai ketentuan yang wajib diikuti 

oleh seluruh ummat Islam, namun ketentuan fikih hasil pemikiran ulama 

tidak wajib diikuti oleh ulama lainnya, bahkan tidak wajib diikuti oleh 

pengikut ulama tertentu, karena adanya pemikiran ulama fikih lain yang 

lebih benar dan tepat untuk diikuti.   

 Berdasarkan perbedaan syari‟at dengan fikih ini, maka peneliti 

mengelaborasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum 

Keluarga agar teridentifikasi setiap pasal hasil produk legislasi hukum 

Keluarga Aceh berdasarkan sumber syari‟at atau berdasarkan ketentuan 

fikih ulama mazhab atau ketentuan fikih berdasarkan hasil pemikiran 

Tim Ahli dalam proses pembentukan Qanun ataupun berdasarkan 

hukum positif di Indonesia  dan Adat Aceh terkait Keluarga tertentu. 

Dengan demikian, peneliti membatasi pengertian syari‟at dalam 

penelitian ini dalam upaya pemetaan sejumlah pasal produk legislasi 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu ketentuan hukum Keluarga terkait 

Jarimah dan „Uqubat yang ditetapkan berdasarkan al-Quran dan hadith 

yang dijadikan sumber dan pedoman dalam pembentukan hukum di 

Aceh. 

  

2. Kedudukan Syari’ah dalam Proses Taqnin 

Beberapa referensi yang peneliti telusuri tentang korelasi syariat 

dengan Taqnin menyebutkan ungkapan Taqnin Ahkam al-Syariah al-

Islamiyah, Taqnin al-Syari’ah  dan Taqnin al-Syari’ah al-islamiyah (Yahya 

Muhammad, 2001-2002, Abdullah, 1979. Ungkapan Taqnin al-Fiqh al-

Islamy, juga ditemukan dalam beberapa referensi lainnya (Zaki, 1986). 

Beberapa ragam ungkapan di atas mengindikasikan adanya 

dinamika pemikiran ulama dalam menempatkan posisi syari‟at dan fikih 
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dalam proses Taqnin. Namun dari beberapa argumen tersebut dapat 

dipahami berdasarkan tujuan syariat atau fokus perhatian syariat sebagai 

sumber utama materi muatan dalam meluruskan penyelewengan sebuah 

masyarakat dan memperbaiki kerusakan, bukan mendukung kelemahan 

dan penyelewengan yang dilakukan masyarakat lalu dilegalkan dengan 

perangkat hukum dan perundang-undangan. Syariat hanya mengakui 

kesepakatan masyarakat yang maslahat dan baik (Qardhawi, 1997:113).  

Namun, kesepakatan masyarakat wajib disesuaikan dengan al-

Hujaj asl-Syari’yyah (dalil-dalil syariat), ketika hendak ditetapkan menjadi 

ketentuan hukum. Hasan Hanafi menyatakan, perlunya berpedoman 

kepada empat macam dalil dalam istimba t yaitu al-Kitab, khabar al-Rasul, 

al-Mutawatir, dan al-Ijma serta Qiyas. Sumbernya dari sepihak saja yaitu 

berita dari Rasul, al-Kitab yang diwahyukan kepadanya. Sunnah yang 

diriwayatkan dari Rasul, Ijma‟ diakui oleh Nash dan otensitas Sunnah 

ditentukan oleh kejujuran pembawanya dan terhindar dari dusta 

(Hanafy, 2005:100). Syari‟at menjadi pedoman utama dalam proses 

Taqnin  dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat muslim. 

Oleh karena itu secara skematis menurut Jazuni (2005:16) 

hubungan syariat dengan proses Taqnin dan atau  legislasi adalah sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Syari‟at sebagai tata aturan kehidupan yang bersumber dari al-

Quran dan hadits tertuju kepada muslim. Dalam proses legislasi, muslim 

memperjuangkan substansi syari‟at agar dimasukkan dalam undang-

Syari‟ah 

Muslim Negara 

Proses Legislasi 

Produk 
Legislasi 
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undang melalui mekanisme proses legislasi sebagai bagian dari proses 

pembentukan hukum positif dalam negara demokrasi Indonesia. Produk 

legislasi adalah undang-undang yang berlaku bagi muslim sebagai 

siyasah syar’iyyah. Kewajiban penegakan syari‟at dalam lingkup Negara 

merupakan perintah Allah dan RasulNya sebagai amanah yang diemban 

oleh setiap muslim (Taymiyah, 2005:11-12). Proses penetapan Qanun 

Aceh tentunya harus harmonis dengan muatan materi syari‟at.   

 

B. Fikih dan Proses Taqnin 

1. Pengertian, Karakteristik dan Perbedaan Fikih dengan Syari’ah 

 

Kata الفقو berasal dari kata arab berarti mengerti, tahu atau paham 

dan berilmu. Imam al-Ghazali mendefinisikan ungkapan fikih dengan 

makna al-‘Ilmu wa al-Fahmu fi ashli wadh’i  (berilmu dan memahami 

sesuatu dari asal usul penetapannya).  

Al-Asfahani (tt:94) memaknai kata fikih dengan ungkapannya: 

 و"أعماق  إلى  والوصول الشيئ   باطن  معرفة  "الفقو

Artinya: “pengetahuan secara mendetail dan mendalam terhadap 

sesuatu”. 

 Definisi kebahasaan di atas mengindikasikan kriteria seseorang 

yang telah memahami sesuatu secara mendetail dan mendalam dapat 

menggunakan kata faqih untuk mengekspresikan keahlian seseorang 

dalam bidang ilmunya. Seorang profesional dalam bidang ilmunya layak 

pula diungkapkan dengan kata tersebut. 

 Fikih dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tentang 

hukum syara‟ yang telah ditetapkan terkait dengan perbuatan mukallaf, 

seperti wajib, haram, sunat, mubah, dan makruh (Ghazali tt:4).  

 Hal ini sesuai dengan misi kerasulan untuk menjelaskan halal 

haram yang tidak hanya dapat dipahami dengan akal semata namun 

memerlukan ketetapan dari wahyu Allah  dan sabda Rasul-Nya. 

 الفقو العلم بأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . . . وىو علم مستنبط بالرأي والإجتهاد، ويحتاج فيو إلى النظر والتأمل. .
 . الخ"."العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية"

Fikih adalah studi yang mengkaji norma-norma syari‟ah dalam 

kaitannya dengan tingkah laku konkrit manusia dalam berbagai dimensi 



16) Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020 

hubungannya. Fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan 

norma-norma atau hukum-hukum syara’ yang mengatur tingkah laku 

manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu 

ditetapkan langsung di dalam al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Saw.  

Hasil ijtihad, yaitu interprestasi dan penjabaran oleh para ahli 

hukum Islam (fuqaha‟) terhadap kedua sumber tadi. Contoh hukum yang 

ditetapkan langsung dalam al-Qur‟an atau hadith adalah hukum 

haramnya transaksi riba (QS. 2: 275), kewajiban memenuhi perjanjian (QS. 

5: 11) (Syahrur,, Syamsuddin dan Burhanuddin, 2004:1978-179).  

Perbuatan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan 

Sunnah Nabi Saw, tetapi merupakan hasil ijtihad para ahli fikih dengan 

mempertimbangkan kedua sumber tadi adalah kewajiban mencatatkan 

nikah, ketentuan menjatuhkan talaq di muka sidang pengadilan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, istilah fikih dalam 

penelitian ini secara khusus diartikan dengan setiap ketentuan syariat 

yang telah diinterpretasi dan dijabarkan oleh ulama fikih mazhab 

terhadap hukum Keluarga (Keluarga) yang termaktub dalam al-Quran 

dan hadits. Produk fikih dapat berbentuk fatwa, qaul qada, qanun, siyasah 

syar’iyyah (Lubis, Jurnal Studia Islamika, 3, 2003). Dengan demikian 

qanun Aceh dapat dinyatakan sebagai salah satu produk fikih. 

Pembatasan peneliti terhadap pengertian fikih  dalam penelitian 

ini dalam upaya pemetaan sejumlah pasal produk legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh yang mencakup ketentuan hukum Keluarga 

terkait Jarimah dan „Uqubat yang ditetapkan berdasarkan pemahaman 

ulama fikih mazhab yang termaktub dalam al-Quran dan hadith yang 

dijadikan sumber muatan materi hukum dalam pembentukan hukum di 

Aceh. 

Dengan demikian, jika dalam penelitian ini ditemukan istilah 

fikih, maka pengertian di atas hendaknya dipedomani sehingga tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan kata dimaksud. Sementara 

Qanun sebagai salah satu bagian dari fikih yang telah diundangkan 

dalam Lembaran Daerah Aceh menjadi hukum positif. 

2. Kedudukan Fikih dalam Taqnin 
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Taqnin sebagai kegiatan penyusunan dan penulisan fikih menjadi 

hukum positif, membutuhkan bahan baku dalam menentukan materi 

mana yang akan dijadikan sebagai materi muatan hukum positif. 

Berdasarkan argumen ini, maka para ulama menempatkan fikih menjadi 

salah satu sumber utama materi muatan dalam proses Taqnin. Namun 

karena fikih berhadapan dengan kompleksitas kehidupan modern, maka 

diperlukan paradigma baru dalam penyusunan fikih yang akan menjadi 

materi Taqnin seperti adanya pemikiran untuk meminimalisir pengaruh 

Fikih Mazhab dalam proses dimaksud (Muhammad, tt:32-33). Oleh 

karena itu, para ulama mengemukakan beragam langkah dalam upaya 

menjadikan materi muatan fikih menjadi hukum positif.  

Amir bin Isa al-Lahawy (tt:48), mengusulkan langkah Taqnin 

dengan menyatukan berbagai mazhab fikih, memilah dan memilih 

pendapat yang paling kuat dari berbagaai mazhab, agar penyusunan 

fikih menjadi hukum positif merepresentasikan seluruh pendapat 

mazhab. 

Tim ahli penulisan fikih mazhab Hambaly menjadi hukum positif 

menyebutkan langkah sebagai berikut: 

a. Menuliskan berbagai pendapat fikih mazhab yang dianut oleh 

setiap penduduk negeri, dimulai dengan penyusunan fikih 

mazhab Hanafy, Syafi‟i, Maliky dan Hambaly. Penyusunan 

setiap pendapat fikih mazhab harus berpedoman kepada 

pendapat yang paling kuat dengan mempertimbangkan 

berbagai pendapaat lainnya, lalu ditetapkan pendapat mana 

yang paling sesuai untuk dipilih menjadi hukum positif. 

b. Setelah penulisan pendapat yang terkuat dalam berbagai 

mazhab, maka disusunlah qanun terpilih diantara pendapat 

mazhab secara keseluruhan. Tim penyusun Qanun dapat 

menyesuaikan substansi qanun dengan lingkungan dimana 

qanun tersebut hendak diterapkan (Muhammad Bakr, et al., 

1972:9). 

Muhammad Zaki „Abdir Bar (1986:21-25), mengusulkan pula lima 

langkah penulisan fikih yaitu: 
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a. Pembagian dan pemilihan materi qanun mana yang bersumber 

dari syari‟at, „urf/ adat atau hasil keputasan peradilan. 

Berikutnya, pemilahan qanun menjadi qanun mu‟amalah, qanun 

hukum acara dan sebagainya.  

b. Kompilasi kaidah-kaidah qanun khusus pada setiap bidangnya 

menjadi bab, tertib aturan agar terhindar dari kontradiksi antara 

satu dengan lainnya. 

c.Penetapan pembahasan materi qanun oleh pihak yang memiliki 

kewenangan untuk mengesahkan qanun sehingga menjadi 

pedoman masyarakat dan para penegak hukum bagi setiap 

orang, keadaan dan wilayah. 

Beberapa langkah penulisan fikih menjadi hukum positif di atas, 

tentunya harus dipertimbangkan oleh penyusun qanun hukum Keluarga 

di Aceh agar produk hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan Al-

Quran dan hadits.   

  Langkah penulisan fikih yang lebih rinci dari konteks Aceh 

dikemukakan oleh Al Yasa Abubakar (2013:151-153). Ia merumuskan 

prinsip dan asas penalaran tersebut menjadi sebelas buah sebagai berikut:  

a. Ada pembedaan yang jelas dan tegas antara nash (syari`ah) yang 

bersifat mutlaq dengan  hasil ijtihad (fikih) bersifat nisbi; atau 

antara dalil dengan hasil penalaran;  

b. Ada nash yang qath`i dan ada  nash yang zhanni;  

c.Adanya keterkaitan yang erat antara ketentuan agama dan moral 

dengan hukum;  

d. Semua orang (laki-laki dan perempuan) sama di depan  hukum 

(perhatikan kesamaan dan perbedaan antara muslim dengan 

non muslim di depan hukum);  

e. Perubahan (perbedaan) hukum diakui (dapat dan akan terjadi) 

karena perubahan (perbedaan) waktu, tempat, lingkungan, 

budaya, serta kemampuan dan bahkan kecenderungan si 

mujtahid (syari`at mempertahankan adat yang baik dan 

mengubah adat yang buruk; dalam hubungan ini perlu 

ditambahkan bahwa adat (hukum) yang baik yang ada pada 

sesuatu masyarakat diterima oleh Al-qur‟an dan tidak perlu 
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diubah, sedang yang buruk harus diubah dan disesuaikan 

dengan tuntunan Al-qur‟an. Prinsip yang terakhir ini 

memungkinkan kelahiran fikih dengan sistem yang berbeda-

beda, mengikuti sistem yang sudah ada di berbagai masyarakat. 

f.   Prinsip utama penyusunan materi hukum (hukum asal)  pada 

ibadah adalah terlarang dan al-tanawwu`, hukum asal pada 

mu`amalah  adalah ibahah dan maslahat, hukum asal pada 

munakahat adalah ihtiyath dan menjaga nasab, sedang hukum 

asal pada Keluarga adalah menghindari syubhat, pemenuhan 

rasa keadilan, dan perlindungan korban;  

g. Ada pembedaan amal (ibadat) kepada sunnah dan bid`ah 

Rasulullah serta sunnah dan bid`ah ijtihadiah;  

h. Perlu perhatian pada keseimbangan antara fikih untuk 

kebutuhan individual (penekanan pada Hukum Taklifi serta 

pahala dan dosa) dengan fikih untuk kebutuhan masyarakat dan 

pengadilan/pemerintahan (penekanan pada hukum wadh`i dan 

siyasah syar`iyah serta hukuman duniawiah);  

i.   Pertimbangan menolak kemudaratan diutamakan atas 

pertimbangan mendatangkan kemaslahatan (dar’u-l mafasid 

muqaddam-un `ala jalbi-l mashalih).  

j.   Semua perintah Allah (ketentuan hukum sebagai hasil ijtihad 

atau istinbath) harus mengandung kemaslahatan untuk 

manusia.  

k. Adat (hukum) yang baik yang ada pada sesuatu masyarakat 

dapat diterima oleh Al-qur‟an dan tidak perlu diubah, sedang 

yang buruk harus diubah dan disesuaikan dengan tuntunan Al-

qur‟an (prinsip yang terakhir ini memungkinkan kelahiran fikih 

dengan sistem yang berbeda-beda, mengikuti sistem yang sudah 

ada di berbagai masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pembentukan fikih di era 

modern menjadi penting sebagai cerminan negara hukum berdasarkan 

konstitusi.  Konstitusi memberikan peran kepada lembaga negara untuk 

membentuk hukum menyebabkan pergeseran tata cara pembentukan 
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fikih dari pemikiran individual menjadi pemikiran kolektif dan bahkan 

konsensus politik antar lembaga pemerintahan melalui proses Taqnin. 

 

C. Proses dan Metode Taqnin 

1. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Taqnin 

    Dalam berbagai kamus klasik kata Taqnin (تقنين) didefinisikan 

berbeda dengan definisi yang terdapat dalam kamus modern. Hal ini 

disebabkan oleh pergeseran makna kata sesuai kontesknya. Kata تقنين 
berasal dari fi’il thulasi mazid (kata kerja lebih dari tiga huruf) yaituقنن 
(Ilyas, 1952:566). Berikut ini penulis mengemukakan beberapa definisi 
semantik dari kata Taqnin. 

 Riwayat yang bersumber dari Ibnu al-„Arabi mendefinisikan تقنين 
dengan ungkapan الضرب بالقنين وىو الطنبور artinya menabuh beduk (Abi Fad, 

tt:450). Ibnu Sa‟idah mengutarakan istilah al-Qawanin kata plural dari al-
Qanun artinya al-Usul (asal sesuatu). Dalam kitab al-Nihayah kata Taqnin 
adalah pukulan musik Tambur bangsa Rumawi (Jaziry, tt:116). Al-Qannu 
yaitu al-‘Abdu.  

Beberapa arti kosa kata Taqnin di atas, tidak menggambarkan arti 
kosa kata Taqnin  dalam pengertian modern.  Para Fuqaha menyebutkan 
istilah Taqnin sebagai ungkapan kegiatan resmi melalui institusi Negara 
yang dilaksanakan pakar  Syari‟at dalam bidang tertentu (Mabruk, 

2002:110). Kata تقنين  didefinisikan dengan ungkapan قنن  dengan 

pengertian: وضع القوانين فى مادة (penyusunan qanun-qanun dalam suatu 

kesatuan). (Baca dalam Al-Mu‟jam al-Wajiz: 918. Al-Mu‟jam al-Wasit: 
763) Definisi ini mendekati arti Taqnin dalam pengertian modern. 

Dalam perkembangan selanjutnya kata qanun dipakai untuk 

sebutan sebuah peraturan perundang-undangan (al-Qa'idah), makna 

terakhir itulah yang lebih luas dipakai sampai sekarang, bahkan di Eropa 

istilah canon dipakai untuk sebutan bagi peraturan-peraturan gereja (al-

Syari'ah al-Kanisiyyah) (Walid tt:102). Dengan demikian, sebagian para 

ahli menyamakan makna taqnin dengan tadwin, sebab sama-sama 

bertujuan untuk menetapkan hukum-hukum agama agar dapat 

diterapkan di tengah-tengah masyarakat (Abu Zayd, 1982:1994-1995).  

Berdasarkan arti kosa kata di atas, para pakar mendefinisikan 

Taqnin menurut istilah dengan berbagai macam ungkapan. Beberapa 

definisi pakar dapat dikemukakan berikut ini: 
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Muhammad Ahmad Siraj (1998:258), mendefinisikan Taqnin yaitu: 

حكام الشرعية ىو "وضع  أحكام  الشريعة فى نصو  مرتبة على ىيةة مواد فى أبواب متاانسة مقسمة الدقصود بتقنين الأ 
 تقسيمامنطقيا ييسر الرجوع إلى ما يراد منها، على أن تلزم الدولة أو ولي الأمر بلاحتكام إليها في التعامل والقضاء.

 

Artinya: “Penyusunan hukum-hukum syari‟at dalam naskah sistematis 

dalam bidang tertentu berdasarkan bab-bab tertentu 

berdasarkan jenis-jenisnya secara logis yang mudah untuk 

dipedomani, pemerintah atau eksekutif berpedoman 

kepadanya dalam pelaksanaan aturan peradilan”. 

Wahbah Zuhaily (1987:26) menjelaskan definisi Taqnin yaitu: 

"صياغة أحكام الشريعة فى الدعاملات وغيرىا، من عقود ونظريات ممهدة لذا جامعة لإطارىا فى صورة مواد قانونية، يسهل االرجوع 
 إليها".

Artinya: “Penetapam ketentuan hukum syara‟ dalam bidang mu‟amalah 

dan bidang lainnya seperti perikatan, dan teori-teori terbatas 

dengan cakupannya dalam bentuk materi qanun yang mudah 

untuk dipedomani”. 

 

Wahbah (1985:27) mendefinisikan Taqnin pada karyanya yang lain 

yaitu: 

تقاضى "صياغتو فى مواد  مبسطة تيستًا لرجوع القضاء إليو توحيدا لأحكام القضاء، وتسهيلا لأمر الدتقاضيين بمعرفة الحكم الذي ي
 على أساسو".

Artinya: “Penetapan hukum dalam bentuk materi sederhana mudah 

dipedomani oleh peradilan guna keseragaman proses 

peradilan, dan mudah dipedomanii oleh para pihak yang 

bersengketa guna mengetahui ketentuan hukum”. 

Definisi pertama dari Wahbah Zuhaily menggambarkan bahwa 

Taqnin sebagai proses penyusunan hukum dalam bidang mu’amalah 

dalam sejumlah materi Qanun yang bertujuan memberikan kemudahan 

bagi para penegak hukum untuk mempedomaninya dalam proses 

pengadilan. Namum definisi ini tidak menyatakan sepesifikasi syari‟at 

Islam.  

 Definisi kedua menjelaskan tiga tujuan proses Taqnin yaitu 

menberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara berpedoman 

kepada produk Taqnin dalam proses pengadilan, penyatuan hukum para 
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hakim, dan memberikan kemudahan para pihak yang bersengketa 

tentang konsekwensi hukum dari perbuatan mereka masing-masing. 

 Tariq al-Basyri (1966:15) mendefinisikan pula Taqnin yaitu: 

 ىو  تجميع الأحكام، وتصنيفها، وترتيبها بتبويب منطقي علمى على ىيةة مواد متتابعة".

Artinya: “Pengumpulan hukum-hukum, klasifikasi, sistematisasi dalam 

bentuk bab-bab, logis ilmiah dalam bentuk materi yang saling 

berhubungan”. 

Definisi di atas dirumuskan berdasarkan proses Taqnin Majallat al-

Ahkam al-‘Adliyah yang menganut mazhab Hanafi. 

„Abdullah al-Dar‟an mendefinisikan Taqnin yaitu: 
"تجميع الأحكام  الفقهية الخاصة بفرع من فروع الفقو بعد صياغتها فى مواد لرردة من أقوال الفقهاء وأدلتم، وتوجيهاتهم، وقصر 

 الدادة على الحكم الفقهى الدراد تطبيقو"

Artinya: “penyusunan hukum fikih tertentu sesuai cabang ilmu fikih 

setelah melalui proses klasifikasi pendapat para ulama fikih 

beserta dalil, dan arah pemikiran mereka dan 

menyederhanakan materi hukum fikih yang hendak 

diterapkan” (Abdullah, tt:214)  

Definisi di atas, meskipun cukup sederhana dan mudah 

dipahami, namum mengabaikan pernyataan bahwa produk Taqnin wajib 

diterapkan. Disamping itu, definisi ini mengandung pengulangan 

kalimat al-Hukm al-fiqh. 

 Yusuf al-Qaradawy (tt:297) menyebutkan definisi Taqnin sebagai 

berikut: 

التقنين ىو : أن تصاع الأحكام فى صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة على غرار القوانين الحديثة، من مدنية وجنائية وإدارية . . .  
 وذلك لتكون مرجعا سهلا لزددا، يمكن بيسر أن يتقيد بو القضاء، ويرجع إليو المحامون، ويتعامل على أساسو الدواطنون".

Artinya: Penyusunan hukum-hukum dalam kumpulan materi qanun 

secara sistematis numerik sesuai dengan qanun-qanun 

kontemporer, dalam bidang perdata, Keluarga dan tata usaha. Ia 

menjadi rujukan mudah dan terbatas, pedoman para hakim dan 

jaksa serta masyarakat berperkara. 

Menurut Al-„Asyqar (1982:187) Taqnin adalah: 

"تجميع القواعد القانونية الدتعلقة بفرع من فروع القانون فى شكل كتاب أو مدونة أو لرموعة واحدة، وذلك بعد مراجعة ىذه 
 القواعد وتنسيقها، ورفع التناقض منها، وتبويبها بحسب الدوضوعات التى تنظمها، حتى تظهر فى شكل مواد".
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Artinya: “pengumpulan kaidah-kaidah qanun yang berhubungan dengan 

jenis qanun tertentu dalam bentuk kitab undang-undang atau 

kodifikasi dan unifikasi melalui seleksi berbagai kaidah dan 

merumuskannya, menghilangkan berbagai kontradiksi, 

menyusun bab-bab sesuai tema sehingga menjadi satu 

kesatuan materi hokum”. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, Yahya Muhammad Iwad 

al-Khulailah, mendefinisikan Taqnin yaitu: 

صياغة أحكام الشريعة الإسلامية، القابلة للتقنين، من قبل أىل الخبرة والاختصا ، فى صورة مواد متاانسة ، قابلة للتطبيق "
 والتنفيذ، بصورة ملزمة من الحاكم، يسهل الرجوع إليها".

Artinya: “Penyusunan hukum syari‟at Islam yang layak untuk qanunkan 

oleh para pakar yang telah berpengalaman dan ahli dalam 

bidangnya dalam bentuk materi hukum sejenis yang dapat 

diterapkan dan bersifat memaksa, memberikan kemudahan 

bagi hakim berpedoman kepadanya”.    

„Abd al-Rahman al-Qasim (1977:73) mendefinisikan Taqnin yaitu: 

penyusunan hukum-hukum Islam ke dalam bentuk kitab undang-

undang yang disusun secara rapi, praktis dan sistematis, selanjutnya 

ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala Negara, sehingga 

ia bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan serta dipatuhi oleh setiap 

warga Negara. Mematuhi dan melaksanakan undang-undang tersebut 

termasuk bagian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Dari uraian di atas dapat dipahami urgensi program sebagai 

berikut: 

 Pertama, Taqnin sebagai langkah strategis dalam upaya penyatuan 

umat Islam untuk memahami hukum secara lebih sederhana dalam 

sistem hukum modern dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat 

dipedomani terutama ketentuan hukum dalam Islam baik perintah dan 

larangan serta memberi kemudahan rujukan hukum bagi masyarakat 

muslim yang belum mampu mengkaji kitab fikih berbahasa Arab. 

Apabila umat Islam memiliki visi yang sama dalam memahami hukum 

akan mendorong bersatunya pandangan terhadap syari‟at Islam.   

 Kedua, program Taqnin akan menghilangkan umat Islam dari 

kekosongan hukum dan kontradiksi antar konsep hukum adopsi dari 
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luar ajaran Islam yang tidak layak diterapkan terhadap komunitas umat 

Islam karena hanya berdasarkan pemikiran pakar semata. Kondisi 

hukum yang berlaku di kalangan umat Islam membutuhkan perubahan, 

sehingga program Taqnin akan menuju pada perubahan hukum yang 

materi muatannya merupakan peninggalan kolonial yang dipaksakan 

untuk diberlakukan terhadap ummat Islam. Ummat Islam tentunya harus 

diatur berdasarkan hukum syari‟at Islam yang akan diproduksi melalui 

proses taqnin. 

 Ketiga, program Taqnin akan menjadi the agent of change bagi 

ummat Islam untuk menjadi masyarakat yang aman dan sejahtera serta 

memperkokoh hubungan emosional antar umat Islam dari berbagai latar 

belakang suku dan bangsa yang berbeda. Program Taqnin menciptakan 

kesadaran umat Islam tentang hak dan tanggung jawabnya selaku 

individu  dan dalam komunitas masyarakat. Pakar hukum menyatakan 

bahwa kegiatan Taqnin menjadi pilar utama tegaknya kehidupan hukum 

dalam masyarakat. Ummat Islam yang diatur dengan syari‟at akan 

menyadari bagaimana mereka harus hidup berdasarkan syariat Islam 

menuju peradaban yang diridhai oleh Allah Swt. 

 Berdasarkan uraian di atas, pengertian Taqnin dalam penelitian 

ini, adalah legislasi itu sendiri, sesuai dengan uraian peneliti pada bab 

sebelumnya yang menjelaskan pengertian legislasi. Taqnin adalah proses 

penulisan hukum Keluarga (hukum) yang dilaksanakan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh bersama Tim Ahli perancang Qanun yang 

dibentuk dalam proses penyusunan Qanun dimaksud sehingga menjadi 

bab, pasal dan ayat berdasarkan al-Quran dan Sunnah, pendapat ulama 

fikih, hukum dan hukum positif.  

Namun jika materi muatan Jarimah dan Uqubat dalam Qanun 

Nomor 14 Tahun 2019 tidak ditemukan sumber dan dasar muatan 

materinya dalam al-Quran dan hadith, pendapat ulama fikih mazhab, 

tidak termaktub pula dalam hukum Positif, maka Pasal-Pasal tersebut 

dikategorikan sebagai hasil ijtihad Perancang Qanun. Ulama fikih di 

Aceh sebagai Perancang Qanun dimaksud telah melakukan integrasi 

sejumlah materi muatan hukum Keluarga. Oleh karena itu, jika 

ditemukan sejumlah Pasal yang murni produk Tim Perancang Qanun 
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telah melakukan Ijtihad Kolektif yang melahirkan sejumlah Pasal 

Keluarga mazhab fikih Ulama Aceh.  

 

2. Sejarah Gerakan Taqnin di Dunia Islam 

Para sejarawan menguraikan perkembangan fikih dengan 

menggunakan term yang berbeda, di antaranya tarikh tasyri’ al-Islamy 

(Khallaf, 1990:8), dan tarikh al-fiqh al-Islamy. Berdasarkan ungkapan ini, 

uraian sejarah hukum Islam dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 

eksplorasi terhadap sejarah pembentukan hukum Keluarga Islam (tarikh 

tasyri’ al-Jina’i al-Islamy), karena fokus studi penelitian ini relatif lebih 

sepadan dengan sejarah legislasi hukum Islam (Basri, 2004:78-118). 

Namun, pengungkapan sejarah legislasi hukum Keluarga Islam lebih 

diutamakan sesuai dengan perkembangan dan penerapannya dalam 

kehidupan kaum muslimim, sehingga kajian tarikh tasyri’ dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada sejarah pembentukan hukum 

Keluarga Islam melalui institusi negara.  

Namun terdapat perbedaan penggunaan ungkapan tasyri’ dalam 

konteks syari‟at dalam ungkapan tasyri’ dalam konteks taqnin. Tasyri’ 

dalam konteks syari‟at didefinisikan sebagai hukum hukum yang Allah 

tetapkan kepada hamba-Nya melalui sabda Rasul atau penetapan hukum 

melalui istinbat terhadap al-Qur‟an dan Hadith. Sementara tasyri’ dalam 

konteks taqnin adalah penetapan kaidah-kaidah hukum melalui lembaga 

legislatif atau lembaga pembentuk hukum (Thalib, 1990:218). 

Oleh karena itu, proses Taqnin menghasilkan qanun adalah 

transformasi asas dan kaidah hukum Islam ke dalam peraturan 

perundang-undangan. Transformasi ini menjadikan hukum Islam 

memiliki daya atur, daya ikat, dan daya paksa termasuk juga hukum 

Keluarga (Asmawi tt:2011). 

Dengan demikian proses Taqnin adalah upaya melahirkan dan 

menetapkan hukum Islam yang memuat ketiga daya tersebut untuk 

menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan standarisasi hukum. 

Namum kajian dibatasi pula pada aspek hukum Keluarga (Keluarga) 

Islam sesuai fokus utama penelitian ini tentang bagaimana proses dan 



26) Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020 

mekanisme legislasi hukum Keluarga di Aceh dalam sistem hukum 

Nasional.  

Apabila pendapat ini diterima sebagai dasar untuk menguraikan 

sejarah legislasi hukum Islam maka, maka upaya Taqnin bukanlah 

sesuatu yang betul-betul baru sebagaimana pendapat kalangan tertentu. 

Upaya Taqnin sebagai gerakan penyesuaian dengan kondisi dan sistem 

hukum yang berlaku pada tempat dan zaman tertentu (Abdurrahman, 

1428:16, al-Qasim, 1977:73, dan al-„Asyqar,, Junaidi dan Nurrahman, 

2001: 223).  

Berdasarkan pandangan ini, maka uraian ini menggunakan istilah 

standarisasi sebagai term relatif fleksibel dalam menguraikan sejarah 

pembentukan hukum Islam berdasarkan bahasan tentang standarisasi 

sumber, standarisasi metode, standarisasi kaidah, dan standarisasi 

kodifikasi karena upaya Taqnin sebagai kontinuitas upaya salaf al-Shaleh.  

Upaya menyatukan masyarakat dalam satu pandangan atas suatu 

putusan hukum juga dipelopori oleh „Abdullah bin al-Muqaffa‟(Amin 

tt:205). Ironisnya, Ibnu al-Muqaffa‟ kemudian dihukum mati oleh 

penguasa saat itu dengan tuduhan sebagai seorang zindiq. Saat itu, ia 

menyarankan kepada Abu Ja‟far al-Mansur untuk menetapkan Taqnin 

dalam sebuah surat yang ia namakan Risalah al-Sahabah. Ia mengusulkan 

kepada sang khalifah untuk mengumpulkan hukum-hukum fikih dan 

mewajibkan para hakim menggunakannya dalam memutuskan perkara.  

Usulan Ibnu al-Muqaffa‟ kemudian betul-betul ditindaklanjuti 

oleh al-Mansur. Saat itu, khalifah meminta Imam Malik, untuk menyusun 

kompilasi fikih. Namun, Imam Malik menolak permintaan itu dan 

berkata, “Masyarakat sudah terbiasa dengan berbagai macam pendapat 

(al-Ghamathay, 2002:362-383). 

Di dua abad terakhir ini, di kalangan dunia Islam, sudah ada 

upaya untuk melakukan Taqnin al-ahkam. Salah satunya adalah al-Fatawa 

al-Hindiyah yang disusun oleh para ulama India. Dalam karya itu, 

disusun oleh undang-undang yang berkaitan tentang ibadah, sanksi 

(‘uqubah), dan mu’amalah. Selain al-Fatawa al-Hindiyah, ada juga al-Ahkam 

al-‘Adliyyah yang mengandung sejumlah hukum tentang jual beli, 

dakwaan, dan vonis. Kompilasi ini disahkan pada tahun 1869 oleh 
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Kekhalifahan „Utsmani dan memuat 1.851 masalah yang umumnya 

berdasarkan pada Mazhab Hanafy. Kompilasi ini diberlakukan di 

kebanyakan negara-negara Arab hingga pada pertengahan abad 10.  

Kompilasi ini kemudian tidak lagi mencukupi segala persoalan-

persoalan baru yang timbul di masyarakat. Pada perkembangan 

berikutnya, kompilasi ini kemudian diperbaharui dan dimasukkan 

pengaruh-pengaruh dari undang-undang sipil.  

Di Arab Saudi saat diperintah oleh Raja „Abdul „Aziz, Ahmad bin 

„Abdullah al-Qari, ketua Mahkamah Tinggi Syari‟ah di Mekkah, juga 

menyusun suatu kompilasi hukum Islam berdasarkan Mazhab Ahmad 

bin Hanbal. Al-Qary meringkas pandangan-pandangan hukum Imam 

Ahmad yang bersumber dari berbagai karya utamanya. Kompilasi ini 

mengandung 2.382 masalah dan diterbitkan dengan judul Majallah al-

Ahkam al-‘Adliyyah. Namun para ulama saat itu ramai-ramai menolak 

kompilasi tersebut.       

Keadaan di atas terus berlangsung beberapa abad hingga 

munculnya Majallah tahun 1293 H./1876 M. pada masa Turki Utsmani, 

yang merupakan kompilasi hukum Islam di bidang perdata dan 

diberlakukan sebagai hukum positif di seluruh wilayah kekhalifan Turki 

Utsmani. 

Lahirnya majallah, membuat para ahli sejarawan fikih 

menjadikannya sebagai awal dimulainya periode modern, karena hal itu 

merupakan fenomena khusus dalam sejarah fikih. Lahirnya majallah pada 

akhir masa Turki Utsmani yang digali dari fikih itu merupakan upaya 

kanunisasi pertama yang menertipkan hukum-hukum fikih yang 

dirumuskan oleh sebuah tim sehingga menjadi hukum tertulis. Hasil 

kanunisasi yang berisi sebagian hukum perdata itu dikukuhkan oleh 

penguasa sebagai aturan yang harus dipakai dalam proses peradilan 

(Faruq 1981:351). 

Munculnya gerakan-gerakan baru di dunia Islam untuk 

menerapkan syariat mendampingi hukum positif, atau untuk 

menyelaraskan hukum positif agar sejalan dengan hukum syariat dengan 

mengadopsi berbagai pemikiran mazhab dalam bentuk kanunisasi 

(Hamid 1994:322-323).  
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Munculnya kontra terhadap upaya Taqnin  dikarenakan 

pandangan tentang kekhawatiran hilangnya esensi fikih sebagai karya 

monumental ulama yang menurut mereka harus dipertahankan. Ulama 

di sini ditempatkan sebagai pemegang otoritas hukum Islam, berpaling 

dari fikih berarti berpaling dari ulama. Padahal, ulama termasuk hasil 

pemikirannya sama dengan muslim lainnya, dimana kebenarannya juga 

relatif. Bila ini yang dipegangi, maka qanun tidak perlu dipertentangkan 

dengan fikih, karena kedua-duanya sama-sama produk manusia yang 

dapat didiskusikan dalam berbagai kaidah. 

Kaidah-kaidah fikih merupakan kesimpulan umum dari aturan-

aturan diuji, dikritik dan didiskusikan di kalangan para ahli sepanjang 

sejarahnya. Diukur akurasinya oleh ayat-ayat al-Qur'an dan Hadith Nabi, 

kemudian ditetapkan sebagai kaidah hukum yang telah mapan, dan 

digunakan untuk  memecahkan masalah-masalah hukum yang timbul.  

Sebelum Majallah diundangkan sebagai hukum positif dalam 

bidang perdata, pada masa tersebut di wilayah Turki „Utsmani telah 

diberlakukan berbagai undang-undang modern yang banyak merujuk 

dan sesuai dengan kodifikasi hukum modern di Eropa. Pada Tahun 1850 

M diundangkan kodifikasi Hukum Dagang yang diambil dari Undang-

Undang Hukum Dagang Perancis, kemudian pada Tahun 1858 M 

diundangkan Undang-Undang Hukum Keluarga, mengenai Pokok 

Peradilan Dagang yang diundangkan pada Tahun 1861,  Undang-

Undang Hukum Laut pada Tahun 1863, pada tahun 1883 diundangkan 

Hukum Acara Perdata. Semua perundangan ini diambil dari kodifikasi 

Perancis, dalam Hukum Keluarga terdapat beberapa tambahan dari 

Undang-Undang Hukum Keluarga Itali (Mahmassani, 1981: 90) 

Sedangkan Majallah, baru pada Tahun 1293 H/1876 M. 

diundangkan sebagai undang-undang negara oleh Sultan (Mahmassani, 

tt: 93), ketika itu kekhalifahan Turki „Utsmani dipimpin oleh Sultan 

„Abdul Aziz (Lapidus, 1999:475). Majallah tersebut diberlakukan sebagai 

hukum positif di seluruh wilayah kekhalifan Turki „Utsmani - karena 

Majallah merupakan Undang-Undang Nasional - yang meliputi kawasan 

Timur Tengah sekarang (kecuali Jazirah Arab, Mesir, Sudan, dan 
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Aljazair) dan beberapa daerah (negara) Eropa yang waktu itu masih 

merupakan wilayah Turki Utsmani (Mahmassani, 1981: 100). 

Jazirah Arab, ketika Majallah diundangkan tidak lagi mengakui 

perlindungan Turki „Utsmani. Sedangkan Mesir telah berotonomi penuh, 

termasuk bidang hukum dan perundang-undangan sejak Tahun 1803 dan 

Sudan termasuk dalam wilayah Mesir  pada masa tersebut. Adapun 

Aljazair telah berada di bawah penjajahan Perancis sejak Tahun 1830 (Al 

Yasa‟,  tt: 259)  

Majallah berlaku secara efektif di sebagian besar di wilayah Turki 

Utsmani sampai akhir perang dunia pertama dan beberapa tahun 

sesudahnya. Kemudian secara berangsur-angsur mulai tidak dipakai lagi 

termasuk di Turki, dan akhirnya dihapus pula di Tunisia (Zaidan, tt:129), 

Libya, Libanon, Yordania, dan Syiria (Al Yasa‟, 2013:209).  

      Ketika Majallah hadir, ummat Islam masih dalam suasana taklid 

terhadap mazhab. Bagaimanapun, Majallah pada zamannya telah 

dianggap sebagai sebuah karya besar, yaitu berupa pengkodifikasian 

fikih menjadi perundangan-undangan serta mendapat legalitas dari 

Negara, serta dianggap sebagai periodesasi kebangkitan fikih, ini 

dikarenakan kemampuan ulama pada masa tersebut (masa taklid) untuk 

mewujudkan fikih dalam bentuk pengkodifikasian yang belum pernah 

ditemukan sebelumnya (Madkur, 1960:107).  

Hal lain yang dapat dilihat dengan hadirnya Majallah, ada nuansa 

perkembangan baru yang penting di dalam hukum Islam, yaitu 

berpindahnya model ijtihad, yang selama ini bernuansa ijtihad fardi 

(individual) beralih kepada ijtihad jama'y (ijtihad kolektif) (Djazuli, 

2002:20), yaitu ijtihad dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri dari 

orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi di bidang fikih, atau lebih 

khusus lagi menandai adanya mazhab negara, di mana dapat menjawab 

kepentingan daerah bukan kepentingan mazhab (Qaradawy, Syathory, 

1987:127, Azizy, 2004:85).  

Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Majallah sebagai 

kodifikasi fikih pertama dalam bidang perdata, telah mendapat tempat 

yang layak pada masa Turki ‟Utsmani, karena ia hadir pada masa taklid, 

yang lebih berorientasi pada mazhab tertentu. Masa tersebut merupakan 
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awal kebangkitan perundang-undangan di Negara Islam dan proses 

mensistematisasikan fikih dalam undang-undang.  

 

3. Sumber Penyusunan dan Tahapan Proses Taqnin 

Sumber pembentukan undang-undang dalam Islam berkembang 

sesuai dengan periode perkembangan hukum Islam yang dimulai pada 

masa Rasulullah hingga era moderen. Para ulama menetapkan berbagai 

sumber Taqnin hukum Islam sebagai aturan hukum yang bersumber 

barbagai ajaran yang  saling berhubungan antara satu dengan lainnya. 

Sumber ini dibagi dua yaitu sumber naqliyah yaitu al-Qur‟an dan Sunnah, 

sumber naqliyah seperti Qiyas dan Istihsan. 

Pakar lainnya menyebutkan dengan pembagian yang berbeda 

yaitu sumber Asliyah (primer) dan sumber Tabai’yyah (sekunder). Sumber 

primer tidak membutuhkan kepada sumber lainnya untuk menetapkan 

hukumnya atau memiliki kekuatan hukum tetap seperti al-Qur‟an dan 

Sunnah, sementara sumber sekunder memerlukan dalil lain untuk 

menperkuat argumentasi hukumnya. Berdasarkan sumber ini maka, 

setiap proses Taqnin tentu harus merujuk kepada berbagai sumber 

tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. 

Metode Taqnin menurut Wahbah al-Zuhayly, sesuai dengan 

jenisnya yaitu Taqnin yang resmi dan Taqnin semi resmi. Taqnin resmi 

yaitu proses pembentukan hukum melalui pengesahan lembaga 

legislatife, wajib diterapkan karena hukum tersebut menjadi sumber 

resmi bagi kaidah perundang-undangan dalam bidang relasi sosial 

tertentu. Jenis Taqnin  ini seperti hasil kerja Ibnu Al-Muqaffa, kemudian 

dilanjutkan oleh Imam Malik pada masa pemerintahan Abu Ja‟far Al-

Mansur. 

Taqnin semi resmi yaitu proses legislasi syari‟at yang dilaksanakan 

oleh sebagian ulama atau lembaga tertentu tanpa adanya pengesahan 

dari Negara dan tanpa adanya kewajiban untuk menerapkannya. 

Kegiatan ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Qadri 

Basya, di Mesir, abad 19 yang mengatur tentang al-Akhwal al-Syakhsyiah 

dan waqaf, kesemuanya ditulis dalam bentuk pasal dan dirangkum 

dalam bukunya, al-Akwal al-Syakhsyiah al-Mursyid al-Hiiran, Qanun al-‘Adl 
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dan al-Inshaf. Ia juga menulis tiga rancangan qanun dalam mazhab 

Hanafi (Seminar Internasional di Kampus Dayah Darul Ihsan pada 5 Mei 

2012). 

Beradasarkan jenis Taqnin di atas, maka metode legislasi syari‟at 

Islam jenis pertama beradasarkan proses dan langkah-langkah yang 

diatur secara normatife di mana proses Taqnin dilaksanakan sementara 

jenis kedua tentunya mengikuti metode ulama yang menyusunnya. 

Terkait dengan tahapan proses Taqnin, menurut pandangan Abu 

Mu‟az Muhammad Abdul Hay Uwaynah, yaitu; pertama, penyiapan 

masyarakat untuk dapat menerapkan syari‟at Islam, kedua, Legislasi 

hukum Islam, dan ketiga, penerapan Syari‟at Islam (Seminar Internasional 

di Kampus Dayah Darul Ihsan pada 5 Mei 2012). 

Uraian di atas menjadi acuan bagi pembentuk Qanun di Aceh 

dalam melaksanakan proses legislasi hukum Keluarga yaitu menjadikan 

al-Quran dan hadits sebagai sumbernya, melibatkan pakar dalam 

penyusunannya dan mengikuti metode yang telah ditawarkan tersebut. 

  

 

D. Hukum Positif dan Adat dalam Proses Taqnin 

1. Pengertian Hukum Positif dan Adat 

Dalam konsepsi hukum positif, pengertian hukum dikaitkan kepada 

kekuasaan politik, karena hukum, diartikan sebagai aturan perilaku yang 

didukung oleh sanksi memaksa yang ditentukan oleh kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara yang memerintahkan apa yang boleh dan 

terlarang untuk dilakukan (David, tt 1977:5). 

Hukum merupakan instrumentasi keputusan politik. Pembentuk 

hukum mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan politik. 

Pembentukan hukum merupakan arena perbenturan dan pergumulan 

kepentingan.  

Perbedaan mendasar antara hukum positif dengan hukum Islam adalah 

bahwa hukum positif merupakan pernyataan kehendak manusia yang 

berhimpun dalam wadah bernama negara, sedangkan hukum Islam 

merupakan hukum ketuhanan. 
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Namun, ketika hukum Islam bertransformasi menjadi hukum 

positif, muncul ragam pandangan di kalangan Islam sendiri. Perbedaan 

antara kalangan  tradisionalis berhadapan dengan reformis; modernisasi 

(modernis) berhadapan dengan purifikasi (fundamentalis); skripturalis 

(literalis) berhadapan dengan transformatif; struktural berhadapan 

dengan dengan kultural formalistik dengan substansialistik. 

Sebagian pendukung hukum Islam berlaku di Indonesia secara 

positif harus ditempuh menyikapi meningkatnya angka kriminalitas 

adalah memberlakukan hukum Keluarga Islam. Gagasan tersebut 

mengandung persoalan, karena beratnya (ancaman) hukuman tidak serta 

merta menekan angka kriminalitas. Di samping itu, memberlakukan 

hukum Keluarga Islam memerlukan kesepakatan politik di institusi 

pembuat hokum seperti lahinya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Shahuri, 2013: 97)  

Pemikiran hukum Indonesia dipengaruhi teori hukum positif 

terhadap perkembangan konsep negara modern dan nasionalisme di 

awal abad ke-19. Di satu sisi, perkembangan mazhab sejarah juga 

dipengaruhi kondisi politik saat itu yang melahirkan paham 

kemerdekaan individu. Dalam perspektif Trias Politica Montesquieu, 

liberalisme dan nasionalisme sebagai konsekuensi dari dinamika konsep 

negara modern ini kemudian menyemai benih tumbuhnya ajaran 

kodifikasi (Praja, 2011:132).  

Eksistensi teori hukum positif dan ajaran kodifikasi di awal abad 

ke-19, sarat dengan unsur positivis mendapat posisi sentral dalam 

perkembangan pemikiran hukum. Pengaruhnya jadi semakin kuat ketika 

konsep negara modern muncul bersamaan dengan teori hukum pada saat 

itu. Dalam suatu negara modern, kekuasaan berada di tangan negara 

sebagai suatu organisasi. Model kekuasaan seperti ini lekat dengan 

konsep legitimasi. Upaya  legitimasi adalah upaya mencari pengakuan 

dan dukungan. Pengakuan dan dukungan merupakan esensi dasar dari 

kedaulatan suatu negara. 

Kedaulatan yang dikenal dalam konsep negara modern sudah tidak lagi 

berpusat di tangan penguasa. Kedaulatan dengan bentuk seperti ini telah 

terbagi ke seluruh wilayah teritorial negara. Kedaulatan ini tidak melekat 
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pada rakyat sebagai national, tapi ia melekat pada bangsa sebagai sebuah 

nation. Bentuk kedaulatan seperti inilah yang pada perkembangannya 

membutuhkan seperangkat aturan hukum untuk mengakui dan 

melindungi kedaulatan suatu negara. 

Model pembentukan peraturan seperti itu sesuai dengan dalil-dalil 

yang dikenal dalam teori hukum positif. Keberlakuannya yang terbatas 

dalam lingkup teritorial suatu negara dan hanya berlaku pada saat 

tertentu menjadi sifat umum dari ciri-ciri hukum positif yang dikenal 

sampai saat ini. Dalam teori hukum positif, hukum diidentikkan dengan 

undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Aktivitas 

menciptakan hukum seperti itu adalah praksis ajaran kodifikasi. Menurut 

ajaran kodifikasi, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang 

dibuat oleh lembaga yang berwenang yang tertuang dalam suatu kitab. 

Ajaran ini menganggap hanya hukum yang tertulis dalam suatu kitab 

yang bisa disahkan sebagai hukum dan di luar kitab tidak ada hukum. 

2. Sumber Hukum Positif dan Adat 

Dalam berbagai literatur hukum Indonesia acapkali dijumpai 

istilah “sumber hukum” di samping “sumber tertib hukum” dan “sumber 

dari segala sumber hukum”, yang kadang-kadang istilah ketiganya 

menimbulkan kerancuan antara satu dengan lainnya. Dalam istilah 

sumber hukum sendiri, misalnya, terdapat berbagai pengertian tentang 

apa yang disebut dengan sumber hukum itu, seperti tempat asal 

pengambilan hukum, landasan segala hukum, segala apa yang 

menimbulkan hukum, dan sebagainya.  

Kata sumber hukum juga sering digunakan dalam beberapa arti 

yaitu sebagai asas hukum, menunjukkan hukum terdahulu yang 

memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, sebagai 

sumber berlakunya hukum, sebagai sumber dari mana kita dapat 

mengenal hukum dan sebagai sumber terjadinya hukum (Mertokusumo, 

2003:82). Menurut Suroso, sumber hukum adalah segala sesuatu yang 

menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga 

apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas 

dan nyata bagi pelanggarnya (Soeroso, 1993:117)  
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Selain itu pembuatan hukum dengan kebiasaan dan undang-

undang sering disebut sebagai dua sumber hukum. Dalam konteks ini 

hukum hanya dipahami sebagai norma umum, mengabaikan norma 

individual yang bagaimanapun meurupakan bagian dari hukum seperti 

yang lainnya. 

Sumber hukum adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. Istilah 

tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebut metode pembuatan 

hukum, yaitu kebiasaan dan legislasi, tetapi juga untuk 

mengkarakteristikkan alasan validitas hukum khususnya alasan paling 

akhir. Maka norma dasar menjadi sumber hukum. Namun dalam arti 

yang luas, setiap norma hukum adalah sumber bagi norma yang lain, 

karena memuat prosedur pembuatan norma atau isi norma yang  akan 

dibuat. Maka setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber bagi 

norma hukum yang lebih rendah. Jadi sumber hukum adalah hukum itu 

sendiri (Jimly dan M.Ali, 2006:117). 

Ekspresi sumber hukum pada akhirnya digunakan juga pada 

keseluruhan makna yuridis. Juga mungkin mengartikan sumber hukum 

sebagai ide-ide yang mempengaruhi organ pembuat hukum, misalnya 

norma moral, prinsip politik, doktrin hukum, pendapat ahli hukum dan 

lain-lain (Jimly dan M.Ali, 2006:118). 

Van Apeldoorn mengatakan bahwa terkadang perkataan sumber 

hukum dimaksud dipakai dalam konteks sejarah, terkadang dalam 

konteks filsafat atau terkadang dalam konteks sosial, sedangkan Utrech 

membedakan dua macam pengertian sumber hukum  yaitu sumber 

hukum dalam arti formal (formele zin) dan sumber hukum dalam arti 

material (in materiale zin) (Jimly, 2011:157). 

Secara singkat dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

sumber hukum material adalah sumber dari mana materi hukum itu 

diambil/berasal. Sumber hukum material ini merupakan faktor-faktor 

yang membantu pembentukan hukum, yang berupa faktor sosiologis dan 

faktor filosofis. Sedangkan  yang disebut dengan sumber hukum formal 

adalah tempat di mana aturan hukum  itu dapat diketahui. Hal ini 

berkaitan dengan bentuk hukum yang menyebabkan hukum itu berlaku 
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sebagai hukum positif, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan 

sebagainya (Darmodiharjo dan Shidarta, 1995:189-190). 

Jimly Asshiddiqie (2011:158=159) menyebutkan bahwa sumber 

hukum formal harus mempunyai salah satu bentuk sebagai berikut: 

a. Bentuk produk legislasi atau produk regulasi tertentu 

b. Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara 

para pihak 

c. Bentuk putusan hakim tertentu 

d. Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang 

kewenangan administrasi Negara.  

Berbagai bentuk hukum formal di atas, berpedoman kepada 

Pancasila sebagai landasan filosofis yang mengandung kaidah-kaidah 

dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut dan setiap peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan 

pancasila. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan, maka dengan sendirinya tidak boleh berlaku.  

Dalam pasal 1 ketetapan MPR No.III/MPR/2000 ditentukan 

bahwa: (1) sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk 

penyusunan peraturan perundang-undangan, (2) sumber hukum terdiri 

atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis; (3) sumber 

hukum nasional adalah (i) pancasila sebagaimana yang tertulis dalam 

pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

(ii) batang tubuh UUD 1945 (Lihat Ketetapan MPR No.III/MPR/2000). 

Namun sumber hukum nasional secara filosofis berasal dari tiga 

hukum yang eksis di Indonesia yaitu hukum adat, hukum barat dan 

hukum Islam (Sirajuddin, 2008:108). 

Hukum adat dalam konteks kesejarahan menduduki posisi 

penting sejak era Belanda, bahkan menjadi bagian dari sistem politik 

Pemerintahan Hindia Belanda dalam melancarkan imperialismenya 

melalui kebijakan hukum adat (adatrecht), meskipun pada awalnya 

kolonial tampak acuh pada adat, karena menganggap itu urusan 
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pribumi. Namun, di tengah jalan-kolonial mengakui bahwa model 

hukum Eropa (Roman Law) kurang cocok dengan praktik adat yang lebih 

tampak pada rekonsiliasi pada setiap kasus. Di sisi lain, meskipun 

diberikan hak mengatur kehidupan sendiri masyarakat pribumi, tapi 

kolonial justru membatasi gerak ekonomi dan politik, yang harus 

dikawal ketat oleh mereka. Hal serupa juga terjadi pascakemerdekaan 

Indonesia, negara memiliki kekuasaan tertinggi-meskipun tampak hak 

adat diberikan pada masyarakat lokal. Bahkan, mulai era Soekarno 

menunjukkan sikap kontroversial yang sama dengan era kolonial 

Belanda, para pemimpin nasionalis ikut memandang adat kurang cocok 

dengan sistem masyarakat modern yang hendak dibangun di Indonesia. 

Kondisi ini memberikan legalitas terbentuknya tatanan hukum 

adat menjadi salah satu sumber hukum positif. Pemerintah Aceh bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam merumuskan hukum Keluarga 

menjadi Qanun Aceh memiliki landasan yuridis dan menjadikan adat 

sebagai salah satu unsur materi muatannya. Namun pemuatan materi 

hukum Adat dalam hukum Keluarga tentunya harmonis dengan syari‟at. 

 

3. Hubungan Hukum Positif dan Adat dengan Taqnin  

Kedudukan hukum positif dan hukum adat yang telah berlaku di 

Indonesia dan Aceh secara khusus tentunya bersentuhan dengan proses 

Taqnin hukum Keluarga yang akan diberlakukan bagi masyarakat Aceh. 

Namun bagaimana    kekuatan syari‟at dalam menata ketertiban dan 

kedamaian masyarakat manakala bersentuhan dengan hukum positif dan 

adat tidak tereduksi ketika proses Taqnin   terlaksana di lembaga 

legislatife.  

Syari‟at sebagai kandungan ajaran yang bersifat moral dan 

normatif pada bidang ubudiyah dan muamalah, juga harus ditopang 

hukum yang melindungi hak-hak masyarakat agar tidak  terampas. 

Namun ketentuan hukum Keluarga akan dapat berfungsi mengatur 

ketertiban masyarakat umum setelah melalui proses  legislasi agar 

menjadi hukum Positif (Rosyadi dan Ahmad, 2006:96). 

Upaya melegalisasi syari‟at menjadi hukum positif diaplikasikan 

secara nyata dalam praktik kehidupan dalam bentuk rancangan undang-
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undang dapat disampaikan dari kalangan eksekutif maupun legislatif 

atau pihak lain yang ditunjuk, sebagai naskah usulan kalangan 

akademisi. Kemudian rancangan undang-undang tersebut diproses 

menjadi undang-undang atau peraturan lain sehingga mempunyai daya 

ikat serta memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.  

Upaya formalisasi dalam bentuk Taqnin memerlukan dukungan 

pemerintah yang mempunyai otoritas di bidang kekuasaan sehingga 

menjadi hukum positif dan dukungan masyarakat dalam bentuk hukum 

Adat. Dengan kekuatan politik hukum dan sistem hukum yang ada, 

maka pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap keberlakuan 

syari‟at Islam ini menjadi hukum positif (Hadjar, 2006:11). 

Dengan tersedianya subtansi hukum Islam yang mencakup segala 

aspek kehidupan, maka dapat diadopsi menjadi keragaman dan 

pengayaan hukum nasional karena selama ini sistem hukum nasional 

umumnya masih bersumber dari hukum adat dan hukum Barat. Syari‟at 

Islam yang diyakini bersifat universal, bisa dijadikan salah satu sumber 

andalan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat tanpa mengenal 

ras, sosial budaya, dan politik. Ia juga dapat menjadi filter bagi hukum 

barat, yang tidak sesuai dengan moral dan budaya Indonesia. Demikian 

juga, syari‟at Islam bisa menjadi partner hukum adat yang selama ini 

telah menjadi kebiasaan lokal masyarakatnya (al- ‘adah al- muhakkamah), 

selama adat dan budaya itu bersesuaian dengan syari‟at Islam (Hadjar, 

2006:97). 

Bangsa Indonesia seharusnya segera meninggalkan hegemoni 

hukum barat yang dalam banyak hal tidak sesuai lagi dengan agama, 

moral, sosial, dan budaya bangsa. Sumber-sumber hukum yang hidup 

(living law) di masyarakat sebagai muatan lokal bagi hukum nasional, 

jumlahnya sangat banyak. Keragaman sumber hukum, yaitu hukum adat 

(Lihat Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan 

IstiadaT, Pasal 1), hukum Islam, dan hukum barat perlu diadopsi secara 

lengkap dan diangkat menjadi hukum nasional. Khususnya hukum Islam 

yang banyak tersebar di dalam kitab-kitab fikih yang masih relevan 

dengan perkembangan masa kini. Untuk mencapai hal ini, memerlukan 

kerja keras dan komitmen yang kuat antara pemerintah dengan berbagai 
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elemen masyarakat, baik kalangan eksekutif maupun pihak lain yang 

mempunyai otoritas di bidang hukum 

Secara politis-ideologis, umat Islam Indonesia mempunyai cita-

cita besar, yaitu ingin menjadikan dasar Negara ini berlandaskan syari‟at 

Islam sebagai tuntutan akidah. Namun usaha ini selalu mengalami 

kegagalan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Walaupun demikian, 

upaya itu kemudian diarahkan pada segi yuridis formal dengan 

mengedepankan syari‟at Islam sebagai bagian dari hukum nasional atau 

menjadi hukum positif, untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

Adapun tantangan dalam legislasi hukum Islam seperti yang 

diungkapkan oleh DJazuni (2005:489-490), yaitu:  

a. Perbedaan pendapat di kalangan muslim sendiri, ada yang 

mendukung gagasan legislasi hukum Islam dan ada yang 

menolaknya. 

b. Perbedaan pendapat di kalangan muslim sendiri mengenai 

suatu masalah fikih yang memang memungkinkan adanya 

perbedaan pendapat ketika akan diundangkan. 

c.Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menganggap 

legislasi Hukum Islam di negara nasional akan menempatkan 

mereka seolah-olah sebagai warga negara kelas dua dan ini juga 

dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan Islam sendiri 

yang justru kontra produktif bagi perjuangan hukum Islam. 

d. Selama pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan apa yang ingin 

dipertahankan dan dicapai melalui legislasi beragam karena 

heterogenitas bangsa, selama itu pula legislasi hukum Islam 

lebih-lebih yang unikatif akan sulit dilakukan. 

e. Produk legislasi adalah produk politik sehingga untuk berhasil 

memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapat 

dukungan suara mayoritas dilembaga pembentuk hukum, dan 

fakta politik menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam bukan 

mayoritas di Indonesia, sebagaimana tampak dari hasil 

pemilihan umum yang pernah diselenggarakan (partai politik 

Islam tidak pernah memperoleh suara mayoritas sepanjang 

sejarah pemilihan umum di Indonesia). 
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 Dalam praktiknya upaya positifisasi syari‟at ini akan selalu 

mengalami kendala dan berbagai tantangan yang cukup serius, karena 

hal itu akan mempengaruhi berbagai perangkat hukum, baik 

suprastruktur maupun infrastrukturnya. Namun demikian, bila semua 

pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk menjadikan syari‟at ini 

diberlakukan, sebenarnya tidak ada yang sulit.  

Topo Santoso (2003:98), memberikan alternatif untuk pelaksanaan 

syari‟at di Indonesia dengan beberapa pilihan yang dapat dipikirkan 

secara mendalam, yakni berbagai aspek, syari‟at, implikasi, kelebihan 

dan kekurangan, prospek, hambatan, tantangan, dan sebagainya. 

Beberapa alternatif itu secara ringkas dapat dilihat dari perspektif 

normatif saja (perspektif lain seperti politik, sosiologis, ekonomi, ideologi, 

dan sebagainya dapat dipikirkan oleh para ahlinya). 

Ratno Lukito (2012:291-299), sebagai pakar hukum Indonesia 

menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia telah sampai pada 

persoalan positivisme yang dipahami sebagai upaya menjadikan nilai-

nilai ajaran Islam selaras dengan beragam nilai-nilai lain yang 

berkembang di Indonesia menyatu secara integral sebagai bagian dari 

pembangunan sistem hukum nasional melalui transformasi pluralitas 

nilai ke dalam hukum nasional tanpa mengorbankan hukum atau nilai 

tertentu. Menurutnya upaya tersebut perlu penyatuan persepsi antara 

hukum sakral dan hukum sekuler. Legislasi hukum Islam yang berlaku 

khusus bagi umat Islam menimbulkan masalah berkaitan dengan 

unifikasi hukum. Di satu sisi, legislasi dilakukan untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan hukum umat Islam (Arskal, 2015:36). 

Di sisi lain, produk hukum yang berlaku khusus tertentu 

kontradiktif dengan keinginan untuk mewujudkan unifikasi hukum dan 

menghindari dualisme hukum. Padahal unifikasi hukum diperlukan 

untuk menyelamatkan hukum dari disintegrasi (Coulson, 1987:59). 

Upaya ke arah unifikasi hukum nampaknya jarang dilakukan oleh 

pemerintah maupun wakil rakyat atau dari pihak akademisi dan praktisi 

hukum di Indonesia. Padahal, begitu banyak sekali persoalan 

kemasyarakatan yang harus diselesaikan melalui jalur legislasi, di 
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antaranya mempersatukan keragaman hukum yang tersebar dari 

berbagai sumber hukum menjadi hukum nasional. 

Tidak adanya proses unifikasi hukum saat ini disebabkan oleh 

tiga faktor: Pertama, berkaitan dengan tingkat kerumitan proses 

penyatuannya; Kedua, ketiadaan netralitas hukum; Ketiga, dianggap tidak 

perlu lagi menempuh jalur unifikasi.  

Pemerintah saat ini lebih banyak melahirkan hukum dalam 

perundang-undangan yang bersifat spesifik bagi kalangan tertentu, tetapi 

diberlakukan secara nasional. Di sisi lain, dengan legislasi hukum Islam 

akan dicapai kesesuaian antara hukum Islam dan hukum nasional. 

Kesesuaian ini akan menghindari kemandulan loyalitas sebagai muslim 

yang harus mentaati hukum Islam dan sebagai warga negara yang harus 

mentaati hukum nasional. Di samping itu, keanekaan pendapat dalam 

fikih bisa diakhiri dengan legislasi yang bisa memberikan kepastian 

hukum. 

Menurut Ahmad Rajafi (Journal of Islam and Plurality, 2, Juni 

2017:1-20), pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga di 

Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, evaluasi dan evolusi, 

dari mulai penerapan model inkulturasi hingga tereduksi dengan model 

akulturasi. Fase Akulturasi merupakan fase terlama dan terkuat, hal ini 

dikarenakan dominasi pembahasan hukum keluarga dari satu mazhab 

fikih, yaitu mazhab syafi‟i. Walaupun demikian, para pemikir Islam 

Indonesia sekitar era 50-an seperti Hazairin dan Hasbi Ash Shiddieqy 

telah memunculkan hukum keluarga yang mencirikan ke-Indonesiaan.  

Pada era reformasi, lahir juga para pemikir Indonesia Qanun 

dalam sistem hukum di Indonesia berbeda maknanya dengan peraturan 

daerah (Perda) yang berlaku di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberapa 

alasan, diantaranya; pertama, secara yuridis kedudukan qanun di Aceh 

lebih kuat jika dibandingkan dengan peraturan daerah lainnya di 

Indonesia. Kedua, secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia 

adalah Muslim, lebih khususnya Aceh yang telah menjalankan syariat 

Islam sehari-hari yang terkandung dalam otonomi daerah yang 

dimilikinya. Ketiga, filosofis hukum Islam sangat berkaitan erat dengan 

tema keadilan. 
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Begitupun dengan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang 

akan berlaku di Aceh mendapat perhatian khusus sehingga tertuang 

dalam Qanun Hukum Keluarga yang didasarkan pada Undang-Undang 

No. 18 Tahun 2001 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Fadli dan Muammar, Jurnal Al-

Ijtimaiyyah, 5, Januari-Juni 2019: 75-93) 

Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan hukum Positif dan 

Adat di Aceh dapat pula dijadikan sumber dan dasar dalam pemilihan 

materi muatan hukum Keluarga. Oleh karena itu, peneliti merumuskan 

kriteria materi muatan Jarimah dan „Uqubat dalam Qanun Nomor 14 

Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga yaitu: Pertama, Jika ketentuan 

Jarimah dan „Uqubat yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak 

ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam al-Quran dan 

hadith serta pendapat ulama fikih mazhab, namun termaktub dalam 

hukum Positif terkait Keluarga, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan 

berdasarkan pada hukum Positif. Namun, jika ketentuan Jarimah dan 

„Uqubat yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak ditemukan 

sumber dan dasar muatan materinya dalam al-Quran dan hadith, 

pendapat ulama fikih mazhab dan tidak pula termaktub pula dalam 

hukum Positif terkait Keluarga, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan 

berdasarkan pada hukum Adat, meskipun tatanan hukum Adat Aceh 

telah diformulasikan menjadi hukum Positif yang berlaku dalam  

masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan 

penelitian hukum (legal research), sebagai penelitian yang diterapkan atau 

diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007:29).  Menurut 

Morris L. Cohen dalam buku Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum 

dapat menggunakan beberapa pendekatan; pertama, pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki, 2006:97, baca juga Ibrahim, 

2012:300). Pendekatan ini digunakan karena isu sentral yang diteliti 

adalah bagaimana penalaran materi dan muatan qanun hukum keluarga. 

Peneliti mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki dan 

asas-asas dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan sehingga 

dapat terungkap landasan ontologis (latar belakang lahirnya peraturan 

tertentu secara keseluruhan), filosofis yang termuat dalam Naskah 

Akademis hukum keluarga dan ratio legis (mengapa ada salah satu 

ketentuan)  pembentukan Qanun hukum keluarga.  

Aceh sebagai bagian dari provinsi di Indonesia sepatutnya tunduk 

dan patuh terhadap dasar hukum yang berlaku dalam proses legislasi 

hukum meskipun Aceh memiliki kewenangan istimewa dalam 

menyusun qanun sebagaimana yang diamanahkan undang-undang 

terkait. Namun dalam pembentukan pasal-pasal, maka diperlukan 

penalaran hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah Taqnin.    

Berdasarkan prinsip di atas, peneliti menelaah taraf singkronisasi 

vertikal (hierarki perundang-undangan) dan horisontal (hubungan 

fungsional antar perundang-undangan), untuk menempatkan proses 

legislasi secara proporsional dalam tata hukum Indonesia.  

Kedua, pendekatan emperis. Pendekatan emperis diperlukan untuk 

mengungkapkan bahan hukum terkait dengan bagaimana norma dan 

atau ketentuan hukum yang dipraktikkan dan menjadi dasar legislasi 

dalam tata hukum dalam wilayah Indonesia. Peneliti berusaha 
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mempelajari, pasal-pasal perundangan,  dan pandangan pendapat para 

ahli dalam menemukan praktik legislasi qanun ideal.  

Ketiga, pendekatan konseptual sebagai instrumen peneliti untuk 

mendalami pemikiran pakar hukum Islam terkait konsep  pembentukan 

hukum. Konsep ini sebagai pijakan peneliti untuk menganalisis 

penalaran hukum (pasal-pasal) oleh  Tim legislator Qanun Hukum 

Keluarga termasuk tim perumus naskah akademik.  

Konsep legislasi hukum keluarga di Aceh tidak bersifat lokal, maka 

peneliti menelaah prinsip-prinsip Taqnin hukum keluarga menurut 

pandangan pakar hukum Islam atau pun pandangan mereka tentang  

doktrin-doktrin hukum Islam terkait legislasi.  

B. Jenis dan Sumber Penelitian 

Apabila ditempatkan pada disiplin ilmu, maka penelitian ini 

termasuk dalam disiplin ilmu hukum umum khususnya disiplin ilmu 

perundang-undangan sebagai salah satu cabang disiplin ilmu hukum 

yang membahas tentang proses pembentukan hukum dan aspek-aspek 

hukum yang terkait dengannya (legal research). Dalam konteks ilmu-ilmu 

keislaman, maka kajian ini disebut dengan Fiqh Al-Qanuny. Dengan 

demikian proses pembentukan Qanun Aceh dalam konteks keindonesian 

dapat diteliti berdasarkan disiplin ilmu perundang-undangan dan Fiqh 

Al-Qanuny. Penelitian ini dapat dikaji pula melalui disiplin ilmu fikih dan 

ushul fikih, karena kegiatan Taqnin merupakan persoalan ijtihadi, dan 

masalah-masalah ijtihad merupakan kajian ilmu fikih dan ushul fikih.  

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian ini bersifat  

deskriptif karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana penalaran 

hukum dalam proses Taqnin hukum keluarga untuk menyelesaikan 

masalah dan problema keluarga sehingga dibutuhkan pembentukan 

qanun hukum keluarga yang berbeda dengan undang-undang 

perkawinan di Indonesia.  

Dengan demikian unit of analysis penelitian ini adalah naskah 

akademik qanun hukum keluarga dan produk proses legislasi hukum  

keluarga yang telah disahkan dan diparipurnakan  oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2014-2019.  
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Berdasarkan tipe penelitian di atas, maka sumber penelitian  

terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia (Marzuki, 2006:144).Sumber 

penelitian lapangan dieksplorasi dari dokumentasi penyusunan naskah 

akademik dan para pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan 

naskah akademik.  Para pihak  dapat dibedakan kepada tiga kelompok 

yaitu informan, nara sumber dan responden. 

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang mengetahui 

secara praktikal dan konseptual mengenai proses legislasi Qanun di Aceh 

karena tugas, jabatan, kedudukan dan fungsinya. Untuk itu tokoh yang 

akan diwawancarai Tim Ahli yang tergabung dalam tim pembentukan 

hukum keluarga, baik dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh 

(MPU), Dinas Syari‟at Islam dan  Bagian Biro Hukum Setda Provinsi 

Aceh. 

Nara sumber ialah orang yang memiliki kualifikasi dan 

kemampuan akademik formal yang membidangi disiplin ilmu legislasi 

hukum baik hukum nasional dan hukum Islam. Untuk itu, peneliti 

mewawancarai dua pakar hukum Islam yang terlibat dalam pembahasan 

dan atau seminar qanun hukum keluarga guna memberikan penilaian 

terhadap kualitas proses dan mekanisme legislasi hukum keluarga.    

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang menjadi objek 

suatu kebijakan atau masalah hukum Islam untuk mengetahui sikap dan 

persepsi mereka secara subyektif yang dimuat dalam media cetak. 

Produk legislasi objeknya adalah masyarakat, maka lembaga swadaya 

masyarakat di Aceh yang bergerak dalam bidang hukum akan menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

Bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku 

tentang legislasi hukum Islam di Indonesia, jurnal-jurnal hukum, dan 

kamus-kamus hukum. Peneliti menelusuri referensi kepustakaan atau 

dokumentasi notulensi pembahasan Rancangan hukum keluarga. Untuk 

itu peneliti melakukan penelusuran literatur hukum. Literatur hukum 

terkait dengan sumber hukum.  
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Sumber hukum dalam penelitian hukum dibagi menjadi tiga 

macam, pertama, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-

undangan terkait legislasi hukum nasional dan catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan rancangan Qanun hukum keluarga di Aceh. 

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu rancangan Qanun, laporan 

penelitian, Jurnal, makalah, buku-buku yang terkait dengan fiqh al-

Qanuni dan berbagai kajian serta penelitian yang berhubungan dengan 

legislasi hukum Islam. 

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa koran, 

majalah, ensiklopedi, kamus dan dokumen pendukung lainnya yang  

terkait legislasi hukum secara umum dan informasi khusus tentang  

respon terhadap hukum keluarga (Soerjono Soekanto, 2010:52). 

  

C. Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka secara detail tahapan-tahapan 

yang akan ditempuh yaitu: 

Pertama, diadakan telaah terhadap berbagai referensi, untuk 

menemukan konsep dan teori tentang tahapan dan mekanisme Taqnin 

Hukum keluarga, serta teori pembentukan peraturan perundang-

undangan dalam konteks Indonesia. Sumber-sumber primer ialah buku-

buku yang terkait dengan fiqh al-Qanuni dan berbagai kajian serta 

penelitian yang berhubungan dengan legislasi hukum Islam. Buku-buku 

yang terkait dengan ilmu perundang-undangan tentunya akan 

digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami proses legislasi di 

Indonesia. 

Kedua, dilakukan sejumlah penelitian terhadap berbagai referensi 

tentang proses pembentukan hukum keluarga di beberapa negara yang 

cenderung mengikuti sistem hukum sipil (civil law). Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses legislasi hukum 

keluarga di negara-negara yang mayoritas muslim di tengah 

keberagaman agama komunitas warga negaranya. Aspek yang lebih 

ditekankan pada tahapan ini adalah bagaimana tahapan Taqnin hukum 

keluarga berdasarkan uraian para pakar. Pendapat pakar akan dianalisis 
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berdasarkan teori sistem hukum Friedman  sehingga dapat diamati 

karakteristik kegiatan Taqnin di Aceh dalam sistem hukum Indonesia.  

Ketiga, upaya menemukan proses Taqnin atau legislasi hukum 

keluarga di Aceh dalam koridor hukum nasional. Penelitian ini ditujukan 

untuk mencari tata aturan baku yang dipedomani dalam proses 

pengundangan hukum keluarga  di Indonesia sehingga dapat dipahami 

apakah proses legislasi hukum di Aceh mengikuti pola legislasi tersebut 

atau pola legislasi model Aceh yang khas. 

Kegiatan Taqnin sebagai kegiatan pembentukan peraturan 

perundang-undangan, maka pada setiap tahapan pembentukan hukum 

keluarga di Aceh dianalisis berdasarkan ketentuan pembentukan hukum 

normatif yang ditetapkan pemerintah dan dianalisis pula dengan teori 

dan praktek pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

dikemukakan pakar dalam berbagai referensi yang tersedia. 

Keempat, dilakukan penelitian terhadap bagaimana metode 

penalaran dalam proses Taqnin hukum keluarga di Aceh, terutama pasal-

pasal yang ditetapkan berpedoman pada syari‟at (muatan hukum 

berpedoman pada al-Quran, hadits dan ijma), pendapat fikih mazhab dan 

ijtihad para tim penyusun qanun hukum keluarga, terutama pada bagian 

muatan materi Qanun yang dilegislasikan. Pada tahapan ini tentunya 

dilakukan penelitian pemetaan pasal-pasal yang berhubungan dengan 

materi muatan Qanun Hukum. Peran pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembentukan Qanun akan ditelusuri berdasarkan hasil wawancara. Hasil 

wawancara direkonstruksi untuk menemukan fungsi dan peran masing-

masing pihak yang memberikan kontribusi dalam pembentukan qanun 

hukum keluarga.  

Tentunya peneliti melakukan pengkajian dokumentasi, dan 

mengadakan wawancara dengan perancang qanun dan pihak-pihak yang 

terlibat di dalam perancangannya guna mendapatkan data tentang 

langkah-langkah yang mereka tempuh dalam penyusunan Qanun 

tersebut. Untuk mempertajam analisis, peneliti berusaha menggunakan 

analisis kualitatif terhadap materi muatan Qanun berdasarkan referensi 

kitab-kitab fikih dan ushul fikih agar dapat dijelaskan apakah substansi 

hukum keluarga sesuai dengan syari‟at dan dalam korelasinya dengan 
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hukum nasional, atau diperlukan mekanisme baru agar syari‟at tetap 
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nasional. Berdasarkan tahapan tersebut, maka penelitian penelitian 

hukum untuk kebutuhan akademik ini menempuh alur pekerjaan 

penelitian secara skematis berikut: 
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BAB IV 

PEMBENTUKAN  

HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH) 

DI ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 

 

 Fokus utama penelitian ini menguraikan bagaimana metode 

penalaran dalam proses legislasi hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhiyah) 

di Aceh. Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga (Ahwal Al-

Syakhshiyah) merupakan hasil proses yuridis bersama antara Pemerintah 

Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Proses pembentukan 

Qanun ini tentunya terkait dengan bagaimana kedudukan Syari‟at, dan 

fikih, bagaimana kedudukan hukum positif (ius constitutum) dan hukum 

yang dicita-citakan (ius constituendum) dalam proses Taqnin  hukum 

Keluarga di Aceh. Setelah peneliti menguraikan proses dan mekanisme 

legislasi hukum Keluarga, perlu ditelaah pula bagaimana peluang dan 

tantangan penerapan hukum Keluarga ini. Uraian bab ini diawali dengan 

gambaran sistematika Qanun yang terdiri dari: 

 Bagian atas halaman pertama memuat Lambang Pancacita  

Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 14  Tahun 2019 tentang Hukum 

Keluarga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan Nama Allah 

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Atas Rahmat Allah yang Maha 

Kuasa Gubernur Aceh. Konsideran Menimbang 5 (lima) diktum, 

mengingat, 4 (empat) diktum. Penyebutan dengan persetujuan bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh menjadi syarat 

keberlakuan Qanun. 

 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

terdiri dari 20 bab dan 186 pasal dengan rincian sebagai berikut: 

Bab I, Kentuan Umum, Pasal 1 sampai Pasal 4. Bab II, Pernikahan, 
Bagian Kesatu, Dasar Pernikahan Pasal 5 dan Pasal 6, Bagian Kedua, 
Pencatatan Pernikahan Pasal 7 sampai dengan Pasal 8, Bagian Ketiga, 
Peminangan Pasal 9 samapai dengan pasal 11, Bagian Keempat, 
Persiapan Pernikahan Pasal 12 dan Pasal 13, Bagian Kelima, Persyaratan 
Pernikahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16.  

Bab III, Rukun Nikah, terdiri dari; Bagian Kesatu, Umum Pasal 17. 
Bagian Kedua, Calon Suami dan Calom Isteri Pasal 18, Bagian Ketiga, 
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Wali Nikah, Paragraf 1, Umum Pasal 19, Paragraf 2, Wali Nasab Pasal 20 
dan Pasal 21, Paragraf 3, Wali Hakim Pasal 22, Bagian Keempat, Saksi 
Nikah Pasal 23, Bagian Kelima, Akad Nikah Pasal 24. Bab IV, Mahar 
Pasal 25 sampai Pasal 28.  

Bab V, Perjanjian Pernikahan Pasal 29 sampai dengan Pasal 35. 
Bab VI, Nikah Hamil Pasal 36. Bab VII, Beristeri Lebih Dari Satu Orang 
Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, Bab VIII, Pencegahan Pernikahan Pasal 
42 sampai dengan Pasal 47, Bab IX, Batalnya Pernikahan Pasal 48 sampai 
dengan Pasal 53.  

Bab X, Hak dan Kewajiban Suami Isteri. Bagian Kesatu, Umum 
Pasal 54, Bagian Kedua, Kedudukan Suami Isteri Pasal 55, Bagian Ketiga, 
Kewajiban Suami Pasal 56, Bagian Keempat, Kewajiban Isteri Pasal 57, 
Bagian Kelima, Tempat Kediaman Pasal 58 dan Pasal 59, Bagian Keenam, 
Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang Pasal 60 dan 
Pasal 61.  

Bab XI, Harta Kekayaan Dalam Pernikahan Pasal 62 sampai 
dengan Pasal 73, Bab XII, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan 
Anak Pasal 74 dan Pasal 75, Bab XIII, Pengasuhan Anak Pasal 76 sampai 
dengan Pasal 85, Bab XIV, Perwalian Pasal 86 sampai dengan Pasal 91. 

Bab XV, Putusnya Pernikahan, Bagian Kesatu, Umum Pasal 92 
sampai dengan Pasal 104, Bagian Kedua, Tata Cara Perceraian Pasal 105, 
Bagian Ketiga, Gugatan Perceraian Pasal 106 sampai dengan Pasal 112. 
Bab XVI, Akibat Putusnya Pernikahan, Bagian Kesatu, Akibat Talak Pasal 
113 dan Pasal 114, Bagian Kedua, Iddah Pasal 115 dan Pasal 116, Bagian 
Ketiga, Akibat Perceraian Pasal 117, Bagian Keempat, Mut‟ah Pasal 118, 
Bagian Kelima, Akibat Khuluk dan Li‟an Pasal 119 dan 120. 

Bab XVII, Rujuk, Bagian Kesatu Umum Pasal 121 sampai dengan 
Pasal 123, Bagian Kedua, Tata Cara Rujuk Pasal 124. Bab XVIII, Masa 
Berkabung Pasal 125, Bab XIX, Hukum Kewarisan, Bagian Kesatu, Umum 
Pasal 126 dan Pasal 127, Bagian Kedua, Ahli Waris Pasal 128 sampai 
dengan Pasal 131, Bagian Ketiga, Besarnya Bagian Pasal 132 sampai 
dengan Pasal 147, Bagian Keempat Aul dan Rad Pasal 148 dan Pasal 149 

Bab XX, Wasiat Pasal 150 sampai dengan Pasal 165, Bab XXI, 
Hibah Pasal 166 sampai dengan Pasal 169, Bab XXII, Pernikahan Antar 
Warga Negara Pasal 170 dan Pasal 171, Bab XXII, Pembiayaan Pasal 172, 
Bab XXIV, Larangan Nikah Pasal 173 sampai dengan Pasal 180. Bab XXV, 
Ketentuan „Uqubat Pasal 181, Bab XXVI, Penegakan Qanun Pasal 182 dan 
Pasal 183. Bab XXVII, Ketentuan Peralihan Pasal 184, Bab XXVIII Pasal 
185 dan Pasal 186. 
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A. Pengertian, dan Ruang lingkup Taqnȋn Hukum  Keluarga di Aceh 

1. Pengertian Taqnȋn Hukum Keluarga Aceh 

Pada bagian sub pembahasan ini, pengertian Taqnȋn semakna 

dengan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang tata cara pembuatan Qanun. Sementara definisi 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sebagai dasar pemikiran 

untuk menganalisis makna Taqnȋn  yang didefinisikan oleh pakar hukum 

dan legislator di Aceh. 

 Ungkapan Taqnȋn diartikan dengan proses legislasi. Kata legislasi 

berarti peraturan. Istilah legislasi secara khusus berarti pembentukan 

peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun. Kata legislasi 

digunakan untuk menyederhanakan istilah proses pembentukan 

peraturan.  

Menurut Muhibbuthabry (10 Juli 2020), Taqnȋn adalah penulisan 

hukum  Islam dalam bentuk bab dan pasal untuk dipedomani oleh 

hakim, jaksa, polisi dan petugas Wilayat al-Hisbah dalam penegakan 

hukum Islam. Menurutnya Taqnin merupakan istilah yang berkembang 

di dunia Islam dalam upaya membahasakan hukum Islam menjadi 

hukum positif. Menurut Fikri (28 Juli 2020) menyatakan, Taqnȋn adalah 

upaya penulisan hukum pidana Islam yang dilaksanakan oleh lembaga 

legislatife bersama dengan eksekutif  dalam rangka implementasi  

kewenangan yang diberikan oleh aturan perundang-undangan terkait. 

Taqnȋn didefinisikan pula dengan pengundangan atau pembuatan 

Undang-undang. Materi hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih 

disebut hukum normatif. Ketika hukum fikih tersebut diundangkan oleh 

negara (DPRA bersama Pemerintah Aceh), maka fikih berubah bentuk 

menjadi hukum positif.  

Produk legislasi dalam konteks Aceh disebut Qanun Aceh. 

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2011 tentang tata cara 

pembentukan qanun, Pasal 22, mendefinisikan Qanun Aceh adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan 

persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.  
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Dalam konteks Aceh proses legislasi Hukum Keluarga adalah pembuatan  

aturan atau norma yang terkandung dalam Al-Quran, hadits dan fikih 

mazhab yang berhubungan dengan  Hukum Keluarga (Ahwal Al-

Syakhshiyah) menjadi  peraturan perundang-undangan dalam bentuk 

hukum positif  agar menjadi pedoman para penegak hukum dalam 

penyelesaian perkara keluarga.   

Hal ini berarti, pengundangan Hukum Keluarga menjadi hukum 

positif memiliki sifat memaksa para pihak (aparat penegak hukum, dan 

masyarakat) berpedoman pada qanun tersebut. Transformasi asas dan 

kaidah hukum Keluarga dalam peraturan perundang-undangan 

menjadikan qanun hukum Keluarga memiliki daya atur, daya ikat, dan 

daya paksa. 

Legislasi hukum Keluarga Aceh berarti proses pembentukan 

materi hukum keluarga menjadi peraturan perundangan-undangan 

sebagai pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum dalam lingkup 

hukum Keluarga nasional.  

 Proses pembentukan direncanakan melalui program legislasi 

yaitu sebuah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-

undang atau peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu 

dan sistematis. Pada tingkat nasional program legislasi ini disebut 

Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Pada tingkat provinsi Aceh, 

program legislasi disebut Prolega (Program Legislasi Aceh) dan program 

legislasi untuk tingkat kabupaten/kota disebut Prolek.( 

www.acehimage.com, 14 September 2020) 

Pedoman yang menjadi dasar hukum proses legislasi Hukum 

Keluarga di Aceh diatur dalam Bab XXXV; Qanun, Peraturan Gubernur, 

dan Peraturan Bupati/Walikota, termaktub dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun 

yang  ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan 

Gubernur Aceh. Qanun ini merupakan derivasi dari Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  

http://www.acehimage.com/


52) Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020 

Berdasarkan uraian di atas, maka proses legislasi Hukum 

Keluarga Aceh sesuai dengan prinsip Negara berdasarkan hukum, di 

mana Negara menetapkan payung hukum bagi setiap peraturan 

perundang-undangan yang akan ditetapkan oleh institusi Negara secara 

rinci dengan menyebutkan pengertian proses legislasi dalam kerangka 

Negara berdasarkan hukum. 

Jika dikaji dalam teori legislasi dan teori pembentukan peraturan 

perundang-undangan, maka proses legislasi hukum Keluarga Aceh telah 

melahirkan beberapa pembaharuan proses legislasi terutama pengertian 

terkait dengan proses pembentukan hukum. Ungkapan Qanun dan 

Qanun Aceh adalah istilah baru dalam hukum positif di Indonesia. 

Demikian pula ungkapan pembentukan Qanun.  

 

2. Ruang Lingkup Taqnȋn Hukum  Keluarga Aceh 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh, Bab XVII, memuat Pasal 125, 126 dan 127 

tentang syari‟at Islam dan pelaksanaannya. Pasal 125 ayat (2) 

menyatakan, Syari‟at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi beberapa 

hal, antara lain: (1) akidah, (2) syariah dan (3) akhlak. Pasal ini dijelaskan 

lebih rinci dalam ayat (2) yaitu Syari‟at Islam sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum 

keluarga/perdata), muamalah (hukum ekonomi), jinayah (hukum 

pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan 

pembelaan Islam. Pasal 125 ayat (2) di atas, secara tegas menyebutkan 

ruang lingkup pelaksanaan syari‟at Islam yang juga meliputi hukum 

jinayah (hukum pidana).   

Namun berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2011 di atas memberikan implikasi kewenangan luas bagi 

Pemerintah Aceh bersama DPRA membentuk Qanun Aceh, baik jenis 

dan bentuk hukuman dalam muatan materi yang berbeda dengan 

ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

dan ketentuan dalam materi muatan pidana berdasarkan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.    
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Pasal 15, ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, 

menyebutkan materi muatan pidana hanya dapat dimuat dalam:  

a. Undang-undang 

b. Peraturan Daerah Propinsi; atau 

c.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Pada Pasal 238 ayat (2) menyebutkan ketentuan pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c berupa 

ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 

denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).  

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

menyebutkan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah 

kabupaten/ kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau Pidana 

Denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 

Namun ketentuan Pasal 15 ayat  (2) Undang-undang No.12 Tahun 

2011 di atas dikecualikan, karena adanya pasal 241 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan; 

Qanun mengenai Jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan 

ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dasar hukum proses Taqnȋn 

hukum Keluarga, mekanisme, ruang lingkup materi muatannya memiliki 

landasan konstitusional yang cukup jelas dan kuat. Para legislator dapat 

membentuk aturan hukum pidana Islam yang berbeda dengan ketentuan 

hukum pidana lainnya.  

Berdasarkan sejumlah dasar hukum di atas, pada Bab I, Ketentuan 

Umum, Pasal 1 diktum 4, definisi Hukum Keluarga (Ahwal Al-

Syakhshiyah) adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang 

hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan. Diktum 3, 

definisi Syari‟at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek 

kehidupan.   

Diktum 17, Rujuk adalah pernyataan/perbuatan suami kembali 

kepada isterinya untuk membina mahligai rumah tangga kembali dalam 

masa Iddah. Diktum 19, Nafkah Iddah adalah kewajiban mantan suami 

kepada mantan isteri selama masa Iddah. Diktum 20, Hadhanah adalah 
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tanggung jawab orang tua terhadap nafkah untuk kelangsungan hidup 

anak sampai dewasa. Sejumlah diktum di atas menurut peneliti 

merupakan hasil perumusan secara khusus karena hanya termaktub 

dalam Qanun ini, dan tidak ditemukan maksud serupa dengan Qanun 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. 

Sejumlah ketentuan pasal dalam ayat dan diktum di atas 

merupakan perumusan para penyusun qanun hukum keluarga yang 

secara definitif singkron dengan definisi yang tercantum dalam undang-

undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. 

 
B. Metode Penalaran dalam Proses Taqnin Hukum Keluarga di Aceh 

Metode penalaran dalam proses Taqnin (legislasi) dapat diamati 

dari dokumen naskah akademik dan isi muatan materi hukum  yang 

telah berbentuk pasal-pasal yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 

14 tentang Hukum Keluarga. Peneliti menguraikan isi naskah akademik 

dan mengutip sejumlah pasal dalam upaya mengungkap bagaimana 

metode penalaran yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam 

penyusunan qanun.  

Dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Aceh 

Tentang Hukum Keluarga dibiayai oleh Dinas Syariat Islam Propinsi 

Aceh melalui Nota Kesepahaman Kerjasama Swakelola  antara Dinas 

Syariat Islam Propinsi Aceh Dengan Lembaga Pusat Studi Hukum dan 

Pemerintahan Lhokseumawe Nomor 070/0775/2016 dan 

03/VI/PSHP/2016 Tahun 2016. (Naskah Akademik, 2016). Tim 

Penyusun terdiri dari; Prof. Dr. Syahrizal Abbas., MA, Konsultan Peneliti, 

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, Konsultan Peneliti, Dr. Faisal, S.Ag., 

S.H., M.Hum, Ketua Tim Peneliti, Dr. Yusrizal, S.H., M.H, Sekretaris Tim 

Peneliti, Zulfikar., S.Sos. Bendahara, M. Amin., S.Sos., MA, Bidang 

Kesekretariatan, Nanda Amalia, S.H., M.Hum, Bidang Riset, Dr. Mukhlis, 

S.H., M.H. Bidang Perancangan Naskah. 

Berdasarkan dokumen naskah akademik, terungkap latar 

belakang penyusunan qanun hukum keluarga di Aceh karena ditolaknya 

usulan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
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Perkawinan telah diajukan oleh berbagai pihak dan disertai dengan 

catatan daftar inventaris masalah (okezone, 16 Januari 2015). Usulan ini 

diajukan, diantaranya dengan memperhatikan pentingnya upaya 

peninjauan kembali atas keberadaan suatu undang-undang yang telah 

berusia lebih dari 40 tahun.  

Kondisi masyarakat yang terus berubah serta tidak melupakan 

adanya fakta yang terungkap di masyarakat bahwa angka kekerasan 

dalam rumah tangga tampaknya terus meningkat, padahal masyarakat 

membutuhkan adanya perlindungan yang menyeluruh dari negara di 

dalam mewujudkan tujuan perkawinannya untuk membentuk keluarga 

yang sakinah mawaddah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 

(Wawancara, Jamaluddin, 1 -7-2020). 

Oleh karena itu salah satu asas pembentukan hukum keluarga 

yang mengindikasikan sumber pedoman tertauang dalam asas dapat 

dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut, baik secara Islami,  filosofis, yuridis maupun sosiologis. 

(Wawancara, Yusrizal, 30-7-2020).  

Aspek Islami adalah terkait dengan nilai-nilai Islam sesuai dengan 

Alqur‟an dan hadist serta Imam Mazhab; Aspek Filosofis adalah terkait 

dengan nilai-nilai Pancasila, etika dan moral yang berlaku di masyarakat. 

Qanun yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk 

berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; 

Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar 

kewenangan pembuatan Qanun. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan 

Qanun yang disusun tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh 

masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang 

bersangkutan. (Naskah Akademik, 2016: 44). 

Narasi substantif naskah akademik di atas menyatakan bahwa 

sumber materi muatan hukum keluarga yang akan dibentuk didasarkan 

pada nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran, Hadits serta pendapat 

Imam Mazhab.   

Namun supremasi syariat tidak menutup peluang bagi peran 

manusia dalam membuat hukum. Dengan demikian, dalam Islam ada 
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hukum yang langsung berasal dari Allah, yaitu syar‟i dan ada hukum 

buatan menusia yang disebut qanun, yang keberlakuannya diakui dalam 

sistem hukum Islam, sepanjang tidak menyalahi syariat (Jazuni, 2005:50). 

Pernyataan di atas menyatakan secara jelas bahwa metode 

penalaran yang digunakan dalam menyusun aturan hukum keluarga di 

Aceh menggunakan penalaran bayany (penalaran berdasarkan ketentuan 

Al-Quran dan Hadits), serta ijtihad.   

Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislative 
(al Sultah al Tasyr’iyah) yang mengikat setiap warga dimana undang-
undang itu diperlakukannya, yang apabila dilanggar akan 
mendatangkan sanksi. Dalam konteks kehidupan kenegaraan modern, 
undang-undang umumnya merupakan consensus bersama (ijtihad jama’i) 
yang dinamika relative lamban, karena biasanya untuk mengubah suatu 
undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan persiapan yang tidak 
sederhana.(Naskah Akademik, 2016: 64). 

Pernyataan di atas menyebutkan secara eksplisit metode yang 
digunakan dalam penyusunan pasal-pasal hukum keluarga di Aceh yaitu 
ijtihad jama’i, yaitu metode penalaran hukum melalui consensus bersama 
semua pihak yang tergabung dalam perancangan qanun hukum 
keluarga. Ijtihad jama’i  sebagai metode utama dalam penalaran hukum 
keluarga dapat pula didukung oleh metode penalaran lainnya seperti 
istislahy dan sadduzzariat yang akan penulis uraikan dalam penyajian 
table-tabel „Uqubat bagi pelanggaran pasal tertentua dalam qanun 
hukum keluarga.  

Secara detail metodeHal ini sesuai dengan penyataan Dinas 
Syariat Islam Aceh yang melaksanakan  workshop rancangan qanun 
hukum keluarga di salah satu hotel di Banda Aceh. Munawar A Djalil 
mengatakan ada empat tujuan diadakan acara tersebut. Pertama, Sebagai 
dasar pemikiran yang bersifat islamis, filosofis, sosiologis dan yuridis 
untuk membuat regulasi mengenai hukum keluarga. Kedua, Sebagai 
bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam proses pembuatan 
qanun hukum keluarga. Ketiga, Sebagai bahan informasi untuk 
melakukan studi lebih lanjut yang berkaitan dengan hukum keluarga di 
Aceh. Keempat, Sebagai bahan referensi bagi publik atau pihak yang 
membutuhkan suatu kebijakan pemerintah Aceh dalam melahirkan 
hukum keluarga (dsi.acehprov.go.id, 22 Desember 2017). 

Kepala Dinas Syari‟at Islam Provinsi Aceh (Wawancara, 17-2020), 
menyatakan urgensi penyusunan qanun hukum keluarga yang spesifik 
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Aceh mengingat maraknya perilaku qadhi liar yang menikahkan 
pasangan suami isteri secara rahasia dan praktik poligami yang tidak 
bertanggung jawab oleh sebagian masyarakat dan tingginya 
penelantaran anak sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan 
yang memuat hukuman alternative penjara, cambu dan denda bagi 
pelanggaran pasal-pasal yang terkandung dalam qanun. Pembahasan 
qanun tentu dilakukan secara bersama dengan melibatkan para seperti 
Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, 
Majelis Permusyawaratan Ulama, serta para ahli hukum. 

Namun, pembahasan pembentukan qanun hukum keluarga 
dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan  membuat 
rancangan qanun hukum keluarga yang di dalamnya juga memuat 
aturan yang membolehkan poligami (ajnn, 07 juli 2019, rri.co.id, 09 Juli 
2014). Rancangan Qanun tersebut banyak menuai kontroversi di 
kalangan masyarakat lokal maupun nasional. Menyadari hal tersebut, 
DPR Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk 
meminta masukan serta kritik dari masyarakat, terutama dari kelompok 
masyarakat yang berfokus pada isu keseteraan gender (Modusaceh.co, 01 
Agustus 2019). 

Berikut peneliti akan mengemukakan beberapa substansi Qanun 

Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga dengan mengutip 

sejumlah pasal yang peneliti anggap urgen untuk dikemukakan agar 

terungkap beberapa perbedaan hasil penalaran para perancang qanun 

dalam merumuskan hukum keluarga tersebut.   

Pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019, menyatakan 

ruang lingkup hukum Keluarga mengatur tentang:  a. Pernikahan; b. 

rukun nikah; c. mahar; d. perjanjian Pernikahan; e. nikah hamil; f. 

beristeri lebih dari satu orang; g. pencegahan Pernikahan; h. batalnya 

Pernikahan; i.hak dan kewajiban suami isteri; j. harta kekayaan dalam 

Pernikahan; k. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak; l. 

pengasuhan anak; m. perwalian; n. putusnya Pernikahan; o. akibat 

putusnya Pernikahan; p. rujuk; q. masa berkabung; r.hukum kewarisan; 

s. Wasiat; t. Hibah; u. Pernikahan antar warga negara; v. Pembiayaan; 

w. larangan nikah; x. ketentuan Uqubat; dan y. penegakan Qanun.  

Ruang lingkup hukum Keluarga menggunakan terma bahasa 

Arab seperti istilah Uqubat. Istilah mahar, rujuk, hibah, tetap 

menggunakan terminologi bahasa Arab.  Penggunaan istilah berbahasa 
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Arab, menurut hemat peneliti dalam rangka memberikan ciri qanun 

hukum Keluarga sebagai salah satu produk fikih. Upaya ini sesuai 

dengan apa yang dilakukan oleh Rijal al-Qanun (penyusun qanun) untuk 

tetap mempertahankan istilah fikih meskipun ketika materi fikih berubah 

bentuk menjadi hukum positif.  (Jawwad Muhammad, 1998:66-67). 

Bahasa juga menjadi salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam 

konteks keindonesian dan pembeda nilai-nilai yang terkandung dalam 

hukum Islam. 

Ruang lingkup Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga 

di atas, memuat pula ruang lingkup yang lebih rinci dan berkembang 

dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perkawinan seperti 

nikah hamil dan penetapan hukuman bagi pelaku pelanggaran pasal 

tertentu. Hal ini dapat dinyatakan legislasi hukum Keluarga Aceh telah 

melakukan beberapa pengembangan dan pembaharuan hukum.   

Pengembangan dan pembaharuan Hukum berdasarkan metode  

ijtihad jama’i dapat diamati pula dari ketentuan yang terkandung dalam 

Bab XXV tentang Ketentuan „Uqubat, Pasal 181 yang menyatakan: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) diancam dengan pidana penjara  

paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun 

1 (satu) bulan atau „uqubat ta‟zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh 

lima) kali dan paling sedikit 13 (tiga belas) kali atau denda paling banyak 

250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 130 

(seratus tiga puluh) gram emas murni.   

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47 

ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 113, Pasal 173 ayat (1), 

Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (3), 

diancam dengan pidana penjara  paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan 

dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau „uqubat ta‟zir cambuk paling 

banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau 

denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan 

paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni. 
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Ketentuan Pasal di atas, tentunya tidak ditemukan klasifikasi dan 

substansinya secara identik dalam berbagai pendapat fikih.  Ketentuan-

ketentuan dimaksud dalam konteks hukum Aceh sebagai bagian sistem 

hukum Indonesia hasil produk eksekutif (Pemerintah Aceh), hasil kerja 

sama dengan DPRA untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka kedua 

lembaga tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang amat sentral dan 

krusial untuk merealisasikan semua peraturan dan Qanun Aceh. 

Beberapa Uqubat yang ditetapkan dalam Pasal 181 di atas akan 

peneliti jelaskan kedudukannya dalam konteks syari‟at, fikih mazhab dan 

adat pada uraian sub bab ini tentang kedudukan syari‟at, fikih mazhab 

dan adat dalam penetapan pasal-pasal dalam qanun hukum keluarga. 

Berikut peneliti juga mengemukakan landasan pembentukan qanun 

hukum keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian 

metode penalaran dalam proses Taqnin hukum keluarga di Aceh.  

Pembentukan setiap peraturan perundang-undangan dilandasi 

oleh landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Uraian 

landasan pembentukan hukum Keluarga berikut dinarasikan pula  asas 

dan ruang lingkup Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019  tentang Hukum 

Keluarga yang menyebutkan asas pembentukan hukum Keluarga sesuai 

Pasal 2 berasaskan: a. keislaman; b. keadilan; c. keterbukaan; d. 

kemanfaatan; e.kekeluargaan; f. musyawarah dan mufakat; g. kearifan 

lokal; h.kepastian hukum; dan i. teritorial. 

Asas keislaman, kekeluargaan, kearifan lokal dan teritorial 

merupakan asas pembentukan peraturan perundangan spesifik Aceh 

yang tidak ditemukan terminologinya dalam Kitab Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nasional. Penetapan asas-asas 

tersebut  dapat dinyatakan sebagai perumusan asas baru yang tidak 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. 

Asas-asas pembentukan hukum Keluarga sejalan dengan pendapat Ibnu 

„Ashur yang menyatakan 3 (tiga) tujuan hakiki penetapan „Uqubat 

syari‟at yaitu pendidikan bagi masyarakat, perlindungan bagi korban 

dari pelaku pidana, dan pencegahan terjadinya tindak pidana. (Ibnu 

„Ashur, 2009:232-233). Upaya ini juga dapat dinyatakan sebagai bentuk 

Al-Ijtihad Al-Jama’i dalam kontekstualisasi fikih era modern.  Al-Ijtihad Al-
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Jama’i, dalam kajian pakar hukum modern memiliki persyaratan dan 

ketentuan tertentu pula. Di antara persyaratan ijtihad model ini yaitu 

individu yang terlibat dalam proses ijtihad adalah pakar dalam 

bidangnya dan dilaksanakan secara kolektif. („Arif, Ag287@lms.mediu. 

edu.my, akses 12 Februari 2016 dan „Izat Ruby, googlescholar.co.id, akses 12 

Februari 2016).   

Berikut akan peneliti paparkan landasan dalam pembuatan 

Hukum  Keluarga. Terdapat tiga landasan, pertama, filosofis yaitu kaedah 

hukum harus sesuai cita-cita hukum (rechtsidee), dan pandangan hidup 

masyarakat Aceh, kedua, sosiologis dan ketiga yuridis seperti yang 

disebutkan dalam naskah akademik hukum Keluarga. 

1. Landasan Filosofis 

Hukum keluarga di Aceh memiliki filosofi yang memiliki 
karakteristik kehidupan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-
nilai Ilahiah, karena kehidupan masyarakat Aceh dalam sistem 
kekeluargaan harus selalu menyesuaikan dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam ketentuan syara‟ terutama yang bersumber dari fiqh-
fiqh (pendapat Imam Mazhab). Seperti dalam perkawinan, harta bersama 
dalam perkawinan, nafkah, hadhanah dan warisan selalu dikaitkan 
dengan hukum-hukum Allah yang sudah mendarah daging, semenjak 
zaman dahulu kala jika terjadi pelanggaran dipandang telah melanggar 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam 
pembentukan hukum keluarga harus sejalan dengan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum syariat, yang 
diimplementasikan dalam bentuk fiqh-fiqh (pendapat Imam Mazhab). 
Demikian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai permusyawaratan dan nilai-
nilai keadilan yang sudah menjadi bahagian dalam kehidupan 
masyarakat Aceh, dalam membina hubungan kekeluargaan dan 
menyelesaikan berbagai persoalan keluarga dalam masyarakat Aceh, 
prinsip-prinsip kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan selalu 
dikedepankan. Prinsip-prinsip ini jauh sebelumnya telah diatur dalam 
hukum syariat Islamuntuk membentuk masyarakat madani, terutama 
dalam pembentukan keluarga. 

Landasan filosofis dapat diamati pula dari penegasan landasan 
filosofis pembentukan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang 
Hukum Keluarga termaktub dalam konsideran menimbang point a. 
bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang 
membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi kenyakinan serta 
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pegangan hidup masyarakat Aceh, b. bahwa masyarakat Aceh dalam 
mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai 
karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat 
Islam; c.bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan 
yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, 
membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan 
keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh.  

2. Landasan Sosiologis 
Landasan sosiologis berkaitan efektifitas kaidah qanun dalam 

kehidupan masyarakat Aceh. Ada dua cara untuk mengetahui kaidah ini, 
pertama, apakah digunakan melalui pemaksaan penguasa (machttheorie) 
kepada masyarakat; atau, kedua, penerimaan (pengakuan) masyarakat 
(the recognition theory). Selain itu, juga harus sesuai dengan living law 
masyarakat. Upaya ini sesuai dengan apa yang dilakukan ulama Aceh 
masa lalu seperti Jalaluddin At-Tarusany pengarang kitab Safinat al-
hukkam fi Takhlish al-Khassam, menetapkan „Uqubat Bughat yaitu 
dipenjara, qisas, had atau hukuman lain sesuai ijtihad penguasa sebagai 
bentuk ijtihad yang tidak terikat pada mazhab yang menjadi panutan 
Negara pada saat itu, bukan syafi‟i oriented. At-Tarusany dalam 
melakukan law finding selalu mempertimbangkan setting sosial-politik 
yang mengelilinya (Tim Penulis, 2010:152). Artinya, diterima seluruh atau 
mayoritas masyarakat, sehingga tidak sekedar merekam keadaan 
seketika (moment opname). 

Pembentukan peraturan (Qanun) yang akan diterapkan di Aceh 
haruslah mengedepankan realitas sosiologis masyarakatnya baik nilai, 
norma dan pelbagai bagian dari kearifan lokal yang hidup ditengah-
tengah masyarakat.  Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Memorandum of 
Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta 
implementasi poin 1.1.2, 1.2.2 dan 1.4.2 MoU Helsinki, menegaskan 
komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, 
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. 

Suatu keluarga terbentuk dari suatu perkawinan, tanpa 
perkawinan mustahil terbentuk suatu keluarga. Perkawinan merupakan 
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga inti terbentuk 
dari suatu perkawinan antara seorang pria sebagai suami yang menjadi 
kepala keluarga dan seorang wanita sebagai isteri yang berkedudukan 
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sebagai ibu rumah tangga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu 
menjadi anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang mempunyai 
tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan saling ketergantungan.  

Perkawinan dalam pembentukan keluarga merupakan persoalan 
kemasyarakatan karena dimana ada masyarakat disitu ada perkawinan 
untuk membentuk keluarga inti yang selanjutnya membentuk keluarga 
yang lebih luas sampai pada terbentuknya suatu negara. Hukum-hukum 
yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara 
nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan 
menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di 
tengah-tengah masyarakat Aceh. 

Uraian di atas menyatakan kondisi sosial masyarakat Aceh yang 
terus memperjuangkan pelaksanaan Syari‟at Islam melalui jalur 
konstitusional. Kondisi ini tentunya menjadi landasan sosiologis bagi 
pembentukan hukum Keluarga di Aceh. 

3. Landasan Yuridis.  

Landasan legal yuridis menentukan keberlakuan produk hukum 

setelah melalui proses peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis 

(yuridische gelding), terbagi dua: 1) yuridis formal yaitu: a) adanya 

kewenangan pembentukan pada lembaga (eksekutif dan legislatif); dan 

b) ditetapkan melalui proses dan prosedur antara legislatif dan eksekutif, 

jika tidak diikuti maka kaidah hukum batal demi hukum 

(vanrechtwegenitig); dan, 2) yuridis materiil yaitu: a) substansinya sesuai 

jenis qanun; b) kaidah qanun tidak boleh kontradiksi dengan peraturan 

di atasnya. Sebagaimana, teori Stufentheory (Han Kelsen) diwujudkan 

dalam asas lex superior derogate legi inferior (peraturan yang tinggi 

mengalahkan peraturan yang rendah). Artinya, kaidah Qanun Keluarga, 

perintah Pasal 125 ayat (3) UUPA, tidak boleh kontradiksi dengan UUPA 

dan UUD 1945. 

Oleh karena itu, hukum Keluarga Aceh dibentuk berdasarkan 

landasan yuridis berikut:  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun  1945;  

2. Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 

Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Tahun 1, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019; 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3893);  

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); 

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam; (Qanun No. 14 Tahun 2019)  

Berdasarkan berbagai peraturan perundangan-undangan di atas, 

maka pembentukan hukum Keluarga dalam rangka pelaksanaan syari‟at 

Islam di Aceh memiliki landasan yuridis cukup kuat  perintah dari 

Undang-undang untuk diatur melalui Qanun Aceh.  

Ketiga landasan pembentukan hukum Keluarga di atas, 

menunjukkan bahwa legislasi hukum Keluarga merupakan kehendak 

masyarakat Aceh yang tentunya harus diatur melalui lembaga DPRA 
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bersama Pemerintah Aceh sebagai perwujudan amanah dan perintah 

undang-undang.   

 

C. Kedudukan Syari’ah, Fikih Mazhab dan Adat dalam Proses Taqnin 

Hukum Keluarga di Aceh 

Berikut ini, peneliti mengklasifikasi sejumlah Pasal yang terkait 

Jarimah beserta Uqubat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Keluarga. Uraian masalah ini terkait dengan rumusan masalah 

yang peneliti tetapkan tentang bagaimana kedudukan syari‟at, fikih dan 

hukum positif beserta hukum Adat dalam proses Taqnin Hukum 

Keluarga di Aceh.  

Peneliti menetapkan tiga kategori yaitu; 

Sesuai definisi operasional yang peneliti dirumuskan pada bab dua 

dalam menentukan kriteria sejumlah pasal yang terdapat dalam Qanun 

dimaksud, maka: 

1. Setiap ketentuan yang telah termaktub dalam al-Quran dan hadits 

menjadi pedoman muatan materi pasal produk legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh, maka 

ketentuan hukum Keluarga yang ditetapkan bersumber dari 

syari‟at yang dijadikan muatan materi hukum keluarga dalam 

pembentukan hukum di Aceh. (kriteria  1) 

2. Setiap ketentuan syariat yang telah diinterpretasi dan dijabarkan 

oleh ulama fikih mazhab terhadap Hukum Keluarga  termaktub 

dalam al-Quran dan hadits dikategorikan sebagai fikih mazhab.  

Sejumlah pasal produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 

bersama Pemerintah Aceh adalah ketentuan hukum Keluarga yang 

ditetapkan berdasarkan pemahaman ulama fikih mazhab dari 

ketentuan al-Quran dan hadits yang dijadikan muatan materi 

hukum keluarga dalam pembentukan hukum di Aceh. (kriteria 2) 

3. Jika materi muatan Jarimah dan „Uqubat dalam Qanun Aceh 

Nomor 14 Tahun 2019 tidak ditemukan sumber dan dasar muatan 

materinya dalam pendapat ulama fikih mazhab, tidak termaktub 

pula dalam hukum Positif, maka Pasal-Pasal tersebut dikategorikan 

sebagai hasil ijtihad Perancang Qanun yaitu Tim Ahli yang terdiri 
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dari unsur ulama, cendikiawan, dan anggota DPRA yang peneliti 

istilahkan dengan pendapat  Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh. 

Sebagai Perancang Qanun mereka telah melakukan integrasi 

sejumlah materi muatan hukum Keluarga. Oleh karena itu, jika 

ditemukan sejumlah Pasal yang murni produk Tim Perancang 

Qanun, maka Ulama Aceh telah melakukan Ijtihad Kolektif yang 

melahirkan sejumlah Pasal Keluarga  berdasarkan Ijtihad  

Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh. Peneliti menyebutkan dengan 

istilah Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh (kriteria 3). 

4. Jika ketentuan Jarimah dan „Uqubat yang termaktub dalam Qanun 

dimaksud tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya 

dalam Fikih Mazhab namun termaktub dalam hukum Positif, maka 

Pasal-Pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Positif 

(Kriteria 4) 

5. Jika ketentuan yang termaktub dalam Qanun dimaksud tidak 

ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam Fikih 

Mazhab namun termaktub dalam hukum Adat Aceh, maka Pasal-

Pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Adat 

(Kriteria 5) 

 

Kedudukan syari‟at sebagai ketentuan yang terkandung dalam Al-

Quran dan Hadits yang tidak mengandung ragam pendapat para ulama 

(ijma) menjadi prinsip-prinsip yang mengawal agar pasal-pasal yang 

terkandung dalam qanun hukum keluarga tidak keluar dari koridor 

ajaran Islam. Secara eksplisit dapat diamati dari pernyataan menimbang 

yang termaktub pada bagian konsideran Qanun Hukum Keluarga 

menyebutkan:a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama 

agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah 

menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh; b. bahwa 

masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan melaksanakan 

hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat 

dipisahkan dengan Syariat Islam.   

Fikih mazhab dalam qanun hukum keluarga diposisikan sebagai 

sumber normatif yang termuat dalam materi muatan pasal-pasal yang 
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termaktub dalam ruang lingkup pasal-pasal yang menyebutkan 

ketentuan rukun nikah; mahar; batalnya Pernikahan; hak dan kewajiban 

suami isteri; Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak; perwalian; 

putusnya Pernikahan; rujuk; masa berkabung; hukum kewarisan; Wasiat; 

Hibah;  larangan nikah.  

Di dalam Qanun Hukum Keluarga Aceh secara eksplisit tidak 

menyebutkan secara spesifik mazhab tertentu yang menjadi rujukan 

dalam penyusunan materi Qanun Hukum Keluarga, namun secara 

umum dapat terlihat pengaruh dari mazhab Syafi‟I dalam beberapa 

materi qanun. Hal ini tentunya memiliki alasan yang cukup kuat 

dikarenakan mazhab Syafi‟I merupakan mazhab yang dianut oleh 

mayoritas umat Islam di Aceh. Walaupun demikian para muqannin tidak 

mengabaikan mazhab lainnya, bahkan di antara hasil kajian penelitian ini 

peneliti menemukan fakta bahwa penyusunan materi Qanun Hukum 

Keluarga Aceh juga menggunakan metode ijtihad yang digunakan oleh 

mazhab lain seperti metode sad Al Zari’ah, Al Istihsan, Al Maslahah Al 

Mursalah, dan Maqasid Al Syari’ah.   

Berikut ini peneliti akan menarasikan pasal-pasal dalam beberapa 

tabel berikut untuk menentukan kriteria yang peneliti sebutkan di atas 

dalam upaya mengungkap bagaimana kedudukan syari‟at, fikih, hukum 

positif dan adat dalam Hukum Keluarga. Pasal-pasal yang akan disajikan 

dalam bentuk table adalah khusus pasal-pasal yang menurut peneliti 

menjadi pembeda antara qanun hukum keluarga di Aceh dengan 

peraturan perundang-undangan lainnya.  

Tabel 1 

Uqubat Pelanggaran Pasal Pasal 37 Ayat (2) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran 

Pasal 37 

Ayat ( 2) 

 

‘Uqubat 

 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Suami boleh 
beristeri 
lebih dari 1 
(satu) orang 
dan 
dilarang 
lebih dari 4 
(empat) 
orang. 
 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan dan 

paling 

singkat 10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua 

puluh 

lima) kali 

dan paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 250 

(dua ratus 

lima puluh) 

gram emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram emas 

murni 

1, 3,3,3 

 

 

Berdasarkan uraian table di atas, penetapan Uqubat Pelanggaran 

Pasal 37 Ayat (2) dalam bentuk ancaman dengan pidana penjara  paling 

lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan 

atau „uqubat ta‟zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan 

paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus 

lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas 

murni ditetapkan berdasarkan hasil ijtithad dengan metode ijtihad jama’ai 

hasil pendapat para pembentuk qanun (Muqannin) Aceh yang tidak 

ditemukan ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits, dan fikih mazhab. 

„Uqubat tersebut merupakan „Uqubat alternatif yang dapat ditetapkan 

para oleh para hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelanggar 

ketentuan pasal tersebut.   

Berikut ini disajikan Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (7) Qanun 

Aceh Nomor 14 Tahun 2019.          
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Tabel 2 

Uqubat Pelanggaran Pasal 37 Ayat (7) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran 

Pasal 37 Ayat (7) 

 

‘Uqubat 

 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

Dalam hal syarat 
utama 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (3) tidak 
mungkin 
dipenuhi, 
seorang suami 
dilarang beristeri 
lebih dari 1 
(satu) orang. 

 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan 

dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua puluh 

lima) kali 

dan paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 250 

(dua ratus 

lima puluh) 

gram emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram emas 

murni 

2,3,3,3 

 

Berdasarkan uraian table di atas, penetapan Uqubat Pelanggaran 
Pasal 37 Ayat (7) bagi seorang suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) 
orang namun tidak mampu memenuhi syarat dalam Pasal 37 Ayat (3) 
yaitu mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan adanya 
jaminan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.  
Bentuk ancaman dengan pidana penjara  paling lama 2 (dua) tahun 1 
(satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau „uqubat ta‟zir 
cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 
(sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram 
emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni ditetapkan 
berdasarkan hasil ijtithad dengan metode ijtihad jama’ai hasil pendapat 
para pembentuk qanun (Muqannin) Aceh yang tidak ditemukan 
ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadits, dan fikih mazhab.  
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Penetapan „Uqubat bagi pelanggar Pasal 37 Ayat (3) merupakan 
ijtihad Pembentuk Qanun (Muqannin). Para Pembentuk Qanun 
(Muqannin) menggunakan penalaran yang disebut dengan Ijtihad Al-
Maqasidy.  Ijtihad Al-Maqasidy diartikan sebagai operasionalisasi maqashid 
sebagai metode dan atau teori dalam penetapan hukum maslah tertentu, 
rasionalitas dalam berfikir dan terukur dalam mengamati persoalan 
kontemporer. Prinsip dasar penalaran Ijtihad Al-Maqasidy adalah 
Maqashid Al-Syari’ah itu sendiri.  („Audah, 2013:10-11, dan „Aly, 2007:267-
279). Upaya penemuan hukum (law finding) dalam konteks kajian hukum 
common law atau istimbat al-Ahkam dalam konteks Ushul Fiqh.  

Temuan ini tentunya berbeda dengan proses legislasi hukum 
Islam masa lalu. Negara-Negara Islam seperti Pakistan, Malaysia dan 
Brunei Darussalam cenderung menggunakan metode Takhayyur (seleksi) 
antar pendapat yang paling sesuai dan baik menurut perancang hukum 
dalam merumuskan perundang-undangan modernnya 
(Coulson,1990:185-2001). Penyusun Qanun sepertinya mengembangkan 
„Uqubat ini berdasarkan pada Maqashid Syari’ah („Aly, 2007:134), dengan 
mempertimbangkan mafsadah yang dapat mengganggu stabilitas 
kehidupan individu dan keluarga jika seorang suami menikah lebih satu 
isteri namun tidak memenuhi syarat utama. Penetapan ketentuan 
tersebut dapat dinyatakan pula sebagai bentuk perumusan Fiqh Al-
Maqasid yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum syari‟at, kemudian 
menggunakan prinsip umum tersebut dalam memahami teks nash yang 
khusus (Taha, 2001:124).  

Berikut ini disajikan Uqubat Pelanggaran Pasal 38 Ayat (1) Qanun 

Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga. 

 

Tabel 3 

Uqubat Pelanggaran Pasal 38 Ayat (1) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

38 Ayat (1) 
‘Uqubat  

Kriteria 
Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Suami yang hendak 
beristeri lebih dari 1 
(satu) orang wajib 
mendapat izin dari 
Mahkamah 
Syar‟iyah. 
 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan 

dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 

25 (dua 

puluh 

lima) kali 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus 

lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni 

dan 

paling 

sedikit 

100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

3, 3, 3,3 

 
Penetapan „Uqubat bagi pelanggar Pasal 38 Ayat (1) merupakan 

ijtihad Pembentuk Qanun (Muqannin). Para Pembentuk Qanun 
(Muqannin) menggunakan penalaran Saddu Zari’ah (menutup peluang 
terjadinya kemudharatan) bagi suami yang menikah lebih dari satu isteri 
namun tidak memiliki izin tertulis dari Mahkamah  Syar‟iyyah. Penyusun 
Qanun sepertinya mempertimbangkan syarat formal izin tertulis dari 
lembaga pengadilan. Persyaratan izin tidak disebutkan dalam teks nash 
dan fikih mazhab. Demikian pula dengan penetapan uqubat bagi yang 
tidak memiliki izin  bagi seorang suami menikah lebih satu isteri. 
Menurut Agustin (Wawancara, 20-9-2020) menyatakan,   ketentuan 
poligami pada qanun hukum keluarga adalah dalam rangka 
melindungan perempuan.  Saat ini banyak terjadi poligami liar. 
Perempuan menjadi korban dari praktik poligami liar. Korban praktik 
poligami liar tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh dan terlantar.  
Hal ini berpedoman pada KHI dan UU No. 1 tahun 1974. Hanya saja 
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persyaratannya lebih diperketat. Misalnya dalam undang-undang hanya 
disebutkan bahwa di antara syarat seseorang dibolehkan poligami  
adalah jika istri dalam kondisi sakit atau tidak dapat memberikan 
keturunan (pasal 4 ayat 2 UU. No. 1 1974 dan pasal 57 KHI). Maka dalam 
qanun hukum keluarga disyaratkan harus ada surat keterangan medis 
resmi yang menjelaskan bahwa si istri menderita penyakit yang tidak 
disembuhkan dan izin tertulis dari Mahkamah Syar‟iyyah. 

Ketentuan „Uqubat yang tercantum dalam Pasal 47 Ayat (2) dapat 
diamati table berikut.     

Tabel 4 

Uqubat Pelanggaran Pasal 47 Ayat (2) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 47 

Ayat (2) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

Apabila akad nikah 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) tetap dilaksanakan, 

kepada pasangan 

tersebut dikenakan 

sanksi 

Pidana 

penjara  

paling lama 2 

(dua) tahun 1 

(satu) bulan 

dan paling 

singkat 10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua 

puluh 

lima) kali 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 250 

(dua ratus 

lima puluh) 

gram emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram emas 

murni 

3,3,3,3 

 
Penetapan „Uqubat bagi pelanggar Pasal 47 Ayat (2) merupakan 

ijtihad Pembentuk Qanun (Muqannin). Para Pembentuk Qanun 
(Muqannin) menggunakan penalaran Saddu Zari’ah (menutup peluang 
terjadinya kemudharatan) bagi suami yang menikah lebih dari satu isteri 
namun tidak memiliki izin tertulis dari Mahkamah  Syar‟iyyah. Penyusun 
qanun sepertinya mempertimbangkan syarat formal izin tertulis dari 
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lembaga pengadilan agar seorang laki-laki memiliki legitimasi menikah 
lebih dari satu isteri. Persyaratan izin tidak disebutkan dalam teks nash 
dan fikih mazhab. Demikian pula dengan penetapan uqubat bagi yang 
tidak memiliki izin  bagi seorang suami menikah lebih satu isteri. 

Tabel berikut menjelaskan uqubat pelanggaran Pasal 67 Ayat (1)  
sebagai berikut. 

Tabel 5 

Uqubat Pelanggaran Pasal 67 Ayat (1) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

67 Ayat (1) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

Suami dan isteri 

dilarang 

menyalahgunakan 

kekuasaannya 

dalam mengurus 

Harta Seuhareukat 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan dan 

paling 

singkat 10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua 

puluh 

lima) kali 

dan paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 250 

(dua ratus 

lima puluh) 

gram emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram emas 

murni 

1,3,3,3 

 

Berdasarkan uraian table di atas, penetapan ketentuan hukum 

penyalahgunaan kekuasan dalam mengurus harta seuhareukat tentunya 

dilandasi pada dalil umum yang terdapat di dalam Al Quran dan Hadis 

Rasulullah. Diantaranya perintah Allah untuk menunaikan amanah dan 

ancaman Rasululullah di dalam hadis yang menyatakan; barangsiapa 

yang berbuat curang tidak termasuk dalam golongan kami. Sedangkan  

„Uqubat bagi pelanggar Pasal 67 Ayat (1) merupakan ijtihad pembentuk 

Qanun (Muqannin). Para pembentuk Qanun (Muqannin) menggunakan 
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penalaran Saddu Zari’ah (menutup peluang terjadinya kemudharatan) 

bagi pelaku penyalahgunaan harta Seuhareukat.  Suami dan isteri dapat 

dihukum jika  menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengurus Harta 

Seuhareukat.  Harta Seuhareukat tidak ditemukan ketentuan hukumnya 

dalam teks nash dan dalam kajian fikih mazhab. Adat sebagai dasar 

penetapan harta Seuhareukat dapat dinyatakan pula sebagai bentuk 

penggunaan ‘Urf  (tradisi masyarakat) Aceh yang ditetapkan melalui 

proses Taqnin.  

Berikut ini disajikan „Uqubat dalam Pasal 89 Ayat (2) Hukum 

Keluarga. 

Tabel 6 

Uqubat Pelanggaran  Pasal 89 Ayat (2) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

89 Ayat (2) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

Wali dilarang 

mengikat 

perjanjian, 

membebani dan 

mengasingkan 

harta orang yang 

berada di bawah 

perwaliannya, 

kecuali bila 

perbuatan tersebut 

menguntungkan 

bagi orang yang 

berada di bawah 

perwaliannya 

yang tidak dapat 

dihindarkan 

Pidana 

penjara  

paling lama 2 

(dua) tahun 1 

(satu) bulan 

dan paling 

singkat 10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua 

puluh 

lima) kali 

dan paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

1, 3,3,3 
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Penetapan „Uqubat bagi pelanggar Pasal 89 Ayat (2) merupakan 

ijtihad pembentuk Qanun (Muqannin) dengan menggunakan metode 

Saddu Zari’ah (menutup peluang terjadinya kemudharatan) bagi harta 

anak yang dikuasai wali. Para Wali dilarang mengikat perjanjian, 

membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi 

orang yang berada di bawah perwaliannya. Ijtihad ini memberi peluang 

kepada Pembentuk Qanun menggunakan Maqasid Al-Syari’ah sesuai 

dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Peluang lain yang 

dapat digunakan oleh para muqannin untuk berijtihad dalam menetapkan 

qanun Hukum keluarga adalah dengan menggunakan metode ishtishlahi 

yaitu sebuah kaidah penetapan hukum yang selalu mengedepankan 

perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan dan menolak setiap 

perbuatan yang menimbulkan kemudharatan kepaa manusia.  

Berikut, analisis Pasal 113 Ayat (1) Hukum Keluarga.      

Tabel 7 

Uqubat Pelanggaran Pasal 113 Ayat (1) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

113 
‘Uqubat Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda  

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pernikahan putus 
karena Talak, 
maka mantan 
suami wajib: 
a. memberikan 

mut`ah yang 
layak kepada 
mantan 
isterinya, baik 
berupa uang 
atau benda, 
kecuali mantan 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan dan 

paling 

singkat 10 

Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua 

puluh 

lima) kali 

dan paling 

sedikit 10 

Denda 

paling 

banyak 250 

(dua ratus 

lima 

puluh) 

gram emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

1,3,3,3 
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isteri tersebut 
Qabladdukhul; 

 

(sepuluh) 

bulan 

(sepuluh) 

kali 

(seratus) 

gram emas 

murni 

(1) (2) (3) (4) (5) 

b. memberi 
nafkah, tempat 
tinggal dan 
pakaian 
kepada 
mantan isteri 
selama dalam 
Iddah, kecuali 
mantan isteri 
telah dijatuhi 
Talak ba’in 
atau nusyuz 
dan dalam 
keadaan tidak 
hamil; 

c. melunasi 
mahar yang 
masih 
terhutang 
seluruhnya, 
dan sebagian 
apabila 
Qabladdukhul; 
dan 

d. memberikan 
biaya Hadhanah 
untuk anak-
anaknya yang 
belum 
mencapai usia 
21 (dua puluh 
satu) tahun 

 „   
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„Uqubat sesuai table di atas bagi pelanggar Pasal 113 Ayat (1) 

merupakan ijtihad pembentuk Qanun (Muqannin) dengan menggunakan 

metode Istishlahy (penetapan suatu hukum berdasarkan pertimbangan 

manfaat dan mafsadat) yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang 

dilanggar. Mantan suami yang tidak bertanggung jawab akan 

mendapatkan konsekwensi hukum jika terbukti tidak menjalankan tugas 

dan kewajibannya seperti memberikan mut`ah yang layak kepada 

mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri 

tersebut Qabladdukhul; memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian 

kepada mantan isteri selama dalam Iddah, kecuali mantan isteri telah 

dijatuhi Talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 

melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan sebagian apabila 

Qabladdukhul;  dan memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya 

yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Penetapan usia ini 

berbeda dengan pendapat fikih mazhab yang tidak menetapkan usia 

sebagai satu-satunya penciri usia dewasa (Ali, 2007:58-60, dan al-Nu‟asy, 

tt:17-23).  

Tabel 8 

Uqubat Pelanggaran Pasal 173 Ayat (1)  

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

173 Ayat (1) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) Setiap orang 

dilarang 

melangsungkan 

Pernikahan di 

luar 

pengawasan 

Penghulu 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) tahun 

1 (satu) 

bulan dan 

paling  

Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua 

puluh 

lima) kali  

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus lima 

puluh) 

gram emas 

murni dan  

4,3,3,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 singkat 10 

(sepuluh) 

bulan 

 

dan paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram emas 

murni 

 

„Uqubat sesuai table di atas bagi pelanggar Pasal 137 Ayat (1) 

merupakan ijtihad pembentuk Qanun (Muqannin) dengan menggunakan 

metode Saddu Zari’ah (menutup peluang terjadinya kemudharatan) yang 

ditimbulkan akibat perbuatan seseorang yang menikah di luar 

pengawasan penghulu.  

Berikut ini disajikan „Uqubat Pasal 173 Ayat (2) Hukum Keluarga 

yang menetapkan ketentuan pidana bagi seseorang yang berwenang 

melaksanakan pernikahan. 

Tabel 9 

Uqubat Pelanggaran Pasal 173 Ayat (2) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 173 

Ayat (2) 
‘Uqubat 

Kriteria 
Bunyi Pasal 

 
Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) Pelaksanaan 

Pernikahan dan 

pencatatan 

Pernikahan dilarang 

dilakukan oleh orang 

yang tidak berwenang 

termasuk qadhi liar 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan  

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 

25 (dua 

puluh 

lima) kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus 

lima 

puluh) 

gram 

3, 3, 3, 3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh) 

bulan 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

emas 

murni 

dan 

paling 

sedikit 

100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

 

 

„Uqubat sesuai table di atas bagi pelanggar Pasal 137 Ayat (1) 

merupakan ijtihad pembentuk Qanun (Muqannin) dengan menggunakan 

metode Saddu Zari’ah (menutup peluang terjadinya kemudharatan) yang 

ditimbulkan akibat perbuatan seseorang yang melaksanakan pernikahan 

dan tidak melakukan pencatatan pernikahan serta pernikahan yang 

dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk qadhi liar. 

Keputusan ini, menurut hemat penulis merupakan kreasi Pembentuk 

Qanun (Muqannin) Aceh. Menurut A Gani Isa (Wawancara, 21-9-2020) 

sanksi  pidana mengacu pada pidana karena ada unsur pemalsuan data 

seperti praktik qadhi liar. Qadhi liar dianggap melakukan suatu 

perbuatan hukum /pernikahan yang bukan tugasnya qanun harus ada 

sanksi supaya qanun itu dapat efektif berjalan. Terutama qadhi liar 

dengan tujuan memperkecil ruang gerak mereka supaya mereka tidak 

menikahkan orang sembarangan tanpa ada kewenangan, misalnya 

menikahkan istri orang atau menikahkan orang yang tidak memenuhi 

syarat.      

Berikut ini disajikan  „Uqubat Pasal 175 Ayat (1) Hukum Keluarga. 
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Tabel 10 

Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (1) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran 

Pasal 175 ayat (1) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

Pernikahan 
dilarang antara 
pria dengan 
wanita yang 
disebabkan: 
a. Pertalian 

Nasab 
b. Pertalian 

Kerabat 
Semenda, dan 

c. Pertalian 
Sesusuan 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan dan 

paling 

singkat 10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 25 

(dua 

puluh 

lima) kali 

dan paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 250 

(dua ratus 

lima puluh) 

gram emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram emas 

murni 

1, 3, 3, 3 

 
 Ketentuan larangan perkawinan dalam Pasal 175 Ayat (1) sesuai 

table di atas sebagai ketentuan yang merujuk pada prinsip-prinsip 

syari‟at. Namun „Uqubat bagi pelanggar ketentuan pasal ditetapkan oleh 

Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh sebagai  „Uqubat Ta‟zir  dalam 

bentuk Cambuk, denda dan kurungan penjara yang dapat dipilih untuk 

dikenakan bagi pelaku Jarimah keputusan Hakim.  

„Uqubat di atas, dapat dinyatakan sebagai hasil pendapat 

Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh. Pandangan ini juga membuktikan 

adanya law finding Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh dalam 

pengundangan hukum Keluarga. Menurut peneliti, ketentuan ini 

didasarkan pada kondisi sosial kekinian yang terjadi di kalangan 

masyarakat Aceh. Ketentuan Pasal 167 Ayat (1) di atas mengandung pula 

prinsip zawajir, jawabir, dan ta’dib yang terkandung hukum Keluarga.    
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Berikut ini disajikan „Uqubat dalam Pasal 175 Ayat (2) Hukum 

Keluarga, menyebutkan ketentuan larangan pernikahan karena nasab. 

 

Tabel 11 

Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (2) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

175 Ayat (2) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

Larangan Pernikahan 
karena pertalian nasab 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, meliputi: 
a. Dengan seorang 

wanita yang 
melahirkan atau 
yang 

menurunkannya 
atau 
keturunannya 

b. dengan seorang 
wanita 
keturunan ayah 
atau ibu; dan 

c. dengan seorang 
wanita saudara 
yang 
melahirkannya 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan 

dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh

) bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 

25 (dua 

puluh 

lima) 

kali dan 

paling 

sedikit 

10 

(sepuluh

) kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 

(dua 

ratus 

lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni 

dan 

paling 

sedikit 

100 

(seratus

) gram 

emas 

murni 

1,3,3,3 

 

Ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 175 Ayat (2) 

berpedoman pada ketentuan syari‟at. Namun „uqubat dalam Pasal 175 

Ayat (2) di atas dapat digolongkan sebagai hasil ijtihad pembentuk 
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Qanun (Muqannin) Aceh. „Uqubat baik dalam  bentuk Cambuk, denda 

dan kurungan penjara dapat dipilih untuk dikenakan bagi pelanggar 

pasal dimkasud berdasarkan keputusan Hakim. „Uqubat Ta‟zir dan dapat 

dinyatakan sebagai hasil pendapat/ ijtihad Pembentuk Qanun 

(Muqannin) Aceh.    

Tabel 12 

Uqubat Pelanggaran Pasal 175 Ayat (3) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 175 

ayat (3) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Larangan Pernikahan 
karena pertalian kerabat 
semenda sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf 
b, yaitu: 
a. dengan seorang 

wanita yang 
melahirkan isterinya 
atau mantan isterinya; 

b. dengan seorang 
wanita mantan isteri 
yang 
menurunkannya; 

c. dengan seorang 
wanita keturunan 
isteri atau mantan 
isterinya, kecuali 
putusnya  

 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan 

dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 

25 (dua 

puluh 

lima) kali 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni 

dan 

paling 

sedikit 

100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

2,3,3,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

hubungan Pernikahan 
dengan mantan isterinya 
itu Qobladdukhul;  
d. dengan seorang wanita 
mantan isteri 
keturunannya 

    

 
Ketentuan larangan Pernikahan karena pertalian kerabat semenda 

yaitu: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau mantan 
isterinya; b. dengan seorang wanita mantan isteri yang 
menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau mantan 
isterinya, kecuali putusnya hubungan Pernikahan dengan mantan 
isterinya itu Qobladdukhul; d. dengan seorang wanita mantan isteri 
keturunannya merupakan ketentuan yang dirumuskan berdasarkan 
ketentuan fikih mazhab. Metode penalarannya merujuk kepada Qiyas 
(penetapan hukum berdasarkan kesamaan ‘illat (alasan penetapan 
hukum) antara sebuah perkara yang belum ada ketetapan hukumya di 
dalam nash dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya di 
dalam nash).  Namun uqubat terhadap pelanggar larangan di atas sebagai 
ketentuan hasil ijtihad pembentuk Qanun. 

 

Tabel 14 

Uqubat Pelanggaran Pasal 176 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 176 ‘Uqubat Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pernikahan juga dilarang 
selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
175, antara pria dengan  
 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua)  

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak  

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus  

1,3,3,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

wanita karena keadaan 
tertentu, yaitu: 

a. Wanita yang 
bersangkutan 
masih terikat tali 
Pernikahan 
dengan pria lain; 

b. Perceraian terjadi di 
luar Mahkamah 
Syar‟iyah; 

c. Belum ada putusan 
Mahkamah Syariyah 
tentang 
perceraiannya yang 
telah berkekuatan 
hukum tetap; 

d. Seorang wanita yang 
masih berada dalam 
masa Iddah;  

e. Pria yang sudah 
mempunyai 4 
(empat) orang isteri; 
dan 

f. Seorang wanita yang 
tidak beragama 
Islam. 

tahun 1 

(satu) 

bulan 

dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh) 

bulan 

25 (dua 

puluh 

lima) kali 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni 

dan 

paling 

sedikit 

100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

 

 
Ketentuan Pasal 176 merujuk kepada beberapa ketentuan. Di 

mana Pelarangan pernikahan antara pria dengan wanita karena keadaan 

tertentu pada poin a. Wanita yang bersangkutan masih terikat tali 

Pernikahan dengan pria lain;, poin d. Seorang wanita yang masih berada 

dalam masa Iddah;, poin e. Pria yang sudah mempunyai 4 (empat) orang 

isteri; dan poin  f. Seorang wanita yang tidak beragama Islam, 

merupakan ketentuan yang didasarkan pada ketentuan yang terdapat 

dalam fikih mazhab. Sedangkan ketentuan pada poin b. Perceraian terjadi 

di luar Mahkamah Syar‟iyah; dan poin c. Belum ada putusan Mahkamah 
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Syariyah tentang perceraiannya yang telah berkekuatan hukum tetap;, 

merupakan ketentuan hukum yang telah diatur di dalam hukum positif 

yaitu terdapat di dalam UU perkawinan tahun 1974 dan kompilasi 

Hukum Islam. Adapun ketentuan pidana penjara  paling lama 2 (dua) 

tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan „Uqubat ta‟zir 

cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 

(sepuluh) kali, dan denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram 

emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni 

merupakan ijtihad pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh dengan metode 

ijtihad jama’ai.   

Tabel 15 

Uqubat Pelanggaran Pasal 177 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

177 

‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Seorang pria yang 

sedang mempunyai 

4 (empat) orang 

isteri, yang keempat-

empatnya masih 

terikat tali 

Pernikahan atau 

masih dalam masa 

Iddah Talak raj’i 

ataupun salah 

seorang diantara 

mereka masih terikat 

tali Pernikahan  

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan 

dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 

25 (dua 

puluh 

lima) kali 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

2,3,3,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

sedang yang lainnya 

dalam masa Iddah 

Talak raj’i, dilarang 

melangsungkan 

Pernikahan dengan 

wanita lain 

    

Ketentuan Pasal 177 berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam 

fikih mazhab. Pelarangan seorang pria yang sedang mempunyai 4 

(empat) orang isteri, yang keempat-empatnya masih terikat tali 

pernikahan atau masih dalam masa Iddah Talak raj‟i ataupun salah 

seorang diantara mereka masih terikat tali Pernikahan sedang yang 

lainnya dalam masa Iddah Talak raj‟i, dilarang melangsungkan 

pernikahan dengan wanita lain merupakan ketentuan yang terkandung 

dalam fikih mazhab.  

Namun ketentuan pidana pelanggaran Pasal 177 dengan 

hukuman penjara  paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling 

singkat 10 (sepuluh) bulan „Uqubat ta‟zir cambuk paling banyak 25 (dua 

puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali, dan denda paling 

banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 

100 (seratus) gram emas murni merupakan ijtihad pembentuk Qanun 

(Muqannin) Aceh dengan metede ijtihad jama’i.  

Hal ini cukup beralasan karena sejumlah pasal merupakan murni 

produk Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh yang melakukan 

internalisasi terhadap prinsip syari‟at, mensinergikan dengan berbagai 

materi dan ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat, serta 

melakukan ijtihad tidak hanya dengan menggunakan disiplin ilmu fikih 

dan ushul fiqh, namun dengan berbagai lintas disiplin ilmu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka proses dan mekanisme legislasi 

hukum Keluarga di Aceh menggabungkan pluralisme hukum dan legal 

realisme yang diakomodir dalam teori positifisme sesuai teori yang 

dianut dalam legislasi qanun dan peraturan perundang-undangan 
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lainnya di Indonesia melalui proses ijtihad. Ijtihad sebagai upaya 

penalaran dan penetapan hukum bagi suatu peristiwa atau persoalan  

kekinian  yang belum memiliki ketentuan hukum tentu dapat dilakukan 

untuk memberikan kepastian hukum dalam tradisi hukum positifistik. 

Imam Syafi‟i pun berpendapat bahwa ijtihad boleh dilakukan oleh 

seseorang yang memenuhi persyaratan untuk berijtihad (al-Syafi‟i, 

1309:494-496). Apalagi proses ijtihad tersebut dilakukan dengan metode 

jama’I yang melibatkan pakar dari lintas disiplin ilmu, sehingga 

menghasilkan produk hukum yang lebih konprehensif.   

 

Tabel 16 

Uqubat Pelanggaran Pasal 178 ayat (1) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran Pasal 

178 ayat (1) 
‘Uqubat 

Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Seorang pria 
dilarang 
melangsungkan 
Pernikahan dengan: 
a. wanita mantan 

isterinya yang 
sudah di Talak 3 
(tiga) kali; 

b. wanita mantan 
isterinya yang di 
Li’an 
 

 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan dan 

paling 

singkat 10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 

25 (dua 

puluh 

lima) kali 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni dan 

paling 

sedikit 100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

2,3,3,3 
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Ketentuan Pasal 178 Ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang 

terdapat dalam fikih mazhab. Pelarangan seorang pria melangsungkan 

pernikahan dengan: a. wanita mantan isterinya yang sudah di Talak 3 

(tiga) kali; b. wanita mantan isterinya yang di Li‟an merupakan 

ketentuan yang terkandung dalam fikih mazhab. Namun ketentuan 

pidana pelanggaran Pasal 178 Ayat (1) merupakan ijtihad pembentuk 

Qanun (Muqannin) Aceh dengan metede ijtihad jama’ai.  

Tabel 17 

Uqubat Pelanggaran Pasal 178 ayat (3) 

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga 

Pelanggaran 

Pasal 178 Ayat 

(3) 

‘Uqubat 
Kriteria 

Bunyi Pasal Penjara Cambuk Denda 

Wanita Islam 

dilarang 

melangsungkan 

Pernikahan 

dengan pria 

yang tidak 

beragama Islam 

Pidana 

penjara  

paling 

lama 2 

(dua) 

tahun 1 

(satu) 

bulan 

dan 

paling 

singkat 

10 

(sepuluh) 

bulan 

„Uqubat 

ta‟zir 

cambuk 

paling 

banyak 

25 (dua 

puluh 

lima) kali 

dan 

paling 

sedikit 10 

(sepuluh) 

kali 

Denda 

paling 

banyak 

250 (dua 

ratus 

lima 

puluh) 

gram 

emas 

murni 

dan 

paling 

sedikit 

100 

(seratus) 

gram 

emas 

murni 

1, 3,3,3 



88) Laporan PPIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020 

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 178 Ayat (3) yang 

menyatakan wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan 

pria yang tidak beragama Islam merupakan ketentuan yang terkandung 

dalam syari‟at.   Namun ketentuan pidana pelanggaran dimaksud 

merupakan ijtihad pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh dengan metode 

ijtihad jama’ai. 

Berdasarkan narasi data di atas dan pengklasifikasian peneliti 

terhadap sejumlah besar Pasal-Pasal dalam Qanun Aceh Nomor: 14 

Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga, maka dapat dinyatakan bahwa 

sebehagian besar pasal merupakan hasil ijtihad kolektif pembentuk 

qanun Aceh terutama „Uqubah yang bersumber dari hasil penggunaan 

beberapa metode penalaran hukum islam dengan pola ijtihad jama’ai.. Hal 

ini menjadi keunikan dan pembeda antara Qanun keluarga sebagai 

produk proses taqnin dalam sistem hukum nasional dengan produk 

hukum lainnya.  

 

D. Peluang dan Tantangan Qanun Hukum Keluarga Aceh 

Ijtihad Muqannin sebagai basis penetapan sejumlah pasal terutama 

yang terkait dengan „Uqubat yang terdapat di dalam qanun Hukum 

Keluarga Aceh tidak terikat dengan pendapat fikih mazhab bahkan 

ulama fikih kontemporer dengan menyusun pasal-pasal hukum Keluarga 

yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal Aceh dengan 

mengakomodir living law yang hidup dalam masyarakat Aceh.  

Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh mengundangkan hukum Keluarga 

(pidana) sebagai bentuk pembaharuan (legal change) dan penemuan 

hukum baru (law finding) dalam sistem hukum nasional.   

Pengembangan penetapan jenis „Uqubat merupakan hasil 

pemikiran Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh yang terlibat dalam 

penyusunan materi muatan Hukum Keluarga sehingga dapat dinyatakan 

bahwa Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh telah menghasilkan Qanun 

sebagai salah satu produk fikih Aceh. 

 Qanun hukum Keluarga Aceh telah memperoleh pengesahan 

bersama sehinggga sah menjadi hukum positif setelah memperoleh 

penetapan Gubernur Aceh menjadi Qanun Aceh Nomor: 14 Tahun 2019 
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tentang Hukum Keluarga ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal  7 

November    2019 M bertepatan 10 Rabiul Awal 1441H. Qanun ini belum 

diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2019.  

Hal ini menjadi kendala dalam penerapan qanun hukum 

keluarga. Kepala Dinas Syari‟at Islam, (Wawancara, 19-9-2020) 

menyatakan qanun hukum keluarga belum masuk dalam lembaran 

daerah. Tertahan di Menkopolhukam, dikarenakan saat pengajuan qanun 

tersebut dalam kondisi pemilu dan qanun tersebut sempat menjadi isu 

nasional dan dikhawatirkan menjadi riak dan polemik dalam pemilu. 

Namun pemerintah Aceh telah  mengirim surat kembali ke kemendagri 

untuk diberikan nomor register untuk disahkan dalam lembaran daerah. 

Namun sampai saat ini nomor registrasi belum turun dari  kemendagri. 

Kejelasan posisi qanun saat ini dapat dikonfirmasi biro hukum 

pemerintah Aceh. Hal ini pula yang menyebakan penjelasan atas Qanun 

Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga sebagai 

Tambahan Lembaran Aceh Nomor belum ditetapkan penomorannya oleh 

Pemerintah Aceh. 

Pembentukan qanun hukum keluarga menjadikan Aceh menjadi 

satu-satunya provinsi yang secara profesional dan konstitusional 

berusaha merumuskan format transformasi dan integrasi hukum 

Keluarga dalam sistem Negara berdasarkan hukum. Aceh, dalam konteks 

ini dapat dinyatakan sebagai role model  di Indonesia dan bahkan di dunia 

Islam. Upaya konstitusional mengundangkan hukum Keluarga dalam 

sistem hukum Indonesia. Pengundangan ini patut dicatat dalam tinta 

sejarah pembentukan hukum Islam sebagai lanjutan penulisannya 

menjadi hukum positif dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Aceh 

meneruskan sejarah panjang hukum Islam (Tarikh Tasyri' al-Islam), sesuai 

gagasan Ibnu al-Muqaffa' (720-760 M.) yang menganjurkan Taqnin 

(proses pembuatan Qanun) atau legislasi hukum Islam yang pertama, 

kepada khalifah Ja'far al-Mansur.   

Apabila menggunakan jalan pemikiran Mahmassani, maka Qanun 

Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga mempunyai tiga 

arti: Pertama, kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-

undang (Kitab Undang-Undang). Kedua, istilah yang merupakan padanan 
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dengan hukum. Ketiga, Undang-undang. Perbedaan pengertian yang 

ketiga ini dengan pengertian pertama adalah bahwa yang pertama lebih 

umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk 

permasalahan tertentu. 

Peluang penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang 

hukum Keluarga didukung perangkat penegak hukum yang telah diakui 

secara sah menurut peraturan perundang-undangan untuk 

melaksanakan proses peradilan yaitu Mahkamah Syar‟iyah Aceh baik di 

tingkat kabupaten/ kota hingga provinsi, serta pengakuan Mahkamah 

Agung terhadap sejumlah keputusan Mahkamah Syar‟iyah.  

Kondisi masyarakat Aceh yang secara bertahap telah menyadari 

keistimewaan hukum Keluarga Aceh memberi peluang bagi 

pembentukan kultur hukum masyarakat sehingga pada saatnya hukum 

Keluarga hanya berfungsi sebagai zawajir (fungsi pencegahan) semata, 

bukan sebagai jawabir ( sanksi dan hukuman) bagi pelaku pidana.  

Namun peluang penerapan Qanun tentang hukum Keluarga 

dibarengi pula dengan berbagai tantangan seperti ketidaksiapan golongan 

masyarakat luar Aceh yang tidak memahami Syari‟at Islam yang berlaku 

di Aceh dan tingkat kedalaman pemahaman mayoritas generasi muda 

Aceh terhadap substansi hukum Keluarga. Di samping itu, adanya 

dialektika pemikiran ulama Dayah yang cenderung berbeda dengan 

cendikiawan Aceh karena dipengaruhi hegemoni keilmuan sektarian 

menjadi ancaman bagi penyamaan dan penyatuan persepsi ulama dan 

intelektual Aceh dalam mendukung penegakan hukum Keluarga.  

Tantangan lainnya berasal dari respon lembaga swadaya 

masyarakat lokal, nasional dan bahkan internasional dalam menyikapi 

materi muatan hukum Keluarga memunculkan persoalan tersendiri 

dalam penerapan hukum Materiil Keluarga. Mereka beranggapan, adanya 

sejumlah pasal seperti pemberian izin kepada suami untuk memiliki 

lebih dari satu isteri dalam hukum Keluarga bertentangan dengan 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang mereka anut. 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan Hukum Keluarga sebagai 

gagasan  fikih  Aceh  ini  seolah  hendak menegaskan  kembali  apa  

yang  pernah  dilontarkan  oleh  Hasbi  Ash  Shiddieqy, pentingnya 
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membentuk “madzhab fikih Indonesia (Feener, 2001:83-115), dengan 

alasan fikih yang ada sekarang, paling kurang sebagian daripadanya, 

terikat  dengan daerah tertentu seperti fikih Hijazi dan fikih Iraqi, 

karenanya perlu diwujudkan hukum fikih yang sesuai dengan 

kepribadian Indonesia.  

Posisi historis  dan kondisi  sosiologis  masyarakat Aceh terhadap 
hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan hukum  
masyarakat, sehingga otomatis bisa menjadi daya ikat yang kuat.  Hal ini 
menjadi peluang yang sangat dominan di dalam penerapan suatu hukum 
dalam masyarakat Aceh, mengingat keberadaan hukum Keluarga 
mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum.   
Ini artinya penerapan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga 
mendapat dukungan mayoritas dari penduduknya, karena mayoritas 
penduduk yang berdomisili beragama Islam. 

Keberhasilan legislasi hukum Keluarga ditentukan oleh kesadaran 

hukum masyarakat dan atau politik hukum suatu negara. Kesadaran 

hukum masyarakat akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum 

yang hidup dalam masyarakat (living law). Bila hukum Islam telah 

menjadi living law, maka negara akan memberikan proteksi terhadap 

Hukum Keluarga ini.   

Legislasi hukum Keluarga sebagai upaya positivikasi hukum 

namun berarti pula unifikasi hukum, mengingat dalam kenyataannya 

hukum sangat plural, baik dari segi materinya, maupun dari segi 

definisinya. Kesatuan hukum diharapkan dapat mengatasi multi 

interpretasi hukum. Dengan kesatuan hukum akan terciptalah kepastian 

hukum dalam masyarakat. Hakim yang memutus sengketa akan merujuk 

kepada hukum Keluarga hasil produk legislasi sehingga dapat 

diberlakukan dalam suatu masyarakat.  

Proses legislasi menempuh jalur atau prosedur suatu lembaga 

yang lazim disebut lembaga legislatif. Kondisi anggota lembaga legislatif 

Aceh yang notabene semuanya muslim, namum minim pemahamannya 

terhadap hukum Keluarga, tentu akan menemukan kendala tersendiri. 

Namun kondisi ini dapat diatasi dengan pelibatan tim ahli hukum 

keluarga baik yang berasal dari Pemerintah Aceh dan tim ahli dari unsur 

dewan perwakilan rakyat Aceh.  
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Meskipun dinamika perdebatan wajar terjadi terutama adanya 

hegemoni politik atau hegemoni peradaban. Hal ini disebabkan adanya 

pluralitas dan perbedaan di berbagai hal; seperti perbedaan ras, bahasa, 

agama politik dan budaya (Qaradhawi, 2007:55). Maka negara bangsa 

menjadi ideal kala ia mampu mengemban perintah (taklîf) dari firman 

Allah (khithâb) yang pelaksanaannya butuh lembaga penegak hukum. 

Kenyataan ini menjadi tantangan bagi seluruh komponen 

masyarakat Aceh, sekaligus alasan memperbaharui mekanisme fikih 

klasik ke fiqh al-qanuni. Tuntutan mengamalkan fikih dalam negara 

bangsa menuntut perombakan mekanisme pembentukan dan 

implementasinya.  

Dalam konteks ini, al-siyâsah al-syar‘iyyah memegang peranan 

penting, apalagi jika nilai maslahat dari suatu kasus cenderung dicermati 

dari sudut pandang yang sangat beragam. Dalam hal ini, kekuatan 

negara sangat penting untuk menengahi dan mengeksekusi salah satu 

dari sekian maslahat yang diperdebatkan banyak pihak pada suatu 

kasus. Menurut Wael, Istislah merupakan salah satu alternatife metode 

penalaran hukum Islam (legal reasoning), berdasarkan pertimbangan 

manusia (Hallaq, 2005:1). 

Pembentukan qanun hukum keluarga dimulai dengan penyiapan 

naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. 

Setelah itu dilakukan penulisan awal draft qanun yang dilanjutkan 

dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai 

dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi 

dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik dikalangan team penyusun, 

dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam 

pembahasan intern legislatif atau dalam musyawarah antar para pihak, 

misalnya setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses 

dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa. 

Proses legislative drafting Hukum Keluarga memiliki landasan 

landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara filosofis Qanun nomor 

14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga mencerminkan sistim nilai 

maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku 

masyarakat. Aspek filosofis ini dimaksudkan agar agar produk hukum 
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yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-

tengah masyarakat Aceh. 

E. Analisis Hasil Penelitian 

Metode penalaran dalam pembaharuan hukum keluarga di 

negara-negara muslim menggunakan metode intra-doctrinal dan extra-

diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi . Ada tiga tipologi negara 

muslim yang melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu; pertama, 

negara muslim yang menggunakan hukum keluarga sebagaimana yang 

tersebut dalam fiqh klasik. Kedua, negara muslim yang mengadopsi 

hukum barat. Ketiga, negara muslim yang menggunakan hukum islam 

dengan prosedur yang dilakukan layaknya hukum Barat. Secara umum, 

hukum keluarga Islam yang diperbaharui meliputi; pembatasan usia 

pernikahan, kontrol terhadap poligami, perceraian melalui prosedur 

pengadilan, pembagian warisan, wasiat dan lainnya. (Sri Wahyuni, Jurnal 

Al-Ahwal, 6, 2013: 211-219). 

Perkembangan pemikiran hukum Islam di Turki datang jauh 

lebih awal daripada negara-negara yang membahasnya kemudian. 

Undang-undang Turki yang membahas tentang hukum Islam yang dapat 

dilihat contohnya UU Sipil Turki 1926 yang diadopsi dari UU Sipil Swiss 

1912 yang mengatur tentang  larangan poligami, kebebasan si isteri 

mengajukan tuntutan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, juga 

adanya kesetaraan dalam warisan. (Vita Vitria, Jurnal Humanika, 12, 

2012: 1-13) 

Ide pengkajian hukum syari‟ah, dalam hal ini hukum keluarga 

harus bersikap dialogis dan substantif. Polanya dapat dilakukan dengan 

cara; pertama, studi tentang hukum keluarga islam direlasikan dengan 

fungsi kelembagaan sosial masyarakat. Kedua, studi tentang hukum 

keluarga merupakan bagian dari proses ketegangan antara permasalah 

yang terjadi (konflik)  dan realitas di lapangan. Ketiga, dinamika yang 

terjadi dalam studi hukum keluarga islam ditengah perubahan sosial 

yang cukup signifikan. Keempat, harus ada perbandingan antara hukum 

keluarga Islam dengan hukum perdata lainnya. Kelima, relevansi hukum 

keluarga dengan aneka metode pengkajian ilmu-ilmu kenyataan hukum 

(realwissenschaft). (JB. Muslimin, Jurnal Ahkam, 15, Januari 2015: 37-47) 
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Berdasarkan telaah di atas, maka peneliti menawarkan  langkah 

kerja penulisan qanun hukum Keluarga di Aceh yang berkualitas dengan 

menawarkan konsep Ijtihad al-Maqasidi al-Jama’i dengan prinsip-prinsip 

sebagai berikut:  

1. Pemilihan Materi muatan pidana syari‟at yang bersumber dari al-

Qur‟an dan Hadits secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar 

sesuai disiplin ilmu) 

2. Penggunaan maksimal terhadap penalaran bayany, qiyasy, dan 

istislahy dalam penetapan ketentuan prinsip-prinsip materi 

muatan pidana secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai 

disiplin ilmu) 

3. Pengintegrasian dalil-dalil umum dan khusus teks nash terkait 

materi qanun untuk dirumuskan menjadi pasal-pasal secara 

kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu). 

4. Penjelasan rinci, konkrit dan jelas metode istinbath hukum setiap 

pasal sehingga maslahat yang ingin dicapai dari setiap pasal dan 

mafsadah yang ingin diminimalisir dan atau dihilangkan secara 

kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu) 

5. Penetapan pasal-pasal qanun dengan memperhatikan 

kemaslahatan subjek hukum (mashalihu al-‟ibad) di dunia dan 

akhirat secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin 

ilmu. 

Pembahasan pasal-pasal qanun melalui proses dan mekanisme 

yang berlaku secara kolektif (khusus tim ahli dan tim asistensi 

perancangan qanun).  

Kelima prinsip ini diharapkan Syari‟at Islam yang akan 

dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum (fiqih) Aceh yang akan 

menjadi sub sistem dalam sistem hukum nasional  dan sistem peradilan 

nasional dengan tetap menjaga prinsip syari‟at yang terkandung dalam 

Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah. Langkag di atas harus didukung pula 

oleh kajian sejarah pemikiran fikih dan penerapan Syari‟at Islam 

diberbagai belahan dunia dengan tetap menjaga kemaslahatan 

masyarakat modern. 
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Lebih detil langkah ini dapat diikuti pandangan Al Yasa‟ yang 

menyatakan bahwa suatu metode penalaran tetap bertumpu pada 

pertimbangan kemaslahatan. Penalaran istishlahiah paling kurang dalam 

keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum syara’ 

terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai nash khusus, 

tetapi tidak secara sempurna (Al Yasa‟, 2016:58-59).  

Upaya penyusunan Qanun tentang Hukum Keluarga ini, sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, akan 

meliputi ketentuan Syari‟at Islam (sebagai hukum positif) dalam bidang 

perdata keharta-bendaan (mu`amalah), perdata kekeluargaan (ahwal 

syakhshiyyah) dan pidana (jarimah) serta hukum acara di bidang perdata 

dan pidana. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerangka sistem 

hukum nasional dan sistem peradilan nasional.  

Terkait jurisdiksi legislasi Syari‟at Islam pasca implementasi 

Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini sendiri terdapat 

keragaman pandangan dan pendapat di kalangan ahli hukum 

mengenainya.  Ini dilatari karena undang-undang  pada dasarnya 

adalah aturan yang selalu terbuka atas pelbagai penafsiran, maka 

sebahagian memahami maksud pasal 241 UUPA itu sebagai kebolehan 

bagi Aceh untuk menggunakan serta menuliskan semua norma dan 

sanksi yang ada dalam Syari‟at Islam di bidang Keluarga. Hal ini berarti,  

qanun Syari‟at Islam yang  tertuang  dalam UUPA  merupakan aturan 

khusus  yang  dikecualikan dari aturan umum yang dapat dimuat 

dalam aturan setingkat Perda (lex specialis derogate lex generalis). 

Menurut  pandangan ini pula,  qanun syariat  Islam melalui berkah 

UUPA, diinterpretasikan setingkat “Perda Plus” yang tidak serta-merta 

bisa   dibatalkan kecuali   melalui   uji   materil   (judicial    review)   yang   

dilakukan Mahkamah Agung (MA) atas peraturan perundang-undangan 

yang tingkatnya di bawah 

 Di samping itu, persoalan kapasitas dan kompetensi para legal  

drafter  untuk menyusun naskah qanun Syari‟at Islam di Aceh juga 

merupakan permasalahan tersendiri. Keterbatasan kapasitas legal drafter 

yang memahami detail persoalan hukum Islam dan kemungkinan 

inkorporasi dan penerjemahannya ke dalam sistem hukum nasional 
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secara simultan tak pelak mengakibatkan terjadinya gap dalam setiap 

perumusan materil qanun syariat.  Pada  gilirannya,  legislasi  qanun  

syariat  lebih  dipahami  sebagai  memasukkan unsur materil hukum Islam 

ke dalam qanun tanpa melibatkan negosiasi, jurisdiksi dan konfigurasi 

politik yang mengitari perumusannya. 

Aceh telah menemukan sejumlah „ruang‟ berupa  dasar hukum 

terhadap peluang pengembangan dan penerapan  hukum Islam di negeri 

ini. Bahwa  dasar negara RI adalah Pancasila, di mana sila pertamanya 

berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu di dalam UUD 1945 pasal 

29 ayat (1), juga merupakan sikap akomodasi Negara terhadap masalah 

agama dan keagamaan.  

Pemberian kewenangan menguji perda kepada dua lembaga 

Negara yaitu Presiden melalui Menteri dalam Negeri dan Mahkamah 

Agung. Review yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri disebut 

dengan executive review sedangkan review yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung disebut dengan judicial review. Dua mekanisme 

tersebut dapat berujung pada pembatalan suatu peraturan daerah. 

Menteri dalam Negeri mendapatkan kewenangan dalam melakukan 

review atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang 

pemerintah daerah dan peraturan peundang-undangan turunannya 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

otonomi daerah (Pasal 218 UU No.32 Tahun 2004).  

Hak menguji (toetsingrecht) pada lembaga eksekutif yang disebut 

dengan pengujian eksekutif (executive review), Executive Review 

merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu 

peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila 

dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi maupun kepentingan umum. Jika pemerintah pusat 

berpendapat bahwa rancangan perda yang dibuat oleh pemerintah 

daerah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum 

(Soebechi, 2012:187). 

Executive Review merupakan bentuk pengawasan pemerintah 

pusat terhadap daerah, menurut Prayudi pengawasan adalah proses 
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kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 

dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat 

menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidak cocokan 

dan apakah sebab-sebabnya. Prinsip pengawasan yang terkandung 

dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan adalah pemerintah pusat 

berwenang untuk campur tangan lebih intensif terhadap persoalan-

persoalan di daerah.  

Bentuk pengawasan tersebut diatur dalam peraturan Menteri 

dalam Negeri nomor 2 tahun 2014 menganut dua sistem terhadap 

pengawasan perda, yaitu pengawasan yang berupa represif dan 

pengawasan preventif. Konsep pengawasan represif tersebut 

diaktualisasikan dalam bentuk keputusan pembatalan terhadap produk-

produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan 

umum dan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan represif menjadi 

konsep hukum yang menunjuk fungsi dan wewenang untuk 

membatalkan perda, apabila perda tersebut bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Dengan demikian konsep pengawasan represif merupakan konsep 

pengujian atau hak uji perda. 

Dalam Taqnin hukum Keluarga di Aceh, prospek kedepannya 

adalah bagaimana keinginan yang kuat dan dukungan dari masyarakat, 

ormas-ormas Islam mendukung proses Taqnin hukum keluarga secara 

kontinyu, agar Qanun telah dibahas bersama antara legislatife dengan 

pihak eksekutif Aceh. 

Berdasarkan telaah di atas, maka peneliti menawarkan  langkah 

kerja penulisan qanun hukum Keluarga di Aceh yang berkualitas dengan 

menawarkan konsep Al-Ijtihad al-Maqasidi al-Jama’i. Penerapan ijtihad 

integratife Maqasid Al-Syari’ah dan   Al-Ijtihad al-Jama’i dilaksanakan 

secara bersamaan. 

Penalaran melalui Maqasid menempuh empat langkah yaitu; 

pertama, Nash dipahami berdasarkan tujuan hakikinya, tidak hanya 

berdasarkan makna lafadh, akan tetapi dipahami secara seksama „illat 

dan tujuan utama penetapan hukum dalam nash. Kedua, Penggabungan 
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antara prinsip umum nash dengan dalil hukum khusus. Ketiga, 

Penyimpulan mamfaat yang ingin dicapai nash dan penolakan kerusakan 

yang ingin ditinggalkan secara mutlak. Keempat, penetapan keputusan 

dan maksud utama nash secara kongkrit.    

 Berdasarkan empat langkah di atas berikut ini peneliti 

menawarkan langkah kerja pembentukan qanun berkualitas secara 

materiil sebagai berikut:  

1. Pemilihan Materi muatan syari‟at yang bersumber dari al-Qur‟an 

dan Hadits secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai 

disiplin ilmu). 

2. Penggunaan maksimal terhadap penalaran bayany, qiyasy, dan 

istislahy dalam penetapan ketentuan prinsip-prinsip materi 

muatan pidana secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai 

disiplin ilmu). 

3. Pengintegrasian dalil-dalil umum dan khusus teks nash terkait 

materi qanun untuk dirumuskan menjadi pasal-pasal secara 

kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu). 

4. Penjelasan rinci, konkrit dan jelas maslahat yang ingin dicapai dari 

setiap pasal dan mafsadah yang ingin diminimalisir dan atau 

dihilangkan secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai 

disiplin ilmu) 

5. Penetapan pasal-pasal qanun dengan memperhatikan 

kemaslahatan subjek hukum (mashalihu al-’ibad) di dunia dan 

akhirat secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin 

ilmu. 

6. Pembahasan pasal-pasal qanun melalui proses dan mekanisme 

yang berlaku secara kolektif (khusus tim ahli dan tim asistensi 

perancangan qanun.  

 

Langkah kerja di atas, dapat digunakan oleh pemrakarsa setiap 

qanun yang akan diusulkan melalui proses legislasi hingga pengajuan 

rancangan qanun dari pemrakarsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Langkah kerja selanjutnya tentunya mengikuti mekanisme yang berlaku 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
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Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 

5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan studi peneliti terhadap hasil penelitian tentang 

Taqnin Hukum Keluarga yang secara spesifik mengkaji metode penalaran 

dalam proses Taqnin hukum keluarga di Aceh dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Metode penalaran (Istinbath)  yang digunakan dalam proses 

pembentukan Hukum Keluarga adalah Ijtihad Jama’ai sebagai 

metode utama. Ijtihad Jama’ai dikolaborasikan dengan metode 

Istislahy, Sadduz Zari’ah  dan ‘Urf.  Metode tersebut digunakan 

secara reflektif oleh pembentuk qanun (Muqannin) tanpa 

berpedoman kepada mazhab fikih tertentu.  

2. Kedudukan syari‟at sebagai sumber proses legislasi, fikih sebagai 

salah satu sumber materi muatan dalam legislasi hukum Keluarga. 

Hukum positif menjadi dasar hukum dalam proses Taqnin, 

sedangkan hukum adat menjadi sumber living law yang diakomodir 

dalam Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum 

Keluarga. Sumber hukum utama dalam penyusunan substansi dan 

materi muatan hukum berpedoman pada Al-Quran dan Hadits, 

sedangkan fikih mazhab sebagai hasil dari ijtihad ulama atas kedua 

sumber tersebut menjadi bahan baku dalam menyusun pasal-pasal 

Hukum Keluarga.  

3. Peluang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum 

Keluarga Tahun 2014 didukung oleh struktur hukum di Aceh yang 

telah dilibatkan dalam proses perumusan dan pembahasannya 

hingga sosialisasi terhadap aparat penegak hukum. Di samping itu 

substansi Hukum Keluarga yang dirumuskan berdasarkan asas-

asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional dan 

internalisasi prinsip syari‟at  telah memberikan peluang bagi 

tegakkanya pelaksanaan Qanun ini ketika diberlakukan di 

kalangan masyarakat Aceh. Tantangan penerapannya terkait 

dengan substansi hukum yang tidak setingkat pengetahuan antar  
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penegak hukum di Aceh, dan kultur masyarakat yang belum 

terbiasa dengan substansi hukum Keluarga.    

4. Pengundangan Hukum Keluarga melibatkan Tim Asistensi 

Pemerintah Aceh yang terdiri dari unsur Ulama dan cendikiawan 

dan Tim Ahli yang dibentuk oleh DPRA dengan melibatkan Ulama 

dan Cendikiawan sebagai Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh. 

Produk proses Taqnin hukum Keluarga sebagai salah satu proses 

pembentukan fikih Aceh khususnya dalam bidang pidana yang 

lokal Aceh, berbeda dengan tradisi pemikiran fikih mazhab. 

Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh telah berupaya melakukan 

pembaharuan dan penemuan hukum dalam sistem di Negara 

Pancasila berdasarkan prinsip Negara berdasarkan hukum. 

5. Upaya Pembentuk Qanun (Muqannin) Aceh untuk menuangkan 

hukum Keluarga menjadi hukum positif melalui proses dan 

mekanisme pembentukan peraturan-perundang-undangan dalam 

bentuk Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga Tahun 

2019 sebagai implementasi salah satu bentuk Otonomi Khusus bagi 

Aceh yang memiliki kewenangan melaksanakan Syari‟at Islam 

secara Kaffah  termasuk hukum Keluarga.  

6. Taqnin hukum Keluarga di Aceh sebagai proses legislasi  substansi 

syari‟at dalam desain baru pelaksanaan syariat Islam di era modern 

sebagai sub sistem hukum dalam negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemberlakuan 

hukum di dunia Islam. Produk Taqnin mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan kepastian hukum, karena tanpa legislasi hukum 

Islam menjadi hukum positif, maka ia hanya akan dianggap sebagai 

“hukum akhirat” yang sanksinya hanya teraplikasi di akhirat. 

7. Legislasi hukum Keluarga Aceh, tidak serta merta muncul begitu 

saja, akan tetapi melalui proses dan landasan yang digunakan 

untuk membentuknya, baik landasan filosofis, sosiologis maupun 

yuridis. Landasan filosofis dapat diamati dari nilai-nilai filosofis 

yang termaktub dalam konsideran dan penjelasan terhadap Qanun 

Aceh Nomor 6 tentang Hukum Keluarga Tahun 2014. Nilai-nilai 

Qanun   bersumber dari nilai-nilai keislaman, sejarah masyarakat 
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Islam di Aceh yang menjadikan Syari‟at sebagai pedoman pengatur 

hidup dan kehidupan masyarakat menganut prinsip keadilan, 

keadilan yang sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam. 

  

B. Rekomendasi  

Studi ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Legislasi Hukum Keluarga di Aceh sebagai role model dalam 

pembentukan peraturan daerah lainnya yang berdasarkan syari‟at 

namun tetap berada dalam bingkai hukum Indonesia.  Penulisan 

Hukum Keluarga menjadi hukum positif diajukan oleh Pemerintah 

Aceh selaku lembaga eksekutif yeng memiliki kewenangan 

mengajukan Qanun untuk dibahas bersama dengan DPRA sebagai 

lembaga legislastif. 

2. Qanun Aceh Nomor 14 tentang Hukum Keluarga Tahun 2019 

menjadi kebutuhan urgen untuk mengatur masyarakat Aceh di era 

modern dalam bingkai kesatuan Negara Republik Indonesia. Oleh 

karena itu, Pemerintah Aceh bersama pihak terkait dalam penegakan 

Syariat Islam idealnya menetapkan  kebijakan publik pro syari‟at 

bersandar pada logika komunikatif dan partisipatif dengan 

mengedepankan proses komunikasi dan partisipasi publik dengan 

tetap mengacu kepada nilai-nilai etis. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas produk legislasi agar qanun-qanun yang akan 

dihasilkan tepat waktu dan tidak terdesak waktu sehingga qanun 

produk legislatife berkualitas dengan  memperhatikan hajat hidup 

masyarakat. Rancangan qanun wajib dikomunikasikan, 

disosialisasikan, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta 

diuji kelayakan dan prioritasnya agar tidak keluar dari nilai-nilai etik 

dan harapan masyarakat Aceh. DPRA hendaknya pula memberikan 

kewenangan khusus bagi Ulama dan Cendikiawan dalam 

pembentukan qanun-qanun yang terkait dengan Syari‟at Islam.    

4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, diharapkan memiliki 

visi, misi dan tujuan yang sama serta lebih pro aktif dalam 
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perumusan qanun-qanun tentang Syari‟at Islam terutama ketika 

dilibatkan dalam proses pembentukan qanun.  

5. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, mengakomodir materi 

Keluarga secara khusus dalam materi ajar melalui  jalur pendidikan 

formal dan pendidikan non-formal  terhadap Hukum Keluarga agar 

dipahami secara Kaffah oleh semua pihak, baik aparat penegak 

hukum dan masyarakat hukum di Aceh. Subyek didik dijenjang 

pendidikan tertentu diajarkan materi muatan hukum Keluarga 

secara konseptual guna menanamkan pengetahuan dan kesadaran 

hukum sehingga akan melahirkan masyarakat yang adaptif dengan 

Syari‟at Islam.  

6. Segenap aparat penegak hukum di Aceh diharapkan memiliki visi, 

misi dan tujuan yang sama dalam mengaplikasikan Qanun Aceh 

Nomor 14 tentang Hukum Keluarga Tahun 2019, agar tidak 

berdampak pada upaya melemahnya penegakan hukum. Untuk itu 

peneliti merekomendasikan adanya diakomodirnya materi muatan 

hukum Keluarga secara khusus bagi aparat penegak hukum yang 

akan ditempatkan di Provinsi Aceh sehingga dialektika ideologi, 

diskusi nilai-nilai, dan penjelasan skala prioritas mengapa hukum 

Keluarga diberlakukan dapat dipahami secara komprehensif.  
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E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

N
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Judul Artikel Ilmiah 

Nama 

Jurnal 
Volume/Nomor/Tahun/Url 

1.  

Hak Waris Pemohon 

Euthanasia Pasif menurut 

Hukum Islam (Studi 

tentang Maqāṣid al-

Syarī‘ah) 

 

Jurnal 

Samarah 

 

Vol 3, No 2 (2019) 

https://www.jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/samarah/article/v

iew/4386 

2.  

Tinjauan  Undang-

Undang  Perlindungan 

Anak  Nomor 35 Tahun  

2014 Terhadap  

Rehabilitasi Anak 

Korban  KORBAN 

NAPZA (Studi Kasus 

Yayasan Pintu Hijrah 

Banda Aceh) 

 

Jurnal El 

Usrah 

 

VOL 2, NO 1 (2019) 

URL: 

http://103.107.187.25/index.php/usrah/a

rticle/view/7644 

3.  

Perkawinan Beda Agama 

Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi 

Kependudukan (Tinjauan 

Hukum Islam) 

 

Jurnal 

Media 

Syari’ah 

 Vol 20, No 2 (2018) 

http://103.107.187.25/index.php/medsyar/

article/view/6512 

4.  

Penetapan Anak Angkat 

Sebagai Ahli Waris 

Dalam Kajian Fiqih 

Mawariss (Analisis 

Terhadap Putusan 

Mahkamah Syar’iyyah 

Nomor:0084/PDT.P/2016

/MS.BNA) 

 

Jurnal El 

Usrah 

 

VOL 1, NO 1 (2018) 

URL: https://www.jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/usrah/article/vie

w/5569 

5.  

Pembatalan Nikah 

Dikarenakan Pernikahan 

Tanpa Izin Wali (Studi  

Terhadap Putusan 

Mahkamah Syariyyah 

SigliNo. 

246/Pdt.G/2012/MS-Sgi  

Jurnal 

Samarah 

 

Vol 1, No 1 (2017) 

URL: https://www.jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/samarah/article/vie

w/1572 

6.  

Nasab Anak Luar Kawin 

Pasca Putusan MK Nomor 

46/PUU- VIII/2010 

(Analisis Teori Hifzu Al 

Nasl),  

Proceedi

ng Ar-

Raniry 

Internati

onal 

Confere

2016 

https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/9

49 

http://103.107.187.25/index.php/medsyar/issue/view/581
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NIDN. 2021027701 



 

v 

 
 

 

NASKAH AKADEMIK 

DAN  

RANCANGAN QANUN ACEH  

TENTANG HUKUM KELUARGA 

 

 

 



 

vi 

NASKAH AKADEMIK 

DAN  

RANCANGAN QANUN ACEH  

TENTANG HUKUM KELUARGA 

 

 

 

Dibiayai Oleh:  

Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh 

 

Melalui Nota Kesepahaman Kerjasama Swakelola  

Antara Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh 

Dengan 

Lembaga Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan 

Lhokseumawe 

Nomor 070/0775/2016 dan 03/VI/PSHP/2016 

Tahun 2016 

 



 

vii 

 
 

 
 

TIM PENYUSUN  

Penelitian tentang Hukum Keluarga di Aceh 

(Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Hukum 
Keluarga ) 

Kerjasama Dinas Syariat Islam Aceh dan  

Lembaga Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Lhokseumawe 
 

Prof. Dr. Syahrizal Abbas., MA  Konsultan Peneliti  

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum Konsultan Peneliti 

Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum  Ketua Tim Peneliti 

Dr. Yusrizal, S.H., M.H   Sekretaris Tim 
Peneliti 

Zulfikar., S.Sos.    Bendahara 

M. Amin., S.Sos., MA   Bidang Kesekretariatan 

Nanda Amalia, S.H., M.Hum  Bidang Riset 

Dr. Mukhlis, S.H., M.H.   Bidang Perancangan 
Naskah 

 



 

viii 

PRAKATA 

 

Bismillahirahmanirrahim. Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. 

Dengan rahmat, taufik dan hidayahNya dapat menyelesaikan Naskah 

Akademik Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga. Shalawat 

serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Besar 

Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk bagi seluruh umat 

manusia dan membawa ummatnya dari alam kegelapan ke alam yang 

penuh ilmu pengetahuan.  

Atas nama keseluruhan tim peneliti dari Lembaga Pusat Studi 

Hukum dan Pemerintahan (PSHP), kami mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan 

satu persatu dalam lembar prakata ini atas bantuan dan dukungannya 

sehingga dapat menyelesaikan Naskah Akademik ini. Terima kasih turut 

kami sampaikan atas kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Syariat 

Islam Propinsi Aceh kepada tim peneliti. 

Akhirya kepada sang Khalik pencipta alam ini kita berserah diri, 

semoga Allah SWT mengampuni dan memberi petunjuk untuk kita 

semua, mudah-mudahan Naskah Akademik yang sangat sederhana ini 

bemanfaat adanya. Amin. 

Lhokseumawe, 28 Nopember 

2016 
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QANUN ACEH 

NOMOR 14 TAHUN 2019 

TENTANG 

HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH) 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang : a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama 

Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta 

pegangan hidup masyarakat Aceh; 

b.   bahwa masyarakat Aceh dalam mengatur, membina dan 

melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat 

dipisahkan dengan Syariat Islam; 

c.   bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan 

yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, 

menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif 

di tengah-tengah masyarakat Aceh; 

d.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 

Aceh, penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh diwujudkan dalam bentuk 

pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat; 

e.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh 

berwenang melaksanakan keistimewaan Aceh sebagai urusan wajib lainnya dalam bentuk 

pelaksanaan Syariat Islam;  

f.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Qanun 

Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, setiap orang beragama 

Islam yang berada di Aceh, yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti 

pelatihan pra nikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah dan pernikahan 

harus menjamin perlindungan hak bagi suami, isteri, dan anak; 

g.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat 

(4) dan Pasal 19 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat 

Islam, Ketentuan lebih lanjut mengenai pernikahan, pemutusan hubungan pernikahan, 

dan warisan (mawaris) diatur dalam Qanun Aceh; 

 

 h. bahwa... 
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h.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum 

Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah); 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.   Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, 

dan Rujuk; 

3.   Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya 

Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 

tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura 

(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 694); 

4.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  

5.   Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3019); 

6.   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078);  

7.   Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

8.   Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

9.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

 

 

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

10. Undang-Undang... 
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13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

161, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5080);  

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran 

Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68); 

17. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Hukum Nikah Liar; 

18. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah 

Siri; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

dan 

GUBERNUR ACEH 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-

SYAKHSHIYAH). 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai 

suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

MEMUTUSKAN... 
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3. Syari‟at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua 

aspek kehidupan. 

4. Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) adalah ketentuan 

hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan 

kekerabatan.  

5. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai pencatat 

pernikahan. 

6. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki 

dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. 

7. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah.   

8. Perjanjian Pernikahan adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebelum dan sesudah dilangsungkan akad nikah.  

9. Pendidikan Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan 

rumah tangga dan keluarga.   

10. Talak adalah ikrar suami kepada isteri untuk memutuskan hubungan ikatan 

nikah. 

11. Fasakh adalah memutuskan Pernikahan apabila pihak isteri membuat 

pengaduan kepada Mahkamah/Hakim. 

12. Talak Tebus yang selanjutnya disebut Khuluk adalah pemutusan hubungan 

pernikahan yang dapat digunakan oleh isteri dengan cara membayar tebusan kepada 

suaminya sehingga suaminya melepaskan isterinya melalui hakim.  

13. Ila’ adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dengan menyebut nama Allah 

yang menyebabkan putusnya Pernikahan untuk tidak menggauli isterinya selama jangka 

waktu 4 (empat) bulan atau lebih secara berturut-turut. 

14. Li’an adalah suami menuduh isteri berbuat zina dan/atau mengingkari anak 

dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak 

tuduhan atau mengingkari tuduhan tersebut.  

15. Ta’lik Talak adalah perjanjian yang diucapkan calon suami setelah akad nikah 

yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji Talak yang digantungkan kepada suatu 

keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.   

16. Iddah adalah masa tunggu mantan isteri untuk melangsungkan Pernikahan 

berikutnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syara’. 

17. Rujuk adalah pernyataan/perbuatan suami kembali kepada isterinya untuk 

membina mahligai rumah tangga kembali dalam masa Iddah. 

18. Nafkah adalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.  

19. Nafkah Iddah adalah kewajiban mantan suami kepada mantan isteri selama 

masa Iddah. 

20. Hadhanah adalah tanggung jawab orang tua terhadap nafkah untuk 

kelangsungan hidup anak sampai dewasa. 

21. Harta Bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh 

sebelum Pernikahan berlangsung. 

12. Talak... 
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22. Harta Bersama yang selanjutnya disebut Harta Seuhareukat adalah harta 

yang diperoleh dan dimiliki oleh suami isteri selama Pernikahan.  

23. Anak Tiri adalah anak suami atau anak isteri yang dilahirkan dari Pernikahan 

sebelumnya. 

24. Anak Angkat adalah anak yang dilahirkan dalam keluarga lain dan 

mendapatkan pengasuhan oleh orang tua angkat.  

25. Anak Sesusuan adalah anak yang dilahirkan oleh keluarga lain dan disusui 

oleh ibu susuan. 

26. Anak Luar Nikah adalah anak yang dilahirkan di luar Pernikahan yang sah. 

27. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan atas harta 

kekayaan seorang anak yang belum dewasa. 

28. Wali adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi wakil atas dirinya atau 

orang lain terhadap hal-hal yang diwakilinya. 

29. Wali Nikah adalah orang yang berhak menikahkan wanita dengan pria.  

30. Mumayyiz adalah anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun. 

31. Warisan adalah harta peninggalan pewaris kepada ahli waris karena pewaris 

meninggal dunia. 

32. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia 

berdasarkan putusan Mahkamah Syar‟iyah, meninggalkan ahli waris dan harta 

peninggalan. 

33. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan 

Pernikahan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi Ahli Waris. 

34. Hibah adalah pemberian harta oleh pemiliknya secara suka rela kepada orang 

lain sebelum pemberi hibah meninggal dunia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
syara’. 

35. Wasiat adalah pemberian harta oleh pemiliknya kepada orang lain secara 

sukarela, baik dalam bentuk rahasia maupun dalam bentuk terang-terangan yang 

dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. 

36. Wasiat Wajibah adalah Wasiat yang dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi 

atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.  

37. Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi 

antara orang perseorangan dalam hubungan kekeluargaan mengenai status penguasaan 

dan/atau status kepemilikan dan/atau penggunaan harta benda dan/atau hak dan 

kewajiban.  

38. Perkara adalah Sengketa dan/atau konflik mengenai status penguasaan 

dan/atau status kepemilikan dan/atau penggunaan harta benda yang dilakukan melalui 

Mahkamah Syar‟iyah. 

39. Penyelesaian Sengketa adalah proses penyelesaian perselisihan atas Sengketa 

dan/atau konflik yang dilakukan melalui Mahkamah Syar‟iyah atau diluar Mahkamah 

Syar‟iyah. 

40. Sanksi adalah tanggungan berupa tindakan dan/atau hukuman untuk 

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan yang diatur dalam qanun ini. 

41. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa 

yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing.  

42. Harta Waris adalah Harta Bawaan ditambah bagian dari Harta 

Seuhareukat setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan penunaian 

Wasiat, serta pemberian untuk kerabat. 

43. Ijab adalah ucapan dari orang tua/Wali calon isteri untuk 

menikahkan putrinya kepada calon suami. 

30. Mumayyiz... 
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44. Qabul adalah ucapan penerimaan dari calon suami sebagai 

jawaban penerimaan calon isteri untuk dinikahi. 

45. Ba’daddukhul adalah setelah jima‟ atau telah melakukan 

hubungan badan. 

46. Qabladdukhul adalah sebelum jima‟ atau belum terjadinya 

hubungan badan. 

47. Mut’ah adalah hadiah yang diberi mantan suami kepada mantan istri sebagai 

kenang-kenangan baik berupa uang atau benda. 

  

Pasal 2 

Pengaturan Hukum Keluarga berasaskan: 

a. keislaman; 

b. keadilan; 

c. keterbukaan; 

d. kemanfaatan; 

e. kekeluargaan; 

f. musyawarah dan mufakat; 

g. kearifan lokal; 

h. kepastian hukum; dan 

i. teritorial. 

 

Pasal 3 

Pengaturan Hukum Keluarga bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, 

warahmah, kekal, berdasarkan nilai-nilai islami dan memberikan kepastian hukum. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Hukum Keluarga meliputi: 

a. Pernikahan; 

b. rukun nikah; 

c. mahar; 

d. perjanjian Pernikahan; 

e. nikah hamil; 

f. beristeri lebih dari satu orang; 

g. pencegahan Pernikahan; 

h. batalnya Pernikahan; 

i. hak dan kewajiban suami isteri; 

j. harta kekayaan dalam Pernikahan;  

k. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak; 

l. pengasuhan anak; 

m. perwalian; 

n. putusnya Pernikahan; 

o. akibat putusnya Pernikahan; 

p. rujuk; 

q. masa berkabung; 

r. hukum kewarisan; 

s. Wasiat; 

t. Hibah; 

u. Pernikahan antar warga negara; r. hukum... 
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v. Pembiayaan; 

w. larangan nikah; 

x. ketentuan Uqubat; dan 

y. penegakan Qanun. 

 

 

BAB II 

PERNIKAHAN 

Bagian Kesatu 

Dasar Pernikahan 

Pasal 5 

(1) Penikahan bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. 

(2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akad yang sangat 

kuat (mitsaqan ghalizan) dan mempersulit perceraian. 

 

Pasal 6 

Pernikahan dinyatakan sah, apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pencatatan Pernikahan 

Pasal 7 

(1) Setiap Pernikahan wajib dicatat untuk menjamin ketertiban administrasi dan 

kepastian hukum. 

(2) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Penghulu. 

(3) Untuk memenuhi ketentuan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) setiap Pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 

Penghulu. 

(4) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Penghulu tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

 

Pasal 8 

(1) Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh 

Penghulu pada Kantor Urusan Agama. 

(2) Dalam hal Pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan 

Itsbat Nikahnya ke Mahkamah Syar‟iyah. 

(3) Selain akta nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penetapan Itsbat 

Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sebagai bukti 

Pernikahan. 

(4) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar‟iyah terbatas mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan:  

a. adanya Pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. hilangnya akta nikah;  

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan;  
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d. Pernikahan yang dilakukan pada masa konflik dan bencana tsunami; 

e. adanya Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan;  

f.   Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; dan 

g.   Pernikahan pasangan muallaf yang sudah melangsungkan 

Pernikahan dalam/menurut agama yang dianut sebelumnya. 

(5) Pengajuan permohonan Itsbat Nikah dilakukan oleh suami atau isteri, atau isteri-

isteri, atau anak-anak mereka, atau Wali Nikah atau pihak yang berkepentingan dengan 

Pernikahan itu.  

(6) Pengajuan itsbat Nikah, terhadap Pernikahan di luar pengawasan Penghulu yang 

terjadi setelah berlaku Qanun ini tidak menghilangkan sanksi dan/atau denda. 

 

Bagian Ketiga 

Peminangan 

Pasal 9 

(1) Dalam satu Pernikahan, sebelum dilangsungkan akad nikah, didahului oleh 

acara peminangan. 

(2) Peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang 

berkehendak mencari pasangan jodoh, dapat juga dilakukan oleh orang tua dan/atau 

keluarga dekat atau oleh perantara yang dipercaya. 

 

Pasal 10 

(1) Peminangan hanya dapat dilakukan terhadap wanita yang tidak terhalang untuk 

dipinang menurut hukum Islam. 

(2) Wanita yang terhalang dipinang, yaitu: 

a. mahram; 

b. wanita dalam pinangan pria lain; 

c. wanita dalam masa Iddah; 

d. mengumpulkan 2 (dua) wanita bersaudara yang sedarah; 

e. wanita yang tidak seakidah; dan 

f.   wanita yang masih terikat Pernikahan dengan pria 

lain. 

(3) Peminangan dilakukan dengan memberikan tanda oleh pihak pria kepada pihak 

wanita yang dipinang. 

(4) Tanda peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa cincin 

emas atau bentuk lainnya yang memiliki nilai dalam jumlah tertentu sebagai tanda ikatan 

oleh pihak pria kepada wanita. 

(5) Tanda peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahagian 

dari jumlah mahar dan/atau berdasarkan hasil kesepakatan para pihak. 

(6) Pemberian tanda peminangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah 

mempunyai akibat hukum. 

(7) Wanita yang sudah dipinang dianjurkan memakai cincin atau tanda lain 

pinangannya. 

(8) Setiap pria maupun wanita yang sudah terikat pinangan wajib menjaga etika 

dalam pergaulan. 

 

Pasal 11 

(1) Putusnya peminangan karena: 

a. dikehendaki oleh para pihak;  
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b. salah satu pihak membatalkan peminangan; atau 

c. salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya tanpa kepastian.  

(2) Apabila pria dan/atau wanita yang memutuskan hubungan pinangan, maka 

tanda pinangan yang telah diberikan harus dikembalikan dan/atau sesuai dengan adat 

istiadat setempat, kecuali direlakan oleh pihak pria.  

(3) Pemutusan peminangan dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan 

tuntunan agama dan kearifan lokal. 

 

Bagian Keempat 

Persiapan Pernikahan 

Pasal 12 

(1) Setiap pasangan yang akan menikah, wajib mempersiapkan mental dan spiritual. 

(2) Setiap pasangan yang hendak menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib mengikuti Pendidikan Pra Nikah dan mendapatkan sertifikat. 

(3) Calon pasangan mempelai wajib mengikuti bimbingan perkawinan atau 

Pendidikan Pra Nikah.  

(4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota dapat bekerjasama dengan Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Aceh, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor 

Urusan Agama, lembaga pendidikan tinggi setempat dan instansi terkait, wajib 

menyelenggarakan bimbingan perkawinan atau Pendidikan Pra Nikah untuk calon 

pasangan mempelai sebelum akad nikah. 

(5) Waktu dan materi Pendidikan Pra Nikah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Sertifikat Pendidikan Pra Nikah diterbitkan dan ditandatangani oleh 

penyelenggara pendidikan. 

(7) Sertifikat Pendidikan Pra Nikah merupakan syarat melaksanakan akad nikah. 

(8) Masa berlaku sertifikat Pendidikan Pra Nikah paling lama 2 (dua) tahun sejak 

diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali Pernikahan. 

(9) Dalam hal sertifikat Pendidikan Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

telah habis masa berlakunya, calon pengantin harus mengikuti Pendidikan Pra Nikah 

untuk mendapatkan sertifikat yang baru.  

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendidikan Pra Nikah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

 

Pasal 13 

Sebelum melangsungkan akad nikah pasangan calon mempelai harus melakukan 

pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba. 

 

Bagian Kelima 

Persyaratan Pernikahan 

Pasal 14 

(1) Untuk dapat melangsungkan Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1), calon mempelai wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. calon mempelai pria dan calon mempelai wanita paling rendah berusia 19 

(sembilan belas) tahun, ditunjukkan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah; 

dan 

b. surat keterangan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 
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(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a untuk melangsungkan Pernikahan harus mendapat izin dari orang 

tua/Wali. 

(3) Dalam keadaan tertentu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang 

belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat memperoleh dispensasi Pernikahan dari 

Mahkamah Syar‟iyah. 

 

Pasal 15 

(1) Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan lisan, isyarat atau 

diam yang dituangkan dalam bentuk tertulis.  

 

Pasal 16 

(1) Sebelum dilangsungkan akad nikah, Penghulu atau yang mewakilinya 

menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan 2 (dua) orang saksi. 

(2) Apabila Pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, 

Pernikahan tidak dapat dilangsungkan. 

(3) Bagi calon mempelai penyandang disabilitas, persetujuan dapat dinyatakan 

dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti. 

 

BAB III 

RUKUN NIKAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan Pernikahan, harus memenuhi rukun yang meliputi: 

a. calon suami; 

b. calon isteri; 

c. Wali Nikah; 

d. 2 (dua) orang saksi; dan 

e. Ijab dan Qabul. 

 

Bagian Kedua 

Calon Suami dan Calon Isteri 

Pasal 18 

(1) Calon suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, yaitu: 

a. pria; 

b. beragama Islam; dan 

b. tidak sedang beristeri 4 (empat) dalam waktu bersamaan. 

(2) Calon isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu: 

a. wanita; 

b. beragama Islam; 

c. tidak sedang dalam pinangan orang lain;  

d. tidak berstatus sebagai isteri orang lain; dan 

e. tidak dalam Iddah. 

 

Bagian Ketiga 

Wali Nikah 
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Paragraf 1 

Umum 

Pasal 19 

(1) Wali Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus memenuhi 

syarat: 

a. laki-laki; 

b. muslim;  

c. adil;   

d. aqil; dan  

e. baligh. 

(2) Wali Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Wali nasab; dan 

b. Wali hakim. 

 

Paragraf 2 

Wali Nasab 

Pasal 20 

(1) Wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri dari 4 

(empat) kelompok sesuai dengan urutan kedudukannya meliputi: 

a. kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan 

seterusnya; 

b. kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan 

laki-laki; 

c. kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan 

keturunan laki-laki; dan 

d. saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan 

laki-laki. 

(2) Kerabat terdekat didahulukan dari kerabat yang lain bagi calon isteri.  

(3) Apabila dalam satu kelompok Wali Nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama 

berhak menjadi Wali, maka yang paling berhak menjadi Wali adalah yang lebih dekat 

derajat kekerabatannya dengan calon isteri. 

(4) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak 

menjadi Wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. 

(5) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak 

menjadi Wali Nikah yakni sama-sama derajat kandung atau sama derajat seayah, mereka 

sama-sama berhak menjadi Wali Nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

memenuhi syarat-syarat Wali. 

 

Pasal 21 

Apabila Wali Nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai Wali 

Nikah, maka hak menjadi Wali bergeser kepada Wali Nikah yang lain menurut dekatnya 

derajat berikutnya. 

 

 

 

b. muslim... 

 

Paragraf 3... 
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Paragraf 3 

Wali Hakim 

Pasal 22 

(1) Wali Nikah berpindah kepada Wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf b, apabila calon istri tidak mempunyai Wali nasab. 

(2) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila: 

a. Wali nasab tidak ada; 

b. Wali nasab telah meninggal dunia; 

c. Wali nasab tidak diketahui keberadaannya; 

d. Wali nasab tidak bisa dihubungi dan/atau tidak bersedia; dan 

e. Wali nasab tidak memenuhi syarat. 

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepala Kantor 

Urusan Agama. 

(4) Apabila Wali nasab tidak bersedia menikahkan (‘adhal) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d, calon isteri harus mengajukan permohonan ke Mahkamah 

Syar‟iyah. 

 

Bagian Keempat 

Saksi Nikah 

Pasal 23 

(1) Syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah, meliputi: 

a. pria;  

b. muslim; 

c. adil; 

d. aqil; 

e. baligh; dan 

f. tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu dan tidak tuli. 

(2) Akad nikah disyaratkan 2 (dua) orang saksi. 

(3) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung, mendengar ucapan Ijab 

Qabul dalam aqad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad 

nikah dilangsungkan. 

 

Bagian Kelima 

Akad Nikah 

Pasal 24 

(1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, masjid, rumah calon 

isteri, rumah calon suami  atau tempat lain yang tidak mengurangi nilai-nilai islami. 

(2) Akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Ijab 

dan Qabul. 

(3) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh Wali atau wakil yang ditunjuk oleh Wali 

calon isteri. 

(4) Qabul dalam akad nikah merupakan penerimaan oleh calon suami atau orang 

lain yang ditunjuk mewakilinya. 

(5) Ijab dan Qabul harus jelas, berurutan dan tidak berselang waktu menurut 

kebiasaan (‘uruf). 

 

BAB IV 

MAHAR 

Pasal 25 

(1) Calon suami  wajib membayar mahar kepada calon isteri. 

(3) Ijab... 
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(2) Jumlah, bentuk dan jenis mahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dan 

disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau Wali dari masing-

masing pihak. 

(3) Penentuan mahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada azas 

kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. 

(4) Mahar yang sudah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan 

kepada calon isteri menjadi hak pribadinya. 

(5) Mahar diserahkan dengan cara tunai.  

(6) Dalam hal tertentu mahar dapat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

(7) Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar pada waktu akad  

nikah, tidak menyebabkan batalnya Pernikahan. 

 

Pasal 26 

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, 

diselesaikan dengan musyawarah para pihak dan dapat melibatkan lembaga adat gampong 

atau nama lain. 

 

Pasal 27 

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, namun calon 

isteri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. 

(2) Dalam hal calon isteri menolak menerima mahar karena cacat, calon suami wajib 

menggantinya dengan mahar lain.  

(3) Apabila mahar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan 

maka mahar dinyatakan belum ditunaikan. 

 

Pasal 28 

(1) Suami yang mentalak isterinya Qobladdukhul wajib membayar setengah mahar 

yang telah ditentukan dalam akad nikah. 

(2) Apabila suami meninggal dunia Qobladdukhul seluruh mahar yang ditetapkan 

menjadi hak penuh isterinya. 

(3) Apabila perceraian terjadi Qobladdukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, 

maka suami wajib membayar mahar Mut’ah (hadiah/cuma-cuma). 

(4) Apabila perceraian Ba’daddukhul dan sudah menetapkan mahar, maka wajib 

melunasinya. 

(5) Apabila perceraian Ba’daddukhul dan belum menetapkan mahar, maka wajib 

membayar mahar mitsil. 

 

 

BAB V 

PERJANJIAN PERNIKAHAN 

Pasal 29 

(1) Perjanjian Pernikahan dapat dilakukan antara calon suami  dengan calon isteri 

sebelum Pernikahan atau dalam masa  Pernikahan.  

(2) Perjanjian Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: 

a. Ta’lik Talak; dan  

b. perjanjian lain.  

(3) Isi Perjanjian Pernikahan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (2) tidak boleh 

bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Ta’lik Talak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bukan suatu perjanjian 

yang wajib diadakan pada setiap akad nikah. 

(5) Ta’lik Talak yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 

(6) Perjanjian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 

dihadapan notaris. 

 

Pasal 30 

(1) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam Ta’lik Talak terjadi,  tidak sertamerta 

mengakibatkan putusnya ikatan Pernikahan. 

(2) Putusnya ikatan Pernikahan karena melanggar Ta’lik Talak terjadi karena adanya 

putusan Mahkamah Syar‟iyah yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh isteri.  

 

Pasal 31 

(1) Pada waktu atau sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua calon suami/isteri 

dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris. 

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kedudukan harta dalam Pernikahan; 

b. percampuran Harta Bawaan dan pemisahan harta pencaharian masing-masing; 

dan/atau 

c. kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hak pertanggungan atas 

Harta Bawaan dan Harta Seuhareukat. 
Pasal 32 

(1) Perjanjian Pernikahan mengenai pemisahan Harta Seuhareukat tidak 

menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

(2) Apabila dibuat Perjanjian Pernikahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dianggap telah terjadi pemisahan Harta Seuhareukat dengan 

kewajiban suami menanggung biaya rumah tangga. 

 

Pasal 33 

(1) Perjanjian Pernikahan mengikat semua pihak terhitung mulai tanggal pencatatan.  

(2) Perjanjian Pernikahan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri di 

hadapan notaris dan wajib mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama tempat akad nikah 

dilangsungkan. 

(3) Pencabutan mengikat kepada suami isteri sejak pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sedangkan kepada pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak 

tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri. 

(4) Dalam waktu 6 (enam) bulan suami isteri tidak mengumumkan pendaftaran 

pencabutan Perjanjian Pernikahan, maka pendaftaran pencabutan Perjanjian Pernikahan 

dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. 

(5) Pencabutan Perjanjian Pernikahan mengenai harta tidak boleh merugikan 

perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. 

 

Pasal 34 

Pelanggaran atas Perjanjian Pernikahan memberi hak kepada suami atau isteri untuk 

meminta pembatalan nikah atau dapat menjadi alasan gugatan perceraian ke Mahkamah 

Syar‟iyah. 

 

Pasal 35 

Pada saat dilangsungkan Pernikahan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, dapat 

diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi 

isteri yang akan dinikahi. 
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BAB VI 

NIKAH HAMIL 

Pasal 36 

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang 

menghamilinya. 

(2) Pernikahan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak yang bersangkutan. 

(3) Dengan dilangsungkanya Pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 

Pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

(4) Dalam hal kehamilan sebagai akibat pemerkosaan, maka pria yang 

menghamilinya harus diproses hukum sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun 

pria tersebut telah menikahi wanita yang dihamilinya. 

(5) Dalam hal kehamilan terjadi sebelum Pernikahan akibat perbuatan suka sama 

suka, maka keduanya harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

meskipun sudah dinikahkan. 

 

BAB VII 

BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG 

Pasal 37 

(1) Pada asasnya dalam suatu Pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 

(2) Suami boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) 

orang. 

(3) Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, 

baik lahir maupun batin dan adanya jaminan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anaknya. 

(4) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan  sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-

isteri dan anak-anaknya. 

(5) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dengan 

sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai 

Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau 

pekerjaan lainnya yang sah. 

(6) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari 1 

(satu) orang isteri. 

(7) Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin 

dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang. 

 

Pasal 38 

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang wajib mendapat izin dari 

Mahkamah Syar‟iyah. 

(2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin 

Mahkamah Syar‟iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
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Pasal 39 

(1) Mahkamah Syar‟iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih 

dari 1 (satu), jika: 

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; 

atau 

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang 

dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli; atau 

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari 

dokter ahli. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan 

alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan 

permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya 

tidak menyetujui, Mahkamah Syar‟iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk 

beristeri lebih dari 1 (satu) orang. 

 

Pasal 40 

(1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), untuk 

memperoleh izin Mahkamah Syar‟iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat: 

a. adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan 

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri 

dan anak-anak mereka. 

(2) Persetujuan isteri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. 

(3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri 

di hadapan sidang Mahkamah Syar‟iyah. 

(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang 

suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak 

dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-

isterinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat 

pertimbangan hakim. 

 

Pasal 41 

(1) Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan 

suami yang mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari 1 (satu) orang sudah 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40, hakim dapat 

mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 

(satu) orang. 

(2) Tata cara mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

(3) Khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan pernikahan lebih dari 1 

(satu) orang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara. 

BAB VIII 

PENCEGAHAN PERNIKAHAN 

Pasal 42 

(1) Pencegahan Pernikahan bertujuan untuk menghindari suatu Pernikahan yang 

dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pencegahan Pernikahan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang 

akan melangsungkan Pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam 

dan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 43 

(1) Pencegahan Pernikahan dapat dilakukan oleh: 

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah; 

b. Wali Nikah; dan/atau 

c. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

(2) Pencegahan pernikahan juga dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih 

terikat dalam Pernikahan dan akan melangsungkan Pernikahan dengan salah seorang 

calon isteri atau calon suami. 

(3) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai 

kepala keluarga tetap berhak untuk mencegah Pernikahan yang akan dilakukan oleh Wali 

Nikah yang lain. 

(4) Penghulu yang ditunjuk untuk mengawasi Pernikahan berkewajiban mencegah 

Pernikahan jika rukun dan syarat Pernikahan tidak terpenuhi. 

 

Pasal 44 

(1) Pencegahan Pernikahan diajukan kepada Mahkamah Syar‟iyah dalam daerah 

hukum Pernikahan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan kepada Kepala Kantor 

Urusan Agama. 

(2) Kepala Kantor Urusan Agama memberitahukan kepada calon mempelai mengenai 

adanya permohonan pencegahan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum adanya pencabutan pencegahan 

Pernikahan atau putusan Mahkamah Syar‟iyah. 

               

Pasal 45 

Pencegahan Pernikahan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan 

kepada Mahkamah Syar‟iyah oleh yang mencegah atau dengan putusan Mahkamah 

Syar‟iyah. 

 

 

 

Pasal 46 

(1) Kepala Kantor Urusan Agama berhak menolak untuk melangsungkan akad nikah 

apabila Pernikahan tersebut ada larangan menurut hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Para pihak yang Pernikahannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada 

Mahkamah Syar‟iyah dalam wilayah  hukum domisili para pihak.  

 

Pasal 47 

(1) Calon suami dan calon isteri tidak dibenarkan melangsungkan akad nikah jika 

mengetahui menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terdapat larangan 

nikah.   

(2) Apabila akad nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, 

kepada pasangan tersebut dikenakan sanksi. 

Pasal 46... 
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(3) Penghulu yang membantu melangsungkan akad nikah, padahal ia mengetahui 

adanya larangan nikah bagi calon suami dan calon isteri yang bersangkutan menurut 

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan atau sedang dalam proses pengajuan 

permohonan pencegahan Pernikahan, juga akan dikenakan sanksi administratif. 

 

BAB IX 

BATALNYA PERNIKAHAN 

Pasal 48 

Pernikahan batal apabila: 

a. suami melakukan Pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 

karena sudah memiliki 4 (empat) orang isteri, meskipun salah satu dari empat isterinya itu 

dalam Iddah Talak raj’i; 

b. mantan suami menikahi mantan isterinya yang telah di Li’annya; 

c. mantan suami menikahi mantan isterinya yang pernah dijatuhi 3 (tiga) kali Talak, 

kecuali bila mantan isteri yang bersangkutan pernah menikah dengan pria lain yang 

kemudian terjadi perceraian Ba’daddukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 

Iddahnya; 

d. Pernikahan dilakukan antara 2 (dua) orang yang mempunyai hubungan darah, 

hubungan semenda dan hubungan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 

Pernikahan, yaitu: 

1. adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 

2. adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; 

3. adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah 

tiri; dan 

4. adanya hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara 

sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 

e. isteri saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-

isteri. 

 

Pasal 49 

Suatu Pernikahan dapat dibatalkan apabila: 

a. seorang suami beristeri lebih dari 1 (satu) orang tanpa izin Mahkamah Syar‟iyah; 

b. perempuan yang dinikahi ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria 

lain yang mafqud; 

c. perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam Iddah dari suami lain; 

d. Pernikahan yang melanggar batas usia Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14; 

e. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa Wali atau dilaksanakan oleh Wali yang 

tidak berhak; dan 

f. Pernikahan yang terjadi karena paksaan. 

 

Pasal 50 

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

Pernikahan apabila Pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 

Pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya Pernikahan terjadi penipuan atau salah 

sangka mengenai diri suami atau isteri. 
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(3) Apabila ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhenti, atau yang 

bersalah sangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyadari keadaannya, dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap sebagai suami isteri, dan tidak 

menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 

 

Pasal 51 

Pengajuan permohonan pembatalan Pernikahan dapat dilakukan oleh: 

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau 

isteri; 

b. suami atau isteri; 

c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan Pernikahan menurut undang-

undang; dan 

d. para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan 

syarat Pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 52 

(1) Permohonan pembatalan Pernikahan diajukan kepada Mahkamah Syar‟iyah yang 

mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat Pernikahan dilangsungkan. 

(2) Batalnya suatu Pernikahan dimulai setelah putusan Mahkamah Syar‟iyah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya Pernikahan. 

 

Pasal 53 

(1) Keputusan pembatalan Pernikahan tidak berlaku surut terhadap: 

a. Pernikahan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad; 

b. anak-anak yang dilahirkan dari Pernikahan tersebut; 

c. Pernikahan yang tidak diketahui adanya larangan Pernikahan di saat akad nikah 

dilangsungkan; dan 

d. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikat baik, 

sebelum keputusan pembatalan Pernikahan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(2) Batalnya suatu Pernikahan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara 

orang tua dengan anak. 

 

BAB X 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI 

Bagian kesatu 

Umum 

Pasal 54 

(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. 

(2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya. 

(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan pasangan dan kerahasiaan rumah 

tangga. 
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(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat menempuh 

penyelesaian sebagai berikut: 

a. menyampaikan persoalan tersebut kepada orang tua masing-masing pihak; 

b. apabila orang tua kedua belah pihak tidak mampu memediasi maka persoalan 

tersebut disampaikan kepada pemangku adat gampong atau nama lain; 

c. apabila pemangku adat gampong atau nama lain juga tidak mampu melakukan 

mediasi, diajukan lagi kepada pemangku adat mukim atau nama lain; 

d. apabila pemangku adat mukim atau nama lain masih juga belum mampu 

memediasi, maka persoalan itu dapat diajukan ke Kantor Urusan Agama dan/atau BP4; 

dan 

e. apabila KUA dan/atau BP4 tidak mampu memediasi, maka persoalan itu dapat 

diajukan ke Mahkamah Syar‟iyah. 

 

Bagian Kedua 

Kedudukan Suami Isteri 

Pasal 55 

(1) Suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  

(2)  Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.  

(3)  Para pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

(4) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh isteri harus dengan  

sepengetahuan suami. 

 

Bagian Ketiga 

Kewajiban Suami 

Pasal 56 

(1) Suami sebagai pembimbing terhadap isteri dan anggota keluarga dalam rumah 

tangganya. 

(2) Apabila ada urusan rumah tangga yang penting diputuskan bersama oleh suami 

isteri. 

(3) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan rumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(4) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan 

bangsa. 

(5) Suami menanggung nafkah sesuai dengan penghasilannya meliputi: 

a. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-

anaknya; dan 

b. biaya pendidikan bagi anak-anaknya.  

(6) Pakaian dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya. 

(7) Kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai 

berlaku sesudah ada tamkin (penyerahan diri) secara sempurna dari isterinya.  
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(8) Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5). 

(9) Kewajiban suami terhadap isteri gugur apabila isteri nusyuz.  

 

Bagian Keempat 

Kewajiban Isteri 

Pasal 57 

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Isteri berkewajiban mengurus keperluan suami, anak-anak, dan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya.  

(3) Isteri yang bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap dapat membantu 

kebutuhan dan nafkah rumah tangga. 

 

Bagian Kelima 

Tempat Kediaman 

Pasal 58 

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman.  

(2) Tempat kediaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh suami 

isteri. 

 

Pasal 59 

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau 

mantan isteri yang masih dalam Iddah.  

(2) Tempat kediaman merupakan tempat tinggal yang layak untuk isteri selama 

dalam ikatan Pernikahan, atau dalam Iddah Talak atau Iddah wafat.  

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari 

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram; 

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuan dan disesuaikan 

dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah 

tangga maupun sarana penunjang lainnya.  

 

Bagian Keenam 

Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang 

Pasal 60 

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang berkewajiban memberikan 

tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara adil menurut besar 

kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung, kecuali jika ada perjanjian pernikahan.  

(2) Suami wajib pulang kepada isteri-isteri secara bergiliran yang adil, kecuali salah 

satu isteri merelakan suami menetap pada isteri yang lain lebih lama. 
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(3) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam 

satu tempat kediaman. 

(4) Dalam hal Isteri dan/atau isteri-isteri yang merasa diperlakukan tidak adil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan gugatan kepada 

Mahkamah Syar‟iyah.  

 

Pasal 61 

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan 

anaknya.  

(3) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku kembali sesudah 

isteri tidak lagi nusyuz. 

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus berdasarkan 

penetapan Mahkamah Syar‟iyah.  

 

BAB XI 

HARTA KEKAYAAN DALAM PERNIKAHAN 

Pasal 62 

Harta kekayaan dalam Pernikahan atau Harta Seuhareukat merupakan harta yang 

diperoleh selama Pernikahan.  

 

Pasal 63 

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri 

karena Pernikahan.  

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh oleh isteri, demikian juga 

harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami.  

 

Pasal 64 

(1) Harta Bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau Warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian Pernikahan.  

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum atas harta masing-masing berupa Hibah, hadiah, sedekah atau lainnya sepanjang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam, adat istiadat dan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 65 

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang Harta Seuhareukat, maka 

penyelesaiannya sebagai berikut: 
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a. dilakukan melalui musyawarah antara isteri dengan suami; 

b. apabila musyawarah antara suami isteri tidak menghasilkan kata sepakat, maka 

memohon bantuan orang tua/keluarga dari para pihak untuk melakukan mediasi; 

c. apabila mediasi oleh orang tua/keluarga tidak menghasilkan kata sepakat, 

dimohonkan bantuan pemangku adat gampong atau nama lain; 

d. apabila mediasi oleh pemangku adat gampong atau nama lain juga tidak 

menghasilkan kata sepakat, dimohonkan pada pemangku adat mukim untuk melakukan 

mediasi secara adat; 

e. apabila mediasi oleh pemangku adat mukim masih belum menemukan kata 

sepakat, maka permasalahan tersebut di bawa kepada Mahkamah Syar‟iyah. 

 

Pasal 66 

(1) Suami bertanggung jawab menjaga Harta Seuhareukat, harta isteri maupun harta 

sendiri.  

(2) Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta Seuhareukat maupun harta suami 

yang ada padanya. 

      

Pasal 67 

(1) Suami dan isteri dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengurus 

Harta Seuhareukat.  
(2) Apabila suami atau isteri menyalahi kewenangannya dalam mengurus harta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewenangannya dapat dicabut. 
(3) Kewenangan dapat dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

melalui proses Mahkamah Syar‟iyah. 

  

Pasal 68 

(1) Harta Seuhareukat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa benda 

berwujud atau tidak berwujud.  

(2) Harta Seuhareukat yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda 

bergerak dan surat-surat berharga.  

(3) Harta Seuhareukat yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.  

(4) Harta Seuhareukat dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh suami atau isteri 

atas persetujuan keduanya.  

(5) Suami atau isteri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan Harta 

Seuhareukat tanpa persetujuan keduanya. 

 

Pasal 69 

(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada 

hartanya masing-masing.  

(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan 

keluarga, dibebankan kepada Harta Seuhareukat.  

(3) Dalam hal Harta Seuhareukat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

mencukupi, dibebankan kepada harta suami.  

Pasal 70 
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(1) Harta Seuhareukat dari Pernikahan seorang suami yang mempunyai isteri lebih 

dari 1 (satu) orang, masing-masing harta terpisah dan berdiri sendiri.  

(2) Pemilikan Harta Seuhareukat dari Pernikahan seorang suami yang mempunyai 

isteri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung pada saat 

berlangsungnya akad Pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat.  

 

Pasal 71 

(1) Mahkamah Syar‟iyah atas permohonan suami atau isteri dapat melakukan sita 

jaminan untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi Harta Seuhareukat 

suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang 

menjadi hak isteri. 
(2) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila suami atau 

isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan Harta Seuhareukat 
seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 
(3) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas Harta Seuhareukat untuk 

keperluan keluarga dengan izin Mahkamah Syar‟iyah.  

  

Pasal 72 

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka setengah Harta Seuhareukat menjadi hak 

pasangan yang masih hidup.  

(2) Dalam hal cerai mati dibunuh oleh pasangannya, maka haknya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) gugur. 

(3) Pembagian Harta Seuhareukat bagi seorang suami atau isteri, yang isteri atau 

suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau 

matinya secara hukum atas dasar putusan Mahkamah Syar‟iyah.  

 

Pasal 73 

Suami atau isteri yang bercerai, masing-masing berhak setengah dari Harta Seuhareukat 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Pernikahan.  

 

BAB XII 

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 

Pasal 74 

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan anak-

anak mereka menikah atau dapat berdiri sendiri. 

(3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun 

pernikahan antara kedua orang tua putus. 

 

Pasal 75 
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(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 

(2) Apabila anak telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis 

lurus keatas, menurut kemampuannya bila mereka itu memerlukan bantuannya. 

 

BAB XIII 

PENGASUHAN ANAK 

Pasal 76 

(1) Anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa merupakan anak yang berusia 21 

(dua puluh satu) tahun keatas, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun 

mental atau belum pernah melangsungkan Pernikahan. 

(2) Anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tuanya 

mewakili setiap perbuatan hukum di dalam dan di luar Mahkamah Syar‟iyah.  

(3) Jika kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Syar‟iyah dapat menunjuk salah seorang kerabat 

terdekat. 

 

Pasal 77 

Anak yang sah meliputi: 

a. anak yang lahir dari Pernikahan yang sah; 

b. anak yang lahir dari Pernikahan yang tidak tercatat, setelah mendapat Istbat 

Nikah orang tuanya dari Mahkamah Syar‟iyah; dan 

c. anak yang lahir dari hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh isteri tersebut. 

 

Pasal 78 

Anak yang lahir di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. 

 

Pasal 79 

Suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat 

meneguhkan pengingkarannya dengan Li`an. 

 

 

 

 

Pasal 80 

(1) Suami yang mengingkari anak yang lahir dari isterinya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 77, dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar‟iyah. 
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(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 

180 (seratus delapan puluh) hari sesudah hari lahirnya atau 360 (tiga ratus enam puluh) 

hari sesudah putusnya Pernikahan atau setelah suami mengetahui bahwa isterinya 

melahirkan.  

(3) Isteri dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar‟iyah untuk 

melakukan tes DNA terhadap anak yang dilahirkan dan suami yang melakukan 

pengingkaran anak untuk memperoleh kepastian terhadap status anaknya. 

(4) Pengingkaran yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima. 

  

Pasal 81 

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti 

lainnya yang sah.  

(2) Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak ada, Mahkamah Syar‟iyah dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang 

anak setelah melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang sah.  

(3) Berdasarkan penetapan Mahkamah Syar‟iyah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), instansi pencatat kelahiran dalam wilayah hukum Mahkamah Syar‟iyah mengeluarkan 

akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.  

 

Pasal 82 

(1) Semua biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayahnya.  

(2) Jika ayahnya telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan tidak mampu, 

biaya penyusuan dibebankan kepada Wali atau kerabat.   

(3) Penyusuan dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) 

tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa paling kurang 2 (dua) tahun dan 

tidak membahayakan bagi anak dengan persetujuan ayah dan ibunya. 

 

Pasal 83 

Dalam hal terjadinya perceraian:  

a. pengasuhan anak yang belum Mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun 

merupakan hak ibunya, kecuali ibunya dalam keadaan tidak sehat akal dan pikiran atau 

faktor lain yang ditentukan lembaga/instansi terkait; 

b. pengasuhan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih 

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya; dan 

c. biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya. 

Pasal 84 

Ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya penyusuan dan pengasuhan anak 

dapat dikenakan sanksi, kecuali ayah berada dalam keadaan tidak sehat akal dan pikiran 

atau faktor lain yang ditentukan lembaga/instansi terkait. 

 

Pasal 85 

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang 

belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau 

menggadaikannya. 
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(2) Apabila ada keperluan yang mendesak untuk kepentingan dan keselamatan anak 

atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka harta anak sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan. 

(3) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan 

dan kelalaian dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

BAB XIV 

PERWALIAN 

Pasal 86 

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun 

dan/atau belum pernah melangsungkan Pernikahan.  

(2)  Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan perwalian terhadap harta 

kekayaannya.  

(3) Apabila Wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalian, 

maka Mahkamah Syar‟iyah dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak 

sebagai Wali atas permohonan kerabat tersebut.  

(4) Wali dapat diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, 

berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.  

 

Pasal 87 

(1) Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk 

melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia 

meninggal dunia.  

(2) Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara lisan 

maupun tertulis. 

(3) Wasiat secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh 2 

(dua) orang saksi. 

(4) Wasiat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. 

 

 

 

Pasal 88 

(1) Pencabutan hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya 

kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya dapat dilakukan Mahkamah Syar‟iyah. 

(2) Pencabutan perwalian terhadap Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan jika Wali tersebut pemabuk, pengguna atau pengedar narkoba, penjudi, 

pemboros, gila dan/atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya 

sebagai Wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya; dan 

(3) Pencabutan perwalian terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan jika melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai Wali. 

 

Pasal 89 
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(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, 

menjaga kesehatan, pendidikan dan keterampilan lainnya.  

(2) Wali dilarang mengikat perjanjian, membebani dan mengasingkan harta orang 

yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi 

orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.  

(3) Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, 

sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf bila Wali 

fakir. 

(4) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.  

(5) Wali wajib membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan harta 

benda anak yang berada di bawah kekuasaannya sejak  penetapan perwaliannya.  

(6) Pertanggungjawaban Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dibuktikan dengan pembukuan tahunan.  

  

Pasal 90 

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah 

perwaliannya, pada saat yang bersangkutan telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) 

tahun atau telah menikah.  

(2) Jika perwalian telah berakhir, Wali atau anak dibawah perwaliannya dapat 

mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar‟iyah untuk menetapkan masa 

kewenangan perwaliannya berakhir. 

(3) Apabila terjadi perselisihan penyerahan harta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) maka Mahkamah Syar‟iyah berwenang mengadili perselisihan antara Wali dan orang 

yang berada di bawah perwaliannya. 

 

Pasal 91 

(1) Setiap orang atau lembaga yang menerima penitipan anak wajib menjaga, 

mengasuh dan merawat dengan baik seperti anaknya sendiri. 

(2) Anak yang dititip pada anggota keluarga atau orang lain yang dipercaya wajib 

dijaga, diasuh, dirawat, diberi pendidikan dan kebutuhan lainnya untuk si anak tersebut 

sampai orang tua kandung dapat mengurus sendiri anaknya. 

(3) Orang tua bertanggung jawab terhadap biaya pengasuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Setiap orang atau lembaga yang menerima penitipan anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila melalaikan kewajibannya akan dikenakan 

sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5) Setiap orang yang dengan sengaja menyiksa anak yang berada di bawah 

titipannya dan menyebabkan anak itu cacat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

  

BAB XV 

PUTUSNYA PERNIKAHAN 
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Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 92 

Pernikahan dapat putus karena:  

a.  kematian; 

b.  perceraian; dan  

c.  atas putusan Pengadilan.  

 

Pasal 93 

Putusnya Pernikahan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa 

putusan Mahkamah Syar‟iyah baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar Talak, 

khuluk atau putusan Taklik Talak.  

 

Pasal 94 

(1) Apabila bukti sebagaimana dalam Pasal 93 tidak ditemukan karena hilang dan 

sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Mahkamah Syar‟iyah.  

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka 

dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Syar‟iyah. 

 

 

 

Pasal 95 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga, maka 

harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah antara keduanya. 

(2) Apabila musyawarah antara keduanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapai kata sepakat, maka dimohon kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya untuk 

melakukan perdamaian. 
(3) Apabila orang tua atau keluarga dekat suami isteri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak mampu mendamaikannya, maka dimohon kepada pemangku adat gampong 

atau nama lain untuk mendamaikannya. 
(4) Apabila pemangku adat gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) juga tidak mampu mendamaikannya, maka dimohonkan kepada pemangku adat 

mukim untuk berupaya mendamaikannya. 
(5) Apabila pemangku adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih 

belum mampu mendamaikan pasangan suami isteri tersebut, dimohonkan kepada Kantor 

Urusan Agama/ Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  untuk 

mendamaikannya. 
(6) Apabila Kantor Urusan Agama/Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga belum mampu mendamaikan 

pasangan suami isteri yang berselisih, maka persoalan rumah tangga dibawa ke 

Mahkamah Syar‟iyah. 
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Pasal 96 

Putusnya Pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian. 

 

Pasal 97 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar‟iyah setelah hakim 

Mahkamah Syar‟iyah tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.  

 

Pasal 98 

Perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:  

a. suami atau isteri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pengguna narkoba, 

penjudi dan lainnya;  

b. suami atau isteri meninggalkan pasangannya selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;   

c. suami atau isteri mendapat pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;    

d. suami atau isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang 

membahayakan pasangan atau anggota keluarganya; 

e. suami atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter ahli;  

f. suami dan isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

g. suami melanggar Taklik Talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan; dan  

h. suami atau isteri murtad. 

 

Pasal 99 

(1) Talak merupakan ucapan suami untuk menceraikan isteri yang menyebabkan 

putusnya Pernikahan.  
(2) Talak baru memiliki kekuatan hukum setelah ada putusan Mahkamah Syar‟iyah. 
 

Pasal 100 

Talak terdiri dari: 

a. Talak raj’i; 

b. Talak ba’in; 

c. Talak sunny; dan 

d. Talak bid’i. 

 

Pasal 101 
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(1) Talak raj`i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a merupakan Talak 

kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa Iddah.  
(2) Talak ba`in sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b terdiri dari: 
a. Talak ba’in shugraa merupakan Talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad 

nikah baru dengan mantan suaminya meskipun isteri dalam masa Iddah, yaitu: 

1. Talak yang terjadi qabladdukhul;  

2. Talak dengan tebusan atau khuluk; dan 

3. Talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar‟iyah. 

b. Talak ba’in kubraa merupakan Talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat 

dinikahkan kembali, kecuali apabila Pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri, 

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian Ba`daddukhul dan habis 

masa Iddahnya, yaitu Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya,   

(3) Talak sunny sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c merupakan Talak 

yang dibolehkan yaitu Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak 

dicampuri dalam waktu suci.  
(4) Talak bid`i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d merupakan Talak 

yang dilarang, yaitu Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau 

isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci.  

 

 

Pasal 102 

(1) Putusnya Pernikahan karena perceraian terhitung sejak putusan Mahkamah 

Syar‟iyah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
(2) Putusnya Pernikahan karena Talak terhitung sejak dilakukan ikrar Talak oleh 

suami terhadap isterinya di depan sidang Mahkamah Syar‟iyah. 
(3) Sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dan belum ada upaya hukum lainnya pasangan suami isteri yang bersangkutan 

tinggal secara terpisah. 

Pasal 103 

(1) Putusnya Pernikahan juga dapat terjadi karena Li’an. 
(2) Li`an disebabkan suami menuduh isteri berbuat zina dan/atau mengingkari anak 

dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan 

dan/atau pengingkaran.  

 

Pasal 104 

(1) Tata cara Li`an sebagai berikut:  

a. suami bersumpah 4 (empat) kali dengan kata tuduhan zina dan/atau 

pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas 

dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”; dan 

b. isteri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat 

kali dengan kata “tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah 

kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran 

tersebut benar”. 

Pasal 102... 
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(2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan 

satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

(3) Apabila tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diikuti 

dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dianggap tidak 

terjadi Li`an.  

(4) Li`an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Mahkamah Syar‟iyah. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Perceraian 

Pasal 105 

(1) Suami yang akan menjatuhkan Talak kepada isterinya mengajukan permohonan 

kepada Mahkamah Syar‟iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan 

serta meminta agar diadakan sidang.   

(2) Mahkamah Syar‟iyah dapat mengabulkan atau menolak permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta upaya 

hukum banding dan kasasi. 

 

Bagian Ketiga 

Gugatan Perceraian 

Pasal 106 

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Mahkamah 

Syar‟iyah, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 

(2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Mahkamah 

Syar‟iyah memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik 

Indonesia setempat.  

 

Pasal 107 

(1) Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf 

b, dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan penggugat 

atau meninggalkan rumah tangga.  

(2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap 

tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.  

 

Pasal 108 

Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, maka 

untuk mendapatkan putusan perceraian, penggugat menyampaikan salinan putusan 

pengadilan yang memutuskan Perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa 

putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 109 

Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf f, dapat 

diterima apabila telah cukup jelas bagi Mahkamah Syar‟iyah mengenai sebab-sebab 

(3) Terhadap... 
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perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-

orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. 

 

Pasal 110 

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau 

tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Mahkamah 

Syar‟iyah dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.  

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau 

tergugat, Mahkamah Syar‟iyah dapat:  

a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; dan 

b. menentukan dan menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 

bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau isteri. 

(3) Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal dunia sebelum 

adanya putusan Mahkamah Syar‟iyah mengenai gugatan perceraian itu.   

 

Pasal 111 

(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak.  

(2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada 

setiap sidang pemeriksaan.  

(3) Apabila terjadi perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada sebelum 

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.  

(4) Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan 

dalam sidang tertutup. 

 

Pasal 112 

(1) Isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan cara khuluk, menyampaikan 

permohonannya kepada Mahkamah Syar‟iyah yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai 

alasan.  

(2) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya tebusan (iwadl), maka 

Mahkamah Syar‟iyah memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan 

Talaknya di depan sidang Mahkamah Syar‟iyah. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan upaya 

banding dan kasasi.  

(4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya iwadl, Mahkamah 

Syar‟iyah memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.  

 

BAB XVI 

AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN 

Bagian Kesatu 

Akibat Talak 

Pasal 113 
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(1) Pernikahan putus karena Talak, maka mantan suami wajib:  

a. memberikan mut`ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau 

benda, kecuali mantan isteri tersebut Qabladdukhul;  

b. memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan isteri selama dalam 

Iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi Talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan 

tidak hamil; 

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan sebagian apabila 

Qabladdukhul; dan 

d. memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 

(dua puluh satu) tahun. 

(2) Semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pada 

saat ikrar Talak berlangsung atau ada perjanjian lain yang disepakati oleh kedua belah 

pihak. 

 

Pasal 114 

(1) Mantan suami berhak melakukan Rujuk kepada mantan isterinya yang masih 

dalam Iddah. 

(2) Rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya yang melakukan perceraian di luar 

Mahkamah Syar‟iyah, tidak menghapuskan proses hukum untuk pembayaran denda.  

(3) Mantan isteri selama dalam Iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima 

pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.  

(4) Mantan isteri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari mantan suaminya kecuali 

ia Nusyuz.  

(5) Putusan Mahkamah Syar‟iyah diberikan setelah suami memenuhi segala 

kewajiban kepada mantan isterinya.  

  

Bagian Kedua 

Iddah 

Pasal 115 

(1) Isteri yang putus Pernikahannya berlaku Iddah, kecuali Qabladdukhul dan 

Pernikahannya putus bukan karena kematian suami.  

(2) Iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:  

a. apabila Pernikahan putus karena kematian, walaupun Qabladdukhul, iddah 

selama 130 (seratus tiga puluh) hari; 

b. apabila Pernikahan putus karena perceraian, Iddah bagi yang masih haid selama 

3 (tiga) kali suci dengan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid 

ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;  

c. apabila Pernikahan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam 

keadaan hamil, Iddah sampai melahirkan;  

b. apabila Pernikahan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam 

keadaan hamil, Iddah sampai melahirkan; dan 
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c. apabila Pernikahan putus karena kematian suami, Iddah isteri 4 (empat) bulan 

10 (sepuluh) hari. 

(3) Tidak ada Iddah bagi putusnya Pernikahan karena perceraian apabila antara 

janda tersebut dengan mantan suaminya Qobladdukhul.  

(4) Pernikahan yang putus karena perceraian, Iddah terhitung sejak jatuhnya 

putusan Mahkamah Syar‟iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(5) Pernikahan yang putus karena kematian, Iddah terhitung sejak kematian suami.  

(6) Iddah bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani Iddah tidak haid 

karena menyusui, maka Iddahnya 3 (tiga) kali waktu haid.  

(7) Dalam hal Iddah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan karena menyusui, 

maka Iddahnya selama 1 (satu) tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 (satu) tahun 

tersebut ia haid kembali, maka Iddahnya menjadi 3 (tiga) kali waktu suci.  

 

Pasal 116 

Iddah bagi janda yang putus Pernikahannya karena Khuluk, Fasakh dan Li`an berlaku 

Iddah Talak.  

 

Bagian Ketiga 

Akibat Perceraian 

Pasal 117 

Akibat putusnya Pernikahan karena perceraian ialah: 

a. anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya, kecuali 

bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:  

1. wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;  

2. ayah;  

3. wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;  

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan 

5. wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.  

b. anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari 

ayah atau ibunya;  

c. semua biaya Hadhanah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut 

kemampuannya sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;  

d. apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun Nafkah dan Hadhanah telah dicukupi, maka atas 

permintaan kerabat yang bersangkutan Mahkamah Syar‟iyah dapat memindahkan hak 
Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula;  

e. apabila terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan Nafkah anak, Mahkamah 

Syar‟iyah memberikan putusannya berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c;  

f. Mahkamah Syar‟iyah dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak 

turut padanya; dan 
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g. kewajiban Hadhanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 

huruf f terhitung sejak terjadi ikrar Talak oleh suami kepada isterinya, melalui Mahkamah 

Syar‟iyah.    

 

Bagian Keempat 

Mut`ah 

Pasal 118 

Mut`ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: 

a. belum ditetapkan mahar bagi isteri Ba`daddukhul;  

b. perceraian itu atas kehendak suami; dan 

c. besarnya Mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. 

 

Bagian Kelima 

Akibat Khuluk dan Li’an 

Pasal 119 

Perceraian akibat khuluk akan mengurangi jumlah Talak dan tidak dapat dirujuk. 

 

Pasal 120 

Perceraian akibat Li`an menyebabkan putusnya Pernikahan untuk selamanya dan anak 

yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban 

memberi Nafkah.  

 

BAB XVII 

RUJUK 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 121 

(1) Suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa Iddah.  

(2) Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran Rujuk yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. 

(3) Rujuk dapat dilakukan dalam hal:  

a. putusnya Pernikahan karena Talak, kecuali Talak yang telah jatuh 3 (tiga) kali 

atau Talak yang dijatuhkan Qabladdukhul; dan 

b. putusnya Pernikahan berdasarkan putusan Mahkamah Syar‟iyah dengan alasan 

atau alasan-alasan selain zina dan Khuluk. 

 

Pasal 122 
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Mantan isteri dalam Iddah Talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak Rujuk 

dari mantan suaminya di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama disaksikan 2 (dua) orang 

saksi.  

 

 

 

Pasal 123 

(1) Rujuk harus dilakukan dengan persetujuan mantan isteri. 

(2) Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan isteri, dapat dinyatakan tidak 

sah dengan putusan Mahkamah Syar‟iyah. 

(3) Kutipan buku pendaftaran Rujuk harus diberikan kepada pasangan yang telah 

melakukan Rujuk sebagai alat bukti. 

(4) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang atau rusak sehingga 

tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang 

mengeluarkannya.  

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Rujuk 

Pasal 124 

(1) Mantan suami yang hendak merujuk isterinya wajib memberitahukan kepada 

pemangku adat gampong atau nama lain. 

(2) Pemangku adat gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memanggil isteri untuk didengar keterangannya. 

(3) Tatacara pendaftaran dan pelaksanaan Rujuk dilakukan oleh Penghulu pada 

Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggalnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.   

(4) Kepala Kantor Urusan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya 

Rujuk dan mengirimkannya kepada Mahkamah Syar‟iyah di tempat berlangsungnya Talak 

atau berlangsungnya Istbat Talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri 

masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran Rujuk menurut contoh yang 

ditetapkan oleh Menteri Agama.   

 

BAB XVIII 

MASA BERKABUNG 

Pasal 125 

(1) Isteri yang ditinggal mati oleh suami, melaksanakan masa berkabung selama 

Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.  

(2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melaksanakan masa berkabung sesuai 

dengan adat istiadat setempat.  

 

BAB XIX 

HUKUM KEWARISAN 

Bagian kesatu 
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Umum 

Pasal 126 

(1) Harta warisan segera dibagi setelah Pewaris mati, kecuali ada hal-hal yang 

menghalangi pembagian harta warisan. 

(2) Pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan 

paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah Pewaris meninggal dunia. 

(3) Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, Ahli Waris wajib menyelesaikan 

hutang dan Wasiat Pewaris. 

 

Pasal 127 

(1) Pembagian harta warisan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah 

keluarga. 

(2) Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kata sepakat, diselesaikan melalui 

pemangku adat gampong atau nama lain dan pemangku adat mukim. 

(3) Apabila penyelesaian melalui pemangku adat gampong atau nama lain dan 

pemangku adat mukim tidak mencapai kata sepakat, diajukan kepada Mahkamah 

Syar‟iyah. 

 

Bagian Kedua 

Ahli Waris 

Pasal 128 

Syarat-syarat menjadi Ahli Waris adalah: 

a. beragama Islam; dan 

b. pengakuan, kesaksian dan/atau pembuktian. 

 

Pasal 129 

(1) Setiap orang dapat menjadi Ahli Waris dari Pewaris yang memiliki hubungan 

darah dan hubungan Pernikahan,  

(2) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terhalang apabila: 

a. keluar dari agama Islam (murtad); dan 

b. adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena: 

1.  membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat 

terhadap Pewaris; dan 

2.  memfitnah atau mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.   

 

Pasal 130 

(1)  Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:  

a.  menurut hubungan darah:  

1.  golongan laki-laki terdiri dari: 

a) ayah; 

b) anak laki-laki;  

c) saudara laki-laki;  
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d) paman; dan  

e) kakek. 

2.  golongan perempuan terdiri dari: 

a) ibu; 

b) anak perempuan; dan 

c) saudara perempuan dari nenek.  

b.  menurut hubungan Pernikahan terdiri dari: 

1.  duda; atau 

2.  janda.  

(2) Apabila semua Ahli Waris ada, maka yang berhak mendapat Warisan hanya anak, 

ayah, ibu, janda atau duda. 

(3) Apabila anak Pewaris meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka harta 

warisan tersebut beralih kepada cucunya atau janda atau duda sebagai Ahli Waris 

pengganti. 

 

Pasal 131 

(1)  Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah:  

a.  mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;  

b.  menyelesaikan hutang piutang;  

c.  menyelesaikan Wasiat; dan 

d.  apabila masih ada sisa dari harta setelah membayar hutang Pewaris, maka harta 

warisan tersebut dibagi kepada Ahli Waris yang berhak.  

(2) Tanggung jawab Ahli Waris terhadap hutang atau kewajiban Pewaris hanya 

terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.  

 

Bagian Ketiga 

Besarnya Bagian 

Pasal 132 

(1) Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 (setengah) bagian. 

(2) Apabila 2 (dua) orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama 

mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian. 

(3) Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian 

anak laki-laki adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.  

(4) Apabila Pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, dan dia mengurus 

Pewaris semasa hidupnya hingga meninggal, maka semua harta warisan dapat diwarisi 

kepada anak perempuan tersebut. 

(5) Ahli Waris lain selain ayah atau ibu tidak berhak atas harta warisan dari Pewaris 

apabila Ahli Waris tersebut tidak pernah menghiraukan Pewaris semasa hidup hingga 

meninggal. 

 



40 

 
 

Pasal 133 

Ayah mendapat 1/3 (sepertiga) bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada 

anak, ayah mendapat 1/6 (seperenam) bagian. 

 

Pasal 134 

(1) Ibu mendapat 1/6 (seperenam) bagian bila ada anak atau 2 (dua) orang saudara 

atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 (dua) orang saudara atau lebih, maka ibu mendapat 

1/3 (sepertiga) bagian. 

(2) Ibu mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari sisa sesudah diambil oleh isteri atau 

suami bila bersama-sama dengan ayah.  

 

Pasal 135 

Suami mendapat 1/2 (setengah) bagian, bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila 

Pewaris meninggalkan anak, maka suami mendapat 1/4 (seperempat) bagian. 

 

Pasal 136 

Isteri mendapat 1/4 (seperempat) bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila 

Pewaris meninggalkan anak maka isteri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian. 

 

Pasal 137 

(1) Suami atau isteri mati tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-

laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 (seperenam) bagian.  

(2) Apabila suami atau isteri mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meninggalkan 2 (dua) orang saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu atau lebih 

maka bersama-sama mendapat 1/3 (sepertiga) bagian.  

 

Pasal 138 

(1) Pewaris tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai 1 (satu) orang 

saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 (setengah) bagian.  

(2) Apabila saudara perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama 

dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 (dua) orang atau lebih, maka 

bersama-sama mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian.  

(3) Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki 

kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan 

saudara perempuan.  

 

Pasal 139 

(1) Para Ahli Waris dalam melakukan pembagian harta warisan dapat melakukan 

penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan 

Pasal 138 sepanjang ada kesepakatan antara para Ahli Waris. 

(2) Para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.  

 

Pasal 140 
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Bagi Ahli Waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan 

kewajibannya, maka baginya diangkat Wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul 

anggota keluarga. 

 

Pasal 141 

(1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris maka kedudukannya 

dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 130.  

(2) Bagian Ahli Waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian Ahli Waris yang 

sederajat dengan yang diganti.  

 

Pasal 142 

Anak yang lahir di luar Pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris 

dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. 

 

Pasal 143 

(1) Apabila Pewaris meninggalkan harta warisan, maka oleh Pewaris semasa 

hidupnya atau oleh para Ahli Waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana 

pembagian harta warisan dengan tugas:  

a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, berupa benda berwujud yang 

kemudian disahkan oleh para Ahli Waris yang bersangkutan, jika perlu dinilai harganya 

dengan uang; dan 

b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan Pewaris sesuai dengan Pasal 

131 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.  

(2)  Sisa dari pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta 

warisan yang harus dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak.  

 

Pasal 144 

(1) Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan 

permintaan kepada Ahli Waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.  

(2) Apabila ada di antara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka 

yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian kepada pemangku adat gampong atau 

nama lain. 

(3) Apabila putusan pemangku adat gampong atau nama lain  tentang pembagian 

harta warisan tidak dapat diterima oleh para pihak, maka diajukan kepada pemangku adat 

mukim. 

(4) Apabila putusan pemangku adat mukim tentang pembagian harta warisan tidak 

dapat diterima para pihak, maka diajukan gugatan melalui Mahkamah Syar‟iyah.  

(5) Apabila para pihak sudah menerima putusan pemangku adat gampong atau 

nama lain atau pemangku adat mukim, maka putusan tersebut bersifat final dan 

mengikat. 

 

Pasal 145 
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(1) Apabila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang 

dari 2 (dua) hektar, dapat dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para Ahli Waris yang bersangkutan.  

(2) Apabila warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, 

karena di antara para Ahli Waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka 

lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih Ahli Waris yang dengan cara 

membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-

masing.  

 

Pasal 146 

Bagi Pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak 

mendapat bagian atas Harta Seuhareukat dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan 

keseluruhan bagian Pewaris adalah menjadi hak para Ahli Warisnya. 

 

Pasal 147 

Apabila Pewaris tidak meninggalkan Ahli Waris sama sekali atau Ahli Warisnya tidak 

diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Mahkamah Syar‟iyah 

diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan 

kesejahteraan umum.  

 

Bagian Keempat 

Aul dan Rad 

Pasal 148 

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para Ahli Warisnya dzawil furud 

menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka 

penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya 

dibagi secara Aul menurut angka pembilang. 

 

Pasal 149 

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para Ahli Waris dzawil furud 

menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak 

ada Ahli Waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara Rad, 

yaitu sesuai dengan hak masing-masing Ahli Waris sedang sisanya dibagi berimbang di 

antara mereka.  

 

BAB XX 

WASIAT 

Pasal 150 

(1) Setiap orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau 

sudah nikah, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta 

bendanya kepada orang lain atau lembaga pendidikan atau keagamaan.  

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan harta milik dari pewasiat.  

(3) Pemilikan terhadap harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat 

dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.  
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Pasal 151 

(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau tertulis di 

hadapan 2 (dua) orang saksi, atau di hadapan notaris.  

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan 

kecuali apabila semua Ahli Waris menyetujui.  

(3) Wasiat kepada Ahli Waris berlaku apabila disetujui oleh semua Ahli Waris.  

(4) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat 

secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi di 

hadapan notaris.  

 

Pasal 152 

Dalam Wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas 

siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.  

 

Pasal 153 

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima Wasiat berdasarkan putusan Hakim 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:  

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 

berat kepada pewasiat;  

b. dipersalahkan memfitnah karena mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah 

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat; 

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk 

membuat atau mencabut atau merubah Wasiat untuk kepentingan calon penerima Wasiat; 

dan 

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat 

dan pewasiat.  

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima Wasiat itu:  

a. tidak mengetahui adanya Wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum 

meninggalnya pewasiat;  

b. mengetahui adanya Wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya; dan 

c. mengetahui adanya Wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau 

menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.  

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.  

 

Pasal 154 

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus 

diberikan jangka waktu tertentu. 
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Pasal 155 

(1) Pewasiat dapat mencabut Wasiatnya selama calon penerima Wasiat belum 

menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik 

kembali. 

(2) Pencabutan Wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh 2 (dua) 

orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau berdasarkan 

akta notaris apabila Wasiat terdahulu dibuat secara lisan. 

(3) Apabila Wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara 

tertulis dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau berdasarkan akta Notaris. 

(4) Apabila Wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut 

berdasarkan akta notaris. 

 

Pasal 156 

Harta Wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah 

mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, 

maka penerima Wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.  

 

Pasal 157 

Apabila Wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta Warisan sedangkan Ahli Waris ada yang 

tidak menyetujui, maka Wasiat hanya dilaksanakan sampai 1/3 (sepertiga) harta 

Warisnya. 

 

Pasal 158 

Apabila Wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta Wasiat tidak 

mencukupi, maka Ahli Waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan 

pelaksanaannya. 

 

 

 

 

Pasal 159 

(1) Apabila surat Wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat 

notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada 

hubungannya.  

(2) Apabila suatu surat Wasiat dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 

maka surat Wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.  

 

Pasal 160 

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat Wasiat yang tertutup dan disimpan 

pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan Ahli Waris, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan 

dengan membuat berita acara pembukaan surat Wasiat itu.  
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(2) Jika surat Wasiat yang tertutup disimpan bukan pada notaris maka penyimpan 

harus menyerahkan kepada notaris setempat.  

(3) Setelah semua isi serta maksud surat Wasiat itu diketahui, maka oleh notaris 

diserahkan kepada penerima Wasiat guna penyelesaian selanjutnya.  

 

Pasal 161 

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan 

tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada 

dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat Wasiat di hadapan seorang 

komandan atasannya dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.  

 

Pasal 162 

Setiap orang yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat Wasiat 

di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat 

di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh 2 (dua)  orang saksi.  

 

Pasal 163 

(1) Wasiat tidak sah apabila si pewasiat sudah dalam keadaan tidak sadar. 

(2) Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan 

bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia 

menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk 

membalas jasa. 

 

Pasal 164 

Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. 

 

 

Pasal 165 

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 132 sampai dengan 

Pasal 149 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima Wasiat diberi Wasiat 

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta Wasiat anak angkatnya.  

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima Wasiat diberi Wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta Warisan orang tua angkatnya.  

 

BAB XXI 

HIBAH 

Pasal 166 

(1) Orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah 

nikah, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan paling banyak 1/3 

(sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang bergerak di bidang 

pendidikan, keagamaan dan sosial di hadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimanfaatkan. 
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(2) Harta yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah.  

 

Pasal 167 

(1) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan 

setelah orang tua meninggal dunia.  

(2) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya.  

(3) Hibah dapat ditarik kembali apabila harta Hibah tidak difungsikan sebagaimana 

yang diperjanjikan dalam pejanjian Hibah. 

 

Pasal 168 

Hibah yang dilakukan pada saat pemberi Hibah dalam keadaan sakit berat, maka harus 

mendapat persetujuan dari keluarga terdekat.  

 

Pasal 169 

(1) Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing dapat menghibahkan 

hartanya untuk kepentingan pendidikan, keagamaan dan sosial di Aceh. 

(2) Warga negara Indonesia yang berada di negara asing atau warga negara asing 

dapat membuat surat Hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia 

setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan ini.  

 

 

 

BAB XXII 

PERNIKAHAN ANTAR WARGA NEGARA 

Pasal 170 

Pernikahan antar warga negara merupakan Pernikahan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. 

 

Pasal 171 

Pernikahan antar warga negara yang dilangsungkan di Aceh dilakukan menurut Qanun ini 

dan peraturan perundang-undangan. 

BAB XXIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 172 

Biaya Pendidikan Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta biaya 

pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 13 dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB XXIV 

LARANGAN NIKAH 

Pasal 173 
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(1) Setiap orang dilarang melangsungkan Pernikahan di luar pengawasan Penghulu.  

(2) Pelaksanaan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan dilarang dilakukan oleh 

orang yang tidak berwenang termasuk qadhi liar. 

 

Pasal 174 

(1) Penghulu dilarang menikahkan pasangan calon mempelai yang belum memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). 

(2) Apabila Penghulu menikahkan pasangan calon mempelai yang belum memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 

Pasal 175 

(1) Pernikahan dilarang antara pria dengan wanita yang disebabkan: 

a. pertalian nasab; 

b. pertalian kerabat semenda; dan 

c. pertalian sesusuan. 

 

(2) Larangan Pernikahan karena pertalian nasab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, meliputi:  

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau 

keturunannya; 

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan 

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

(3) Larangan Pernikahan karena pertalian kerabat semenda sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruf b, yaitu: 

a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau mantan isterinya; 

b. dengan seorang wanita mantan isteri yang menurunkannya; 

c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau mantan isterinya, kecuali putusnya 

hubungan Pernikahan dengan mantan isterinya itu Qobladdukhul; dan 

d. dengan seorang wanita mantan isteri keturunannya. 

(4) Larangan Pernikahan karena pertalian susuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, meliputi: 

a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; 

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; 

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke bawah; dan 

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 

 

Pasal 176 

Pernikahan juga dilarang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, antara pria 

dengan wanita karena keadaan tertentu, yaitu: 

a. wanita yang bersangkutan masih terikat tali Pernikahan dengan pria lain;  

b. perceraian terjadi di luar Mahkamah Syar‟iyah; 

c. belum ada putusan Mahkamah Syariyah tentang perceraiannya yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 

d. seorang wanita yang masih berada dalam masa Iddah;  

e. pria yang sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri; dan 

f. seorang wanita yang tidak beragama Islam.  

 

Pasal 177 

Seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri, yang keempat-empatnya 

masih terikat tali Pernikahan atau masih dalam masa Iddah Talak raj’i ataupun salah 
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seorang diantara mereka masih terikat tali Pernikahan sedang yang lainnya dalam masa 

Iddah Talak raj’i, dilarang melangsungkan Pernikahan dengan wanita lain. 

Pasal 178 

(1) Seorang pria dilarang melangsungkan Pernikahan dengan: 

a. wanita mantan isterinya yang sudah di Talak 3 (tiga) kali; atau 

b. wanita mantan isterinya yang di Li’an. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a gugur, apabila mantan 

isterinya telah nikah dengan pria lain, kemudian Pernikahan tersebut putus Ba’daddukhul 
dan telah habis masa Iddahnya. 

(3) Wanita Islam dilarang melangsungkan Pernikahan dengan pria yang tidak 

beragama Islam. 

     

Pasal 179 

(1) Setiap orang dilarang membantu atau menganjurkan kepada pasangan suami 

isteri yang sedang menghadapi perselisihan rumah tangga untuk melakukan perceraian di 

luar proses hukum Mahkamah Syar‟iyah. 

(2) Setiap orang dilarang membantu atau menganjurkan pasangan suami isteri yang 

sedang berselisih dalam rumah tangga untuk melakukan perceraian di luar Mahkamah 

Syar‟iyah. 

 

Pasal 180 

Setiap pasangan suami isteri dilarang melakukan perceraian di luar proses hukum 

Mahkamah Syar‟iyah. 

 

BAB XXV 

KETENTUAN „UQUBAT 

Pasal 181 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 

ayat (2) diancam dengan pidana penjara  paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan 

paling singkat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau „uqubat ta‟zir cambuk paling banyak 25 

(dua puluh lima) kali dan paling sedikit 13 (tiga belas) kali atau denda paling banyak 250 

(dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) gram 

emas murni.   

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (2) dan ayat (7), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 89 ayat 

(2), Pasal 113, Pasal 173 ayat (1), Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 178 ayat (1) 

dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara  paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan 

paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau „uqubat ta‟zir cambuk paling banyak 25 (dua puluh 

lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus 

lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni. 

 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan ke Baitul 

Mal untuk pemberdayaan janda-janda dan anak-anak yang diterlantarkan oleh mantan 

suaminya dan/atau orang tuanya yang melakukan perceraian di luar Mahkamah 

Syar‟iyah.     
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BAB XXVI 

PENEGAKAN QANUN 

Pasal 182 

Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan 

diputuskan oleh Mahkamah Syar‟iyah. 

 

 

Pasal 183 

(1) Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, pelaksanaan 

putusan, dan pelaksanaan penetapan Mahkamah Syar‟iyah terhadap pelanggaran Qanun 

ini dilaksanakan menurut Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat.  

(2) Dalam hal proses persidangan, pelaksanaan putusan, dan pelaksanaan 

penetapan Mahkamah Syar‟iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatur dalam 

Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat, berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku pada Mahkamah Syar‟iyah. 

 

 

BAB XXVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 184 

Pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini yang dilakukan sebelum 

Qanun ini diundangkan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pelanggaran tersebut. 

 

BAB XXVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 185 

Qanun ini berlaku untuk Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh. 

 

Pasal 186 

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Aceh. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal  7 November    2019M  

    10 Rabiul Awal 1441H 

Plt. GUBERNUR ACEH, 

 
 

NOVA IRIANSYAH 
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